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RINGKASAN 

 

Nanda Septiasari. 2016. Upaya Penanganan Anak Jalanan di Kota 

Malang ( Studi Dinas Sosial Kota Malang ). Prof. Dr. Sumartono. MS, 

Firda Hidayati S.Sos. MPA. DPA. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas 

Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. 146 hal+ 

 

Penelitian ini dilakukan  atas dasar meningkatnya jumlah anak jalanan 

di Kota Malang pada tahun 2014 sampai 2015. Dan perbedaan data jumlah 

anak jalanan di Kota Malang menurut Dinas Sosial Kota Malang dan Dinas 

Sosial Provinsi jawa timur pada tahun 2014. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, pengamatan dan 

dokumentasi. Lokasi penelitian berlokasi di Kota Malang. Penelitian ini 

berfokus pada masalah upaya penanganan, strategi  penanganan dan faktor 

penghambat penanganan anak jalanan di Kota Malang. Analisis data 

menggunakan model Miles, Hubermen dan Saldana yaitu pengumpulan 

data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota 

Malang sudah melakukan penanganan anak jalanan secara koreksional, 

rehabilitatif, penjangkauan dan preventif. Namun dalam pelaksanaanya 

belum efektif. Untuk mengoptimalkan penanganan anak jalanan Dinas 

Sosial Kota Malang juga menerapkan strategi penanganan anak jalanan 

berbasis kekeluargaan dengan menerapkan pendidikan pengetahun, 

keterampilan, sikap, perilaku dan penanganan kesehatan. Namun dalam 

implementasinya program penanganan anak jalanan berbasis kekeluargaan 

ini masih kurang optimal. 

Saran untuk Dinas Sosial Kota Malang  agar melakukan razia 

penjangkauan dengan pendekatan persuasif dan pelatihan harus bersifat 

vokasional. Untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana maupun 

personel Dinas Sosial Kota Malang dapat melakukan kerjasama dengan 

SMK di Kota Malang. Dinas Sosial Kota Malang diharapkan dapat juga 

menerapkan strategi penanganan anak jalanan berbasis keluarga. 

 Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Kesejahteraan Anak, Anak Jalanan  
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SUMMARY 

Nanda Septiasari. 2016. Effort To Handle The Street Children in 

Malang City (Study of Social Agency of Malang City). Prof. Dr. 

Sumartono. MS, Firda Hidayati S.Sos. MPA. DPA. Public Administration 

Department, Faculty of Administration, University of Brawijaya. 146 pages 

+ 

 

The research was done based on the increasing number of street 

children in the Malang City of 2014 to 2015. And the difference data on the 

number of street children in the Malang City according to Social Agency of 

Malang City and Social Agency of  East Java in the year of 2014. 

The research used qualitative research. Data collection done by 

interview, observation and documentation. The research location in Malang 

City. The research focused at the handling efforts, handling strategy and the 

inhibiting factors to handle the street children in Malang City. Data analysis 

by Miles, Hubermen and Saldana, data collection, data reduction, data 

display, and conclusion drawing 

The results showed that Social Agency of Malang City has handled 

the street children by correctional way, rehabilitative, and preventive. But in 

the implementation still not effective yet. To optimize the handling of street 

children, the Social Agency of Malang City also implements family based 

handling by implementing education, skill, attitude, behavior and handling 

of health. But in the implementation the family based handling still not 

optimum yet. 

The suggestions for the Social Agency of Malang City to in order to 

conduct raids outreach with persuasion. To overcome the limitations of 

infrastructure and personnel Social Agency of Malang City can do 

cooperation with Vocational high School in Malang city. Social Agency of 

Malang City is expected to also implement the coping strategies of street 

children based on family. 

Keywords: Local Government, Children Welfare, Street Children 
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BAB I 

PEMBAHASAN 

A. Latar Belakang 

Anak adalah Anugrah Allah sebagai generasi penerus bangsa yang 

harus di jaga. Karena di dalam diri seorang anak melekat harkat, martabat 

dan hak- hak sebagai manusia yang harus diberikan pembinaan dan 

bimbingan, agar dapat menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas 

baik. Pengaturan hak anak diatur dalam Undang- Undang Dasar Tahun 

1945 Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J tentang Hak Asasi Manusia, 

yang di dalamnya menjelaskan juga mengenai hak anak. Bahwa anak 

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak 

atas perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi. 

Perlindungan terhadap hak anak di Indonesia tidak hanya 

berpedoman kepada konstitusi saja. Namun, diperkuat dengan peraturan 

yang secara tegas memberikan sokongan terhadap upaya perlindungan 

anak diantaranya Undang- Undang  Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak. Yang selanjutnya pada tahun 2002 lahirlah Undang- 

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang 

didalamnya dijelaskan mengenai prinsip- prinsip hak anak yang diatur 

dalam Konvensi Hak Anak, salah satu implementasinya adalah di 

bentuknya Komisi Perlindunagn Anak Indonesia (KPAI). (Jamil, 2013 : 28 

) 
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Menurut Pasal 21 Undang- Undang Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak di atur bahwa Negara dan pemerintah berkewajiban 

dan bertanggungjawab menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa 

membedakan suku, agama, ras golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan 

bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau 

mental. Selanjutnya lebih sepesifik diatur dalam Pasal 22 Undang- Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa negara dan 

pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan 

sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan 

anak. Dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab atas 

perlindungan anak maka diatur suatu pembagian urusan pemerintahan.  

Menurut Sunarwo ( 2012 : 34 ) urusan pemerintahan di Indonesia 

pada hakikatnya di bagi dalam tiga kategori yakni urusan pemerintah yang 

dikelola oleh pemerintah pusat, urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh 

pemerintah daerah provinsi, dan urusan pemerintahan yang dilaksanakan 

oleh pemerintah kabupaten/ kota.  Menurut Pasal 10 Ayat 1 Undang- 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah urusan 

pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat Meliputi politik luar 

negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan 

agama. Menurut Sunarwo ( 2012: 34) urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenagan pemerintah daerah, terdiri atas : 

“ Urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib artinya 

penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada standart 

pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan 

oleh pemerintah. Adapun untuk urusan pemerintahan yang bersifat 
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pilihan, baik untuk Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/ Kota meliputi urusan pemerintahan yang secara 

nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat sesuai dengan kondisi kekhasan, dan potensi unggulan 

daerah yang bersangkutan. “ 

Menurut Sunarwo ( 2012 : 34) dari penjelasan ini dapat dilihat 

bahwa Pemerintah Daerah memiliki otonomi daerah yang bertujuan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, 

pelayanan, pemberdayaan, pemerataan dan keadilan. Maka makna dari 

tujuan ini tersirat bahwa perlindungan anak merupakan salah satu urusan 

wajib yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah 

Kabupaten/ Kota. Termasuk di dalamnya urusan mengenai hak dan 

perlindungan anak jalanan.  

Anak jalanan menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 

Tahun 2013 tentang  Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan 

Pengemis adalah : 

“ Anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk 

melakukan kegiatan hidupnya dijalanan, baik untuk mencari nafkah 

atau berkeliaran di jalan atau tempat- tempat umum lainnya yang 

mempunyai ciri- ciri berusia antara 5 – 18 tahun melakukan kegiatan 

atau berkeliaran dijalan, penampilan kebanyakan kusam, pakaian 

tidak terurus, mobilitasnya tinggi. “ 

Menurut Mentri Sosial Indar Parawangsa pada 5 Maret 2016 seperti 

dilansir oleh ( http://makassar.tribunnews.com/2016/03/05mensos-

targetIndonesiabebas-anak-jalanan-tahun-2017  ) mengatakan bahwa : 

“ Pada tahun 2016 selama kurun waktu 2 bulan yaitu bulan Januari 

sampai Februari 2016 jumlah anak jalanan meningkat mencapai 4,1 

juta anak yang berarti mengalami peningkatan 100% dari tahun 2015 

yang mencapai 2,05 juta anak. Tingginya jumlah anak jalanan, 

membuat Kementerian Sosial menargetkan tahun 2017 Indonesia 

bebas dari anak jalanan. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa 

mengatakan bahwa sesuai dengan SPPA ( Sistem Peradilan Pidana 

http://makassar.tribunnews.com/2016/03/05mensos-targetIndonesiabebas-anak-jalanan-tahun-2017
http://makassar.tribunnews.com/2016/03/05mensos-targetIndonesiabebas-anak-jalanan-tahun-2017
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Anak ) langkah- langkah kongkrit kami siapkan, dengan menyisir 

kota besar dan membangun lebih banyak lagi SKB ( Sanggar 

Kegiatan Belajar) sehingga Insya Allah tahun 2017 Indonesia bebas 

anak jalanan . 

Selanjutnya, pada 29 Maret 2016 Mentri Sosial Indar Parawangsa 

mengatakan : 

 “Sebanyak 149 ribu anak mendapatkan Kesejahteraan Sosial ( 

KESOS ) melaui Program Kesejahteraan Sosial Anak dan Lansia ( 

PKSA ) baik berbasis panti maupun non panti. PKSA menyasar 149 

ribu anak Indonesia. Pemerintah memberikan program perlindungan 

sosial melalui Program Keluarga Harapan ( PKH ) dengan 

mengkover 3,5 Keluarga Sejahtera Mandiri ( KSM ). Pada tahun 

2016 ini, ditambah penerima dan jangkauan pelayanan 2,5 juta. “      

(http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/03/29/o4sa6d3

5 perintah-siapkan-program-keluarga-harapan-bagi-anak-jalanan ) 

Fenomena meningkatnya jumlah anak jalanan biasa di jumpai di 

Kota- Kota besar di Provinsi Jawa Timur, Malang misalnya dibandingkan 

dengan Kota Surabaya sebagai ibu Kota Provinsi Jawa Timur dan 

merupakan kota terbesar kedua di Indonesia yang memiliki jumlah 

penduduk sebanyak 2.599.796 jiwa. Jumah anak jalanan di Kota Surabaya 

lebih rendah di bandingkan Kota Malang pada tahun 2014 sebanyak 94 

anak jalanan. Sedangkan  Kota Malang yang merupakan Kota terbesar 

kedua di Provinsi Jawa timur yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 

820.243 jiwa dan dikenal dengan kota pendidikan memiliki jumlah anak 

jalanan sebanyak  160 pada tahun 2014.( Data Dinas Sosial Provinsi Jawa 

Timur tahun 2014 ). 

Masih banyaknya jumlah anak jalanan di Kota Malang membuat 

Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Daerah Kota Malang 

berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan dalam 

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/03/29/o4sa6d35%09perintah-siapkan-program-keluarga-harapan-bagi-anak-jalanan
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/03/29/o4sa6d35%09perintah-siapkan-program-keluarga-harapan-bagi-anak-jalanan
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penyelenggaraan penanganan anak jalanan. Dalam hal ini Dinas Sosial 

Kota Malang mempunyai tugas melakukan urusan Pemerintah Daerah 

berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang 

pelayanan sosial, seksi kesejahteraan anak, keluarga dan lansia, yang 

dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lainnya, dan memiliki 

fungsi merumuskan kebijakan teknis di bidang sosial meliputi pelayanan 

dan pemberdayaan sosial, pembinaan pelayanan dan pemberdayaan sosial 

serta bantuan dan perlindungan sosial. 

Secara khusus Pemerintah Daerah Kota Malang membentuk 

Kebijakan berupa Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 

tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis sebagai 

pedoman dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di 

Kota Malang. Peraturan daerah ini mengatur tentang penanganan anak 

jalanan, gelandangan, dan pengemis. Serta untuk mencegah 

berkembangnya anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Maka 

pemerintah Kota Malang berperan aktif melakukan tindakan priventif, 

represif dan usaha rehabilitatif. 

Setelah satu tahun Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 

2013 tentang Penganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis 

diberlakukan yaitu pada tahun 2014 terjadi penurunan jumlah anak jalanan 

dari tahun 2013 sebanyak 227 menjadi  15 anak pada tahun 2014. ( Data 

Dinas Sosial Kota Malang ). Akan tetapi peneliti mempertanyakan hal 

tersebut, data dari Dinas Sosial provinsi Jawa Timur menunjukkan jumlah 
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yang bebeda. Menurut Dinas  Sosial Provinsi Jawa Timur jumlah anak 

jalanan pada tahun 2014 di Kota Malang sebanyak 160 anak jalanan. ( 

Data Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur). Berikut akan dipaparkan tabel 

jumlah anak jalanan di Kota Malang pada tahun 2014 sampai 2015. 

Tabel 1.1  Jumlah Anak Jalanan di Kota Malang Pada Tahun 2012- 

2015 

Tahun 2012 2013 2014 2015 

Jumlah 227 227 15 72 

(Sumber : Data PMKS ( Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Dinas 

Sosial Kota Malang) 

Anak jalanan di Kota Malang di dominasi oleh anak jalanan laki- 

laki. Hal ini dapat dilihat dari tabel jumlah anak jalanan berdasarkan jenis 

kelamin dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sebagi berikut : 

Tabel 1.2 Jumlah Anak Jalanan Berdasarkan Jenis Kelamin Pada 

Tahun 2012 sampai Tahun 2016 

Tahun 
Jenis Kelamin  

Jumlah 
Laki- Laki Perempuan 

2012 196 31 227 

2013 196 31 227 

2014 12 3 15 

2015 45 27 72 

2016 8 4 12 

Sumber ( Data Anak Jalanan Menurut Umur Dinas Sosial Kota Malang) 

Berdasarkan data jumlah anak jalanan yang didasarkan pada jenis 

kelamin dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat jumlah 

anak jalanan pada tahun 2012 sebanyak 227 anak jalanan dengan jumlah 
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anak jalanan laki- laki sebanyak 196 anak dan perempuan sebanyak 31 

anak. Pada tahun 2013 jumlah anak jalanan sebanyak 227 anak, dengan 

jumlah anak jalanan laki- laki sebanyak 196 anak dan perempuan sebanyak 

31 anak. Pada tahun 2014 jumlah anak jalanan yang berasal dari Kota 

Malang sebanyak 12 anak jalanan, dengan jumlah anak jalanan laki- laki 

sebanyak 12 anak dan perempuan sebanyak 3 anak. Dan pada tahun 2015 

jumlah anak jalanan sebanyak 72 anak jalanan, dengan anak jalanan laki- 

laki sebanyak 45 anak jalanan dan perempuan sebanyak 27 anak. 

Sedangkan untuk tahun 2016 jumlah anak jalanan berdasarkan hasil razia 

identifikasi anak jalanan tahun 2016 pada bulan Februari sampai Juni 2016 

jumlah anak jalanan yang terjaring razia penjangkauan sebanyak 12 anak 

jalanan, dengan anak jalanan laki- laki sebanyak 8 anak jalanan dan 

perempuan sebanyak 4 anak. 

Dilihat dari data anak jalanan berdasarkan jenis kelamin dari tahun 

2012 sampai tahun 2016. Maka Dinas Sosial Kota Malang melakukan 

strategi penanganan anak jalanan berbasis kekeluargaan yang mana anak 

jalanan yang sudah mendapatkan program penanganan anak jalanan 

berupa penanganan pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku dan 

kesehatan bisa langsung pulang ke rumah. Dalam penanganan anak jalanan 

Dinas Sosial Kota Malang melakukanya sendiri maupun melakukan 

kerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan lembaga. 

Program penanganan anak jalanan dalam hal keterampilan yang dilakukan 

sendiri oleh Dinas Sosial Kota Malang  adalah pelatihan bermusik. 
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Pelatihan bermusik ini dapat diikuti oleh anak jalanan laki- laki maupun 

perempuan. Sedangkan untuk anak laki- laki boleh mengikuti pelatihan 

bermusik, otomotif maupun tambal ban yang diadakan Dinas Sosial Kota 

Malang yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. 

Dalam pelaksanaan penanganan anak jalanan  faktor sarana dan 

prasaranan, anggaran maupun faktor dari anak jalanan menjadi faktor 

penghambat dalam pelaksanaan program penaganan anak jalanan oleh 

Dinas Sosial Kota Malang. Berdasarkan hasil wawancara pra- riset dengan 

Ibu Putri Lolita selaku Pekerja Dinas Sosial Kota Malang pada Hari Jumat 

22 Januari 2016 bahwa terdapat masalah dalam penanganan anak jalanan 

oleh Dinas Sosial Kota Malang yaitu kurangnya tenaga pelatih dan fasilitas 

yang memadai. Dinas Sosial Kota Malang hanya mempunyai fasilitas 

untuk membina anak jalanan yaitu di aula Dinas Sosial Kota Malang 

dalam pelatihan bermusik yang dilakukan pada hari Senin dan Kamis 

selama satu tahun. Hambatan upaya penanganan anak jalanan juga datang 

dari anak jalanan itu sendiri. Pola pikir anak jalanan yang selalu ingin 

kembali kejalan membuat anak jalanan yang sudah mendapat pelatihan 

dan bantuan sebagian kembali ke jalan. 

Melihat latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

mengenai Upaya Dinas Sosial Kota Malang dalam Penanganan Anak 

Jalanan Di Kota Malang yang semakin meningkat jumlahnya. Padahal 

sejak 2013 Pemerintah Daerah Kota Malang sudah mengeluarkan 

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan 
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Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis  sebagai pedoman dalam upaya 

penanganan anak jalanan gelandangan dan pengemis. Oleh karena itu 

penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ Upaya Penanganan 

Anak Jalanan di Kota Malang ( Studi pada  Dinas Sosial Kota Malang).” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana upaya Dinas Sosial Kota Malang dalam penanganan 

anak jalanan ? 

2. Bagaimanakah strategi Dinas Sosial Kota Malang dalam 

penanganan anak jalanan ? 

3. Apa sajakah faktor- faktor penghambat upaya Dinas Sosial Kota 

Malang dalam penanganan anak jalanan di Kota Malang ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis dan mendeskripsikan upaya penanganan anak jalanan 

yang dilakukan Dinas Sosial Kota Malang. 

2. Menganalisis dan mendeskripsikan strategi penanganan anak 

jalanan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Malang. 

3. Menganalisis dan mendeskripsikan faktor- faktor penghambat 

dalam penanganan anak jalanan di Kota Malang oleh Dinas Sosial 

Kota Malang. 

D. Kontribusi Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan dalam tujuan penelitian, 

hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai berikut : 

1. Kontribusi Akademis 
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a. Sebagai kajian dalam studi administrasi pemerintahan 

terutama tentang penanganan anak jalanan. 

b. Sebagai referensi yang relevan serta sebagai perbandingan 

bagi peneliti selanjutnya. 

2. Kontribusi Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi 

dalam penanganan anak jalanan di Kota Malang dan untuk 

langkah pencegahan meluasnya fenomena anak jalanan di 

Kota Malang. 

b. Penelitian ini diharapkan menjadi motivasi bagi masyarakat 

untuk turut ikut serta dalam usaha penanganan anak jalanan 

di Kota Malang. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

informasi dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa 

dalam tata cara penulisan karya ilmiah dengan judul Upaya 

Penanganan Anak Jalanan di Kota Malang ( Studi pada 

Dinas Sosial Kota Malang ). Selain itu dapat digunakan 

sebagai tolak ukur dalam penelitian selanjutnya oleh 

peneliti dengan penelitian yang sama. 

E. Sistematika Pembahasan 

Dalam skripsi ini dibagi dalam lima bagian, yag dibagi dalam lima 

bab. Masing- masing bab dalam skripsi ini merupakan satu kesatuan yang 
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saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya. Adapun sistematika 

dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 

BAB I : PEMBAHASAN 

Dalam bab pendahuluan ini, penulis menguraikan masalah- 

masalah dan fenomena- fenomena sosial yang menjadi latar belakang 

dilakukannya penelitian ini. Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah 

permasalahan mengenai upaya penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial 

Kota Malang serta faktor penghambat dalam penanganan anak jalanan 

oleh Dinas Sosial Kota Malang .Dimana dalam permasalahan ini jumlah 

anak jalanan dari tahun 2012 samapai 2015 mengalami peningkatan, 

meskipun Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang 

Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis sudah 

diberlakukan. 

Oleh karena itu, rumusan masalah dan tujuan yang digunakan 

dalam penelitian ini upaya penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial 

Kota Malang. Serta faktor-  faktor penghambat dalam upaya penanganan 

anak jalanan di Kota Malang. 

Dalam penelitian ini penulis berharap penulisan ini dapat 

memberikan kontribusi praktis untuk Dinas Sosial Kota Malang. Dan 

berkontribusi akademik untuk mahasiswa perguruan tinggi. Dalam bagian 

akhir bab pembahasan ini, berisikan ringkasan isi masing- masing bab 

yang ada dalam skripsi. 

 



12 
 

 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

Dalam bab tinjauan pustaka ini berisikan uraian mengenai 

teori- teori maupun temuan- temuan ilmiah yang bersumber dari 

buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan dokumen- dokumen yang 

berhubungan dengan pembahasan.  

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang 

akan digunakan, termasuk didalamnya jenis penelitian, fokus 

penelitian, lokasi penelitian dan situs penelitian, jenis dan sumber 

data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis 

data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam peneitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian 

deskriptif dengan metode kualitatif. Fokus penelitian yang diteliti dalam 

penelitian ini berkaitan dengan permasalahan mengenai upaya penanganan 

anak jalanan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Malang serta faktor 

penghambat dalam penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota 

Malang. Lokasi dalam penelitian adalah Dinas Sosial Kota Malang, 

dengan situs anak jalanan yang mengikuti pelatihan yang dilakukan Dinas 

Sosial Kota Malang dan anak jalanan yang masih berkeliaran di jalanan 

Kota Malang. Sumber data yang digunakan berupa observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan berupa penelitian, 

pedoman wawancara, dan catatan lapangan. 
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BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran yang bisa 

dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak- pihak yang 

terkait dengan penulisan penelitian ini maupun penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pemerintah Daerah 

1. Pemerintah Daerah 

Pemerintah Daerah dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang- Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Hossein ( dalam Muluk 2007 : 57 ) berpendapat bahwa local 

goverment merupakan sebuah konsep yang dapat mengadung tiga arti. 

Pertama, berarti pemerintahan lokal. Kedua, mengacu pada pemerintahan 

lokal yang dilakukan oleh pemerintahan lokal. Ketiga, bermakna daerah 

otonom. Memperjelas pendapat Hoessein, Muluk ( 2007 : 67 ) menjelaskan 

ringkasan elemen yang terkandung. Dalam hal ini local government 

dimaknai 3 hal. Pertama sebagai pemerintah daerah yang mengacu pada 

organ yang melaksanakan urusan dan fungsi yang didesentralisasikan. 

Kedua sebagai pemerintah daerah otonom tempat dimana lokalitas berada 

dan membentuk kesatuan hukum sendiri meskipun tidak berdaulat tetapi 

memiliki hal untuk mengurus dirinya sendiri. 
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2. Urusan Pemerintah Daerah 

Menurut Sunarwo, ( 2012 : 34 ) pembagian urusan pemerintahan di 

Indonesia, pada hakikatnya dibagi dalam tiga ketegori yaitu urusan 

pemerintahan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat ( pemerintah ), urusan 

pemerintah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dan urusan 

pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota. 

Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat menurut 

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 10 Ayat 1 tentang 

Pemerintah daerah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, 

yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. 

Menurut Sunarwo, ( 2012 : 34 ) kewenangan pemerintahan yang 

menjadi kewenagan Pemerintah Daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan 

pilihan. Urusan wajib artinya penyelenggaraan pemerintahan yang 

berpedoman pada standart pelayanan minimal, dilaksanakan secara 

bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Undang- Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 Ayat 1  urusan wajib 

yang berkaitan denagan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, 

pekerjaan umum dan penataaan ruang, perumahan rakyat dan kawasan 

pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 

maupun sosial. Sedangkan untuk urusan pelayanan wajib yang tidak 

berkaitan dengan pelayanan umum menurut Undang- Undang Nomor 32  

Tahun 2014 Pasal 12 Ayat 2 meliputi tenaga kerja,  pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, 
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administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat 

dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, 

komunikasi dan informatika, koperasi ,usaha kecil dan menengah, 

penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, 

kebudayaan, kepustakaan. dan kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan 

menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah Pasal 12 Ayat 3 meliputi kalautan dan perikanan, pariwisata, 

pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, 

perindustrian dan transmigrasi. 

3. Perangkat Daerah 

Menurut Assihiddiqie ( 2012 : 275 ) perangkat daerah baik untuk 

daerah provinsi terdiri atas sekretaris daerah, sekretaris DPRD, dinas daerah 

dan lembaga teknis daerah, sedangkan perangkat daerah kabupaten atau 

kota terdiri atas sekretaris DPRD, dinas daerah, lembaga teknis 

daerah,kecamatan, dan kelurahan. Sekretariat daerah dipimpin oleh 

sekretaris daerah. 

Menurut Assihiddiqie ( 2012 : 275 ) ,sekretaris daerah mempunyai 

tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun dan 

mengkoordinasi dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam 

pelaksanaan tugasnya sekretaris daerah bertanggungjawab kepada kepala 

daerah. Apabila sekretaris daerah berhalangan dalam melaksanakan 

tugasnya, sekretaris daerah digantikan oleh pejabat yang di tunjuk oleh 
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kepala daerah. Di DPRD juga diadakan kesekretariatan tersendiri yang 

dipimpin oleh sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD diangkat dan 

diberhentikan oleh gubernur/ walikota dengan persetujuan DPRD. 

Asshiddiqie ( 2012 : 276) menyatakan bahwa lembaga teknis daerah 

merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, 

kantor, atau rumah sakit umum daerah. Salah satu perangkat daerah yang 

membantu pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya adalah dinas 

daerah. Dinas daerah merupakan pelaksana otonomi daerah. Dinas daerah 

dipimpin oleh kepala dinas yang memenuhi syarat atas usulan sekretaris 

daerah. Kepala dinas daerah bertanggungjawab kepada kepala daerah 

melalui sekretaris daerah. Kepala dinas daerah bertanggunjawab kepada 

kepala daerah melalui sekretaris daerah.   

Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/ kota dengan peraturan 

daerah berpedoman pada peraturan pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh 

camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian 

bupati atau walikota untuk menaganai sebagian urusan otonomi daerah.  

B. Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraaan Anak 

1. Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Anak 

Anak merupakan tunas bangsa yang akan tumbuh dan berkembang 

sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dalam rangka pencapaian cita- 

cita bangsa. Oleh karenannya anak mempunyai kedudukan yang sangat 
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penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa  dan bernegara. Sebagai 

seorang penerus bangsa, anak perlu dirawat, dibina dan ditingkatkan tingkat 

kesejahteraanya agar mereka dapat tumbuh dan mengembangkan 

kepribadian dan kemampuan serta keterampilan dalam melaksanakan 

peranan dan fungi di dalam kehidupan sesuai dengan usiannya. 

Menurut Huda ( 2013: 7 ), mengatakan bahwa ia membuat tiga ukuran 

kondisi yang disebut kesejahteraan, yaitu ketika masalah spasial dapat 

terkelola dengan baik, serta kebutuhan tercukupi dan peluang dalam 

masyarakat. 

Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai Kesejahteraan Anak 

perlu terlebih dahulu kita sampaikaan mengenai definisi Kesejahteraan 

Sosial. Huda ( 2013: 3) mendefinisikan  Kesejahteraan Sosial sebagai 

disiplin ilmu yang membahas tentang metode mengenai masalah sosial, baik 

pada level individu, keluarga, kelompok ataupun masyarakat. 

Menurut Khaizu ( 2009: 29 ), Kesejahteraan Sosial mencangkup 

pengertian yang luas, meliputi keadaaan baik sehat atau sejahtera dan 

kepentingan sebagian besar orang termasuk kebutuhan fisik, mental, 

spiritual dan ekonomi. Begitu pula Kesejahteraan Sosial meliputi lembaga- 

lembaga utama, kebijaksanaan, program dan proses- proses yang 

berhubungan dengan pengulangan dan pencegahan masalah- masalah sosial, 

perkembangan sumber- sumber manusiawi dan peningkatan taraf hidup. 

Kesejahteraan sosial dapat pula dilihat sebagai tujuan yaitu keadilan sosial 

kemanusiaan dan pengawasan sosial. 
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Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dilansir dari 

(http://www.bappenas.go.id/file/5022/6036/uraian-prbidangperlindungan-

anaka.doc.) menyatakan bahwa : 

“ Dari aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah 

generasi penerus perjuanganan bangsa dan penerus masa depan 

bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu, diperlukan  upaya- upaya 

yang akan memberikan perlindungan khusus kepada anak- anak di 

Indonesia yang berada dalam keadaan kesulitan tersebut, kedalam 

tindak lanjut Sidang Umum PBB untuk anak. “  

Dalam Kesejahteraan Sosial di dalamnya tercangkup pula pelayanan 

Kesehatan Sosial bagi anak, agar anak dapat berkembang dengan sehat dan 

wajar sebagimanan layaknya. Kesejahteraan Anak sangat penting, karena 

mencangkup usaha- usaha untuk membantu mensejahterakan pertumbuhan 

maupun perkembangan anak dan meningkatkan kehidupan keluarga. 

Sebagimanan tertuang dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 

tentang Kesejahteraan Anak Bab 1 Pasal 1 bahwa: 

“ Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan 

anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembanganannya 

dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. “ 

Menurut Johnson & Schwartz dalam Khaizu ( 2009 : 29 ) bahwa 

pelayanan sosial bagi anak ditujukan untuk membantu memperbaiki kondisi 

anak dan keluarga untuk memperkuat kembali, melengkapi atau mengganti 

fungsi orangtua yang mampu melaksanakan tugasnya sebagimana mestinya 

dengan mengubah instansi- instansi sosial yang ada atau membentuk 

instansi baru. 

http://www.bappenas.go.id/file/5022/6036/uraian-prbidangperlindungan-anaka.doc
http://www.bappenas.go.id/file/5022/6036/uraian-prbidangperlindungan-anaka.doc
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Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa 

kesejahteraan sosial bagi anak diarahkan untuk membantu dalam 

memecahkan masalah anak yang berhubungan dengan ketergantungan anak, 

kemiskinan, penelantaran anak atau kenakalan anak dan lain sebaginnya. 

C. Tinjauan Umum Anak Jalanan 

1. Definisi Anak 

Menurut Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 Ayat 5 

mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang berusia 18 tahun 

termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi yang sama tentang 

anak juga dikemukakan dalam Undang- Undang  Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1, bahwa anak adalah seseorang 

yang belum pernah kawin. 

Dalam penelitian ini anak jalanan yang menjadi objek penelitian 

adalah anak jalanan yang berumur 7- 18 tahun dan belum menikah. Batas 

usia 18 tahun digunakan karena seorang anak dikatakan dewasa apabila 

sudah berumur diatas 18 tahun. 

2. Perlindungan Anak 

Gultom ( 2010 : 33 ) mendefinisikan perlindungan anak merupakan 

segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar anak dapat 

melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan 

anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak 
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merupakan perwujutan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan 

demikian perlindungan anak diusahakan dalam bidang bernegara dan 

bermasyarakat. 

Menurut Undang- Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 

Pasal 1 Ayat 2 mendefinisikan bahwa perlindungan anak adalah segala 

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat 

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi. 

Menurut Gultom, ( 2010 : 37 ) perlindungan anak dapat juga diartikan 

sebagai segala upaya yang diajukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan 

memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah ( child 

abused ),eksploitasi dan penelantaran. Agar dapat menjamin kelangsungan 

hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial. 

3. Hak Anak 

Menurut Undang- Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 

mendefinisikan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib 

dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, 

pemerintah dan negara. Hak asasi anak meliputi hak untuk hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi, hak atas suatu nama sebagi identitas diri dan status 
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kewarganegaraan; hak untuk beribadah menurut agama, berpikir, dan 

berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam 

bimbingan orang tua, hak mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh 

oleh orang tuanya sendiri. 

Berdasarkan Undang- Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 23 

Tahun 2002, seorang anak mempunyai hak memperoleh pelayanan 

kesehatan, hak memperoleh pendidikan, hak menyatakan pendapat, hak 

untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang dengan bermain, bergaul, 

dan berkreasi dengan teman sebayanya. Hak untuk memperoleh rehabilitasi, 

bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang 

cacat. 

4. Anak Jalanan 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 

tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Anak 

jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk 

melakukan kegiatan hidupnya dijalanan, baik untuk mencari nafkah atau 

berkeliaran di jalan atau tempat- tempat umum lainya yang mempunyai ciri- 

ciri berusia 5- 18 tahun melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalan, 

penampilannya kebanyakan kusam, pakaian tidak terurus dan mobilitas 

tinggi. 

Suryono ( 185 : 2010 ) mendefinisikan anak jalanan adalah anak- anak 

yang tersisih, marjinal dan teraliensasi dari perlakuan kasih sayang karena 
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kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus berhadapan dengan 

lingkungan kota yang keras dan bahkan tidak bersahabat. 

Selanjutnya, Konsorium Anak Jalanan Indonesia Supartono, ( 2004 : 

10- 11 ) mengelompokkan anak jalanan ke dalam 3 kelompok yaitu : 

a. Anak Perantauan ( Mandiri ) 

Anak jalanan pada kategori ini bukan merupakan penduduk asli 

daerah dan biasannya suka berpindah dari satu tempat ke tempat 

lainnya. Anak perantauan menjadikan jalanan sebagai tempat 

hidup dan bekerja. 

b. Anak Bekerja di Jalanan 

Kategori ini meliputi anak yang masih memiliki hubungan 

dengan orang tua dan hanya menjadikan jalanan sebagai lahan 

bekerja. Terkadang anak jalanan yang bertipe ini masih duduk di 

bangku sekolah. 

c. Anak Jalanan Asli 

Kualifikasi anak jalanan asli antara lain adalah berasal dari 

keluarga gelandangan ( yang hidup di jalanan dan terkadang 

tidak menetap ) serta anak yang sengaja lepas dari ikatan orang 

tua dan bekerja apa saja di jalan untuk mempertahankan dan 

memenuhi kebutuhan hidup. 
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Sedangkan menurut Surbakti dalam Suryanto ( 41 : 2002) anak 

jalanan dalam pengertiannya dikelompokkan dalam kategori berdasarkan 

hubungan anak jalanan dengan kelurga, diantarannya: 

a. Children On The Street adalah anak- anak yang mempunyai 

kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalan, namun 

mempunyai hubungan kuat dengan orang tua mereka. Fungsi anak 

jalanan dalam kategori ini adalah membantu memperkuat 

penyangga ekonomi keluargannya karena beben atau tekanan 

kemiskinan yang harus ditanggung dan tidak dapat diselesaikan 

sendiri oleh orang tuannya. 

b. Children Of The Street yakni anak- anak yang berpartisipasi penuh 

di jalanan, baik secara sosial dan ekonomi, beberapa diantara 

mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tua mereka 

tetapi frekuensinnya tidak menentu. Banyak diantara mereka 

adalah anak- anak yang karena suatu sebab biasanya 

kekerasan,lari atau pergi dari rumah. 

c. Children From The Families Of The Street adalah anak- anak yang 

berasal dari keluarga yang hidup di jalan. Walaupun anak- anak 

ini mempunyai hubungan keluarga yang cukup kuat, tetapi hidup 

mereka terombang- ambing dari satu tempat ke tempat yang lain 

dengan segala risiko. 
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5. Faktor Penyebab Munculnya Anak Jalanan 

Amelia ( 2015 : 26- 27 ) berpendapat bahwa faktor yang menjadi 

penyebab mengapa anak menjadi anak jalanan, antara lain : 

a. Faktor Keluarga 

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari 

suami, istri dan anak, atau ayah dan anak, atau ibu dan anaknya. 

Dimana keluarga ini merupakan faktor yang paling penting yang 

sangat bereperan dalam pola dasar anak. Kelalaian orang tuanya 

untuk tumbuh berkembang secara wajar. 

b. Faktor Pendidikan 

Di lingkungan masyarakat miskin pendidikan cenderung 

dijalankan karena krisis kepercayaan pendidikan dan juga 

ketidakadaan biaya untuk mendapatkan pendidikan. 

c. Faktor Sosial, Politik dan Ekonomi 

Akibat situasi krisis ekonomi yang tak kunjungan usia, pemerintah 

mau tidak mau memang harus menyisihkan anggaran untuk 

membayar utang dan memperbaiki kinerja perekonomian jauh 

lebih banyak daripada anggaran yang disediakan untuk fasilitas 

kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial anak. 

Menurut Amelia ketiga faktor diatas masalah paling mendasar yang 

dialami oleh anak jalanan adalah kecilnya kemungkinan untuk mendapatkan 
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kesempatan dibidang pendidikan yang layak. Hal ini disebabkan karena 

beberapa faktor yaitu: 

a. Ketiadaan Biaya 

 Sebagian besar anak jalanan berasal dari keluarga dengan strata 

ekonomi yang sangat rendah, sehingga biaya pendidikan yang 

seharusnya disediakan oleh keluarga tidak tersedia sama sekali. 

b. Keterbatasan Waktu 

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari, sebagian besar 

anak jalanan bekerja secara serabutan untuk mendapatkan 

penghasilan, bahkan ada juga yang berusaha untuk mendapatkan 

penhasilan dari cara- cara yang kurang pantas seperti mengemis, 

mencuri, mencopet dan lain- lain. Sehingga waktu mereka sehari- 

hari banyak tersita di tempat pekerjaan, jalanan, tempat- tempat 

kumuh dan lain- lain. 

c. Rendahnya Kemauan untuk Belajar 

 Kondisi ini disebabkan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya ( 

teman- teman) yang didominasi oleh anak- anak yang tidak 

bersekolah ( putus sekolah ), sehingga menyebabkan adanya 

perspektif dalam diri anak jalanan bahwa tidak mendapatkan 

pendidikan yang formal bukanlah suatu hal yang perlu 

dicemaskan. 
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d. Apatisme Terhadap Pendidikan 

Kemampuan mereka untuk menghasilkan uang dalam waktu yang 

singkat menyebabkan mereka apatis terhadap pendidikan. Sangat 

disayangkan sebenarnya, karena tidak selamanya mereka harus 

ada dijalanan untuk mengais rejeki, dan pada saat nanti mereka 

harus ada dijalanan untuk keluar dari lingkungan anak jalanan 

maka modal pendidikan sangat diperlukan. 

e. Tidak Berjalannya Fungsi Kontrol Keluarga, Masyarakat dan 

Pemerintah. 

Kondisi ini disebabkan karena masing- masing disibukkan dengan 

aktifitasnya masing- masing. 

6. Masalah yang Dihadapi Anak Jalanan 

Dinamika Sosial sebagaimanan di kutip Endah ( 2013 : 20 ) anak 

jalanan berada dalam kondisi yang memperihatinkan. Mereka menghadapi 

berbagai masalah yaitu : 

a. Keterbatasan dalam Hal Pemenuhan Kebutuhan Dasar. 

Anak jalanan tidak mampu memenuhi kebutuhan makan, pakaian,  

dan tempat tinggal yang manusiawi. Umumnya mereka makan 2 

kali sehari, dan jarang ada makanan tambahan. Selanjutnya dilihat 

dari pemenuhan kebutuhan pakaian umumnya mereka memiliki 

pakaian 2 stel. Kemudian dilihat dari kebutuhan tempat tinggal, 

sebagian mereka menempati rumah dengan kondisi semi 

permanen dan tidak permanen. Bahkan, sebagian menempati 
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lorong- lorong pasar sebagai rumah mereka. Orang tua anak 

jalanan bekerja sebagai buruh, kuli bangunan, tukang becak, 

pedagang atau sektor informal dan buruh serabutan. Di salah satu 

lokasi, ditemukan orang tua anak jalanan sebagian besar 

pengamen. Kondisi tersebut mengakibatkan tumbuh kembang 

anak jalanan ( terutama mental dan sosial ) tidak optimal. Hal ini 

akan berdampak pada kapasistas kecerdasan mereka yang rendah, 

sikap dan perilaku implusif, agresif serta mental mereka rapuh 

ketika mereka memasuki dunia dewasa. 

b. Kesehatan Buruk 

Anak jalanan rentan terhadap penyakit kulit, ISPA, dan diare. 

Kehidupan yang tidak teratur dan akrab dengan sumber- sumber 

polusi, merupakan faktor- faktor yang berpengaruh terhadap status 

kesehatan mereka. Selain itu, mereka rentan mengidap penyakit 

menular seksual, akibat dari pergaulan bebas dan lawan jenis dan 

kelompok risiko tinggi menularkan penyakit menular seksual. 

c. Partisipasi Pendidikan Rendah 

Anak jalanan tidak mampu berpartisipasi dan mengakses sistem 

pendidikan. Karena itu, sebagian besar mereka berpendidikan 

rendah. Putus sekolah pada jenjang SD dan tidak pernah sekolah. 

Sebenarnya mereka ingin sekali sekolah, tetapi kondisi ekonomi 

dan sosial keluarga tidak lagi memungkinkan mereka bersekolah. 
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d. Kondisi Sosial, Mental dan Spiritual Tidak Kuat/ Rapuh 

Anak jalanan dalam komunitasnya sendiri. Mereka tinggal di 

wilayah yang kurang menyatu dengan wilayah lain. Jadi wilayah 

tinggal mereka relatif tertutup dari komunitas luar. Di dalam 

komunitas itu, anak jalanan bersosialisasi dan mengembangkan 

pola relasi sosial berdasarkan nilai dan norma sosial yang berlaku 

dalam komunitas mereka. Proses sosialisasi tersebut berlangsung 

bertahun- tahun dan bahkan sebagi anak jalanan mewarisi orang 

tuannya. Pada beberapa kasus, orang tua anak jalanan pernah 

menjadi anak jalanan juga ketika seusia anaknya, yaitu melakukan 

kegiatan mengamen dan mengemis. Proses sosialisasi tersebut 

membentuk sikap mental dan spiritual mereka yang seringkali 

tidak sesuai dan bahkan bertentangan/ melanggar aturan dan 

hukum yang berlaku. Oleh karena itu, berkata kasar, jorok, tidak 

satupun yang menurut masyarakat umumnya tidak baik bagi 

mereka merupakan sesuatu yang baik. Jadi, disini ada beberapa 

pemahaman baik dan buruk antara masyarakat umum dan anak 

jalanan. Hubungan anak dengan orang tua umumnya baik. 

Sebagian dari mereka kembali ke orang tua setelah melakukan 

aktivitas di jalanan. 

e. Sebagian Besar Anak Sudah Menyalahgunakan NAPZA dan 

Pergaulan Bebas dengan Lawan Jenisnya 
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Kondisi ini juga meggambarkan rapuhnya mental dan spiritual 

anak jalanan, baik karena tekanan ekonomi maupun hubungan 

sosial yang buruk di lingkungan keluarga maupun di dalam 

komunitas mereka. 

D. Penanganan Anak Jalanan 

1. Model Pendekatan dalam Penanganan Anak Jalanan 

Di dasarkan pada pendapat Lusk ( dalam Khaizu 2009: 54 ) 

pendekatan dalam penanganan masalah anak jalanan terbagi menjadi 4 

model, yaitu : 

a. Model Koreksional ( Correctional/ Institutionalization ) 

Pendidikan koreksional menempatkan pentingnya untuk mendidik 

kembali ( to re-educated children ) dan mengadaptasikan perilaku 

menyimpang ( adapthe deviant behaviours ) agar sesuai dengan 

norma yang berlaku dimasyarakat. Fenomena anak jalanan dalam 

pandangan ini didominasi oleh pemikiran sebagian besar polisi 

dan pengadilan anak yanag memang banyak berurusan dengan 

anak jalanan. Sebab itu invervensi yang cocok adalah dengan 

memindahkan anak jalanan dan memperbaiki perilaku mereka. 

Pendekatan ini menempatkan pentingnya mendidik kembaliagar 

sesuai dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat. 

b. Model Rehabilitatif ( The Rehabilitatif Perspective ) 

Para profesional memperdebatkan bahwa anak jalanan bukanlah 

perilaku menyimpang karena banyak dari mereka justru 
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merupakan korban penganiayaan dan penelantaran, dampak 

kemiskinan, dan kondisi rumah yang tidak tetap. Anak jalanan 

dilihat sebagai anak yang dirugikan oleh lingkungannya, sehingga 

mengakibatkan banyak gereja dan program- program sukarelawan 

yang muncul. Pendekatan rehabilitatif memandang anak sebagai 

anak yang berada dalam kondisi ketidakmampuan ( inadequate ), 

membutuhkan ( needy ), di telantarkan ( abandoned ) dan 

dirugikan. Sehingga intervensi yang dilakukan adalah dengan 

melindungi dan merehabilitasi. Pada saat ini kegiatan dari 

pendekatan rehabilitatif ini dikenal dengan center based program.  

c. Model Penjangkauan ( Outreach Strategies ) 

Pendekatan ini mengasumsikan bahwa cara terbaik untuk 

menanggulani masalah anak jalanan adalah dengan mendidik dan 

memberdayakan anak. Para pendidik jalanan yakin akan 

kesenjangan struktur sosial merupakan penyebab dari masalah ini. 

Menurut mereka anak merupakan individu normal yang didorong 

oleh kesenjangan kondisi masyarakat yang hidup dibawah tekanan 

yang sulit. Dalam melibatkan partisipasi dari anak jalanan itu 

sendiri, maka dapat dipelajari tentang situasi mereka dan 

mengikutsertakan dalam aksi bursa guna menemukan pemecahan 

dari masalah bersama. Bentuk kegiatan dari pandangan 

pendidikan jalanan pada saat ini lebih dikenal dengan nama 

program yang terpusat dijalanan atau street based program. Street 
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based adalah program yang berusaha untuk memberikan hak- hak 

anak jalanan, khususnya mereka yng memiliki hubungan tidak 

teratur dengan orang tua dan keluarga. Strategi ini menghendaki , 

mengenal terlebih dahulu kebutuhan anak untuk mempertahankan 

hidup dan pendapatnya. Jadi bukan untuk mendorong anak untuk 

kembali pada keluarga atau mengirim mereka ke lembaga ( pusat 

pelayanan ). Melalui program ini, dampak negatif dari kehidupan 

jalanan bagi anak dikurangi dengan kegiatan yang memungknkan 

bakat dan minat anak untuk tampil.  

d. Model Pencegahan ( Preventif Outlook ) 

Pendekatan ini memandang penyebab dari masalah anak adalah 

dorongan dari masyarakat itu sendiri. Strategi pecegahan berusaha 

memberikan pendidikan dan pembelaan ( advocacy)  serta 

mencoba menemukan penyelesaian dari apa yang diperkirakan 

menjadi penyebab permasalahannya. Yaitu dengan cara berusaha 

menghentikan kemunculan anak jalanan yang dijadikan fokus 

untuk dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat, mengingat 

masyarakat sendiri terus mengalami perubahan sesuai dengan 

pembangunan yang berlangsung 

2. Strategi Penanganan Anak Jalanan dengan Melakukan 

Rehabilitasi Berbasis Kekeluargaan  

Endah ( 2013 : 31) menyatakan bahwa strategi penanganan anak 

jalanan berbasis kekeluargaan merupakan strategi penanganan dimana anak 
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jalanan sebagai penerima pelayanan ditempatkan pada suatu center atau 

pusat kegiatan dalam jangka waktu singkat dan anak jalanan tidak tinggal 

menetap seperti pada strategi penanganan berbasis panti. Setelah 

mendapatkan penanganan anak jalanan akan pulang ke rumah. Selama 

berada di pusat kegiatan ia akan memperoleh pelayanan penanganan berupa 

: 

a. Penanganan Pendidikan dalam Hal Pengetahuan 

Penanganan pendidikan dalam hal pengetahuann berupa 

memberikan suatu pendidikan atau pengetahuan bagi anak jalanan 

dalam lingkup pendididkan formal maupun informal, anak jalanan 

diharapkan mampu menyerap pengetahuan yang diberikan. 

Pengetahuan yang dimaksud adalah merupakan hasil dari tahu dan 

mengerti. Hal ini terjadi setelah orang tersebut melakukan 

penginderaan terhadap objek tertentu. Jadi yang dimaksud sebagai 

pengetahuan adalah proses seseorang yang tadinya tidak tahu 

menjadi tahu setelah seseorang itu menjalani pendidikan baik 

formal, informal maupun non formal. 

b. Penanganan Pendidikan dalam Hal Keterampilan 

Pendididkan dalam hal keterampilan disini adalah pelatihan dalam 

menghasilkan suatu karya. Jadi pendidikan dalam lingkup 

keterampilan adalah suatu proses yang dimana seseorang dapat 

menghasilkan karya dari pendidikan yang dia dapatkan. Berbagai 

macam keterampilan atau kejuruan dibutuhakan oleh orang- orang 
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dewasa sejalan dengan laju kebutuhan manusia dan kemajuan 

zaman. Inilah sebabnya maka praktek penyelenggaraan 

pendidikan hendaknya melengkapi pelajaran dengan keterampilan 

untuk merealisasikan secara positif terhadap perubahan baik 

dalam segi meneruskan kemampuan yang secara kejuruan berguna 

bagi masyarakat maupun kemapuan uantuk memepertahankan 

identitas dalam menghadapi jenis pekerjaan berbeda. Pemberian 

latihan untuk menghadapai jenis pekerjaaan ini disebut sebagai 

keterampilan vokasional. Keterampilan vokasional merupakan 

keterampilan membuat sebuah poduk yang berkaitan dengan 

bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat. 

Keterampilan vokasional terdiri atas dua bagian  yaitu 

keterampilan vokasional dasar ( basic vocational skill) dan 

keterampilan vokasinal khusus ( occupational skill). Keterampilan 

vokasional dasar mencangkup antara lain melakukan gerak dasar, 

menggunakan alat sederhana, menghasilkan teknologi sederhana 

berdasarkan aspek taat asas, apresiasi, akurasi, dan tepat waktu 

yang mengarah pada perilaku produktif. Keterampilan vokasional 

khusus berkaitan dengan bidang pekerjaan tertentu. 

c. Penanganan Pendidikan dalam Hal Sikap 

Yang dimaksud sikap adalah pandangan atau perasaan yang 

disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap yang 

objek tadi. Jadi sikap senantiasa terarah terhadap suatu hal, suatu 
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objek, tidak ada sikap yang tanpa objek manusia dapat mempunyai 

sikap terhadap bermacam-macam hal. Sikap mungkin terarah 

terhadap benda-benda, orang-orang tetapi juga peristiwa-

peristiwa, pandangan-pandangan, lembaga-lembaga, terhadap 

norma-norma, nilai-nilai dan lain -lain. Ciri-ciri sikap adalah:  

1. Sikap bukan dibawa sejak lahir, melainkan dibentuk atau 

dipelajari sepanjang perkembangan orang itu dalam 

hubungan dengan objeknya. Sifat ini membedakannya 

dengan sifat motif-motif biogenetis seperti lapar, haus, 

kebutuhan akan istirahat.  

2. Sikap dapat berubah-ubah karena itu sikap dapat dipelajari 

dan karena itu pula sikap dapat berubah pada orang-orang 

bila terdapat keadaan-keadaan dan syarat-syarat tertentu 

yang mempermudah sikap pada orang itu.  

3. Sikap tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mempunyai 

hubungan tertentu terhadap suatu objek. Dengan kata lain, 

sikap itu terbentuk, dipelajari atau dirubah senantiasa 

berkenaan dengan suatu objek tertentu yang dapat 

dirumuskan dengan jelas.  

4. Objek sikap itu dapat merupakan satu hal tertentu, tetapi 

dapat juga merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut.  

5. Sikap mempunyai segi motivasi dan segi-segi perasaan. 

Sifat inilah yang membedakan sikap dari kecakapan- 



36 
 

kecakapan atau pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki 

orang.  

Sikap ini dapat bersifat positif dan dapat pula bersifat 

negatif. Dalam sikap positif, kecenderungan tindakan adalah 

mendekati, menyenangi, mengharapkan objek tertentu, sedangkan 

dalam sikap negatif terdapat kecenderungan untuk menjauhi, 

menghindari, membenci, tidak menyukai obyek tertentu. Dalam 

kehidupan masyarakat, sikap ini penting sekali. Sikap dapat 

dibentuk atau berubah melalui 4 macam cara:  

1. Adopsi: kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang 

terjadi berulang dan terus-menerus, lama kelamaan secara 

bertahap diserap ke dalam diri individu dan mempengaruhi 

terbentuknya suatu sikap.  

2. Diferensiasi: dengan berkembangnya intelegensi, 

bertambahnya pengalaman, sejalan dengan bertambahnya 

usia, maka ada hal-hal yang tadinya dianggap sejenis, 

sekarang dipandang tersendiri lepas dari jenisnya tersendiri 

pula.  

3. Integrasi: pembentukan sikap disini terjadi secara bertahap, 

dimulai dengan berbagai pengalaman yang berhubungan 

dengan satu hal tertentu.  

4. Trauma: adalah pengalaman yang tiba-tiba, mengejutkan, 

yang meninggalkan kesan mendalam pada jiwa orang 



37 
 

bersangkutan. Pengalaman-pengalaman yang traumatis 

dapat juga menyebabkan terbentuknya sikap. 

Lebih lanjut Purwanto (1999 : 62- 66 ) berpendapat bahwa 

pembentukan sikap tidak terjadi demikian saja melainkan melalui 

suatu proses tertentu, melalui kontak sosial terus-menerus antara 

individu dengan individu yang lain di sekitarnya. 

d. Penanganan Pendidikan dalam Hal Perilaku 

Yang dimaksud dengan perilaku adalah perilaku manusia 

berasal dari dorongan yang ada dalam diri manusia, sedang 

dorongan merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan yang ada 

dalam diri manusia. Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu 

berperilaku dalam segala aktivitas, banyak hal yang mengharuskan 

berperilaku. Karakteristik perilaku ada yang terbuka dan ada yang 

tertutup. Perilaku terbuka adalah perilaku yang dapat diketahui 

oleh orang lain tanpa menggunakan alat bantu. Perilaku tertutup 

adalah perilaku yang hanya dapat dimengerti dengan menggunakan 

alat atau metode tertentu misalnya berpikir, sedih, berkhayal, 

bermimpi dan takut. Ada tanggapan dasar bahwa manusia 

berperilaku karena dituntut oleh dorongan dari dalam sedangkan 

dorongan merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan yang 

harus terpuaskan. Jadi perilaku timbul karena dorongan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan. Berikut faktor yang mempengaruhi 

perilaku manusia yaitu : 
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1. Keturunan 

Keturunan diartikan sebagai pembawaan yang merupakan 

karunia dari tuhan yang maha esa. Keturunan sering 

disebut pula dengan pembawaan. 

2. Lingkungan 

Lingkungan dalam pengertian psikologi adalah segala apa 

yang berpengaruh pada diri individu dalam berperilaku. 

3. Keturunan dan Lingkungan 

Baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan 

keduanya ada pengaruhnya terhadap perkembangan 

manusia, yang tidak dapat diterima adalah pembawaan 

atau faktor lingkungan jadi salah satu mutlak menentukan 

perkembangan hidup manusia. William Stern menengahi 

kedua aliran tersebut dengan teori konsvergensi. Teori 

tersebut mengemukakan faktor pembawaan dan faktor 

lingkungan kedua- duanya turut menentukan 

perkembangan seseorang. Artinya perilaku, kepribadian 

seseorang dibentuk oleh kedua faktor tersebut. 

e. Penaganan dalam Hal Kesehatan 

Dalam pengertian yang paling luas sehat merupakan suatu 

keadaan yang dinamis dimana individu menyesuaikan diri dengan 

perubahan-perubahan lingkungan internal (psikologis, 

intelektual, spiritual dan penyakit) dan eksternal (lingkungan 
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fisik, sosial dan ekonomi) dalam mempertahankan kesehatannya 

(Marimbi 2009: 54). Fisik dan psikis adalah kesatuan dalam 

eksistensi manusia. Yang menyangkut kesehatannya juga 

terdapat saling berhubungan antara kesehatan fisik dan mental. 

Keadaaan fisik manusia mempengaruhi psikis, sebaliknya psikis 

mempengaruhi keadaan fisik ( Notosoedirdjo, dan Latipun 

2005:9 ). 

 



40 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal 

tersebut terdapat empat kata kunci yaitu perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, 

data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu 

didasarkan pada ciri- ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. 

Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara- cara yang 

masuk akal, sehingga penelitian ini dilakukan dengan cara- cara yang masuk 

akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara- cara 

yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain 

dapat mengamati dan mengetahui cara- cara yang digunakan. Sistematis 

artinya proses yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah- 

langkah tertentu yang bersifat logis. ( Sugiyono 2014 : 2 ) 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Menurut 

Sugiyono ( 2010: 13 ) penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian 

yang berdasarkan pada filsafat posititivisme, digunakan untuk meneliti pada 

kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. 
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Penelitian kualitatif memerlukan ketajaman analisis, objektivitas dan 

data yang sistematis sehingga diperoleh ketepatan dalam interprestasi. Hal 

ini dikarenakan bahwa hakikat dari fenomena atau gejala bagi penganut 

penelitian kualitatif adalah totalitas. Sementara itu, desain penelitian 

kualitatif bersifat lentur dan terbuka disesuaikan dengan kondisi sebenarnya 

yang ada di lapangan studi. 

Pemilihan pendekatan kualitatif dimaksudkan agar dalam menjawab 

pertanyaan- pertanyaan yang ada di rumusan masalah dapat dijawab melalui 

terjun langsung ke lapangan dengan latar yang alami. Di samping itu, 

melalui metode penelitian kualitatif, hasil penelitian ini bersifat holistic dan 

memiliki kedalaman data yang valid melalui penyajian argument yang 

didapatkan dari hasil interaksi antara peneliti dengan responden. 

Berdasarkan pengertian mengenai penelitian kualitatif,  dalam penelitian ini 

peneliti hendak mengumpulkan informasi, mendeskripsikan fakta di 

lapangan, menggambarkan dan menguraikan serta menganalisis maupun 

mengambil kesimpulan mengenai Upaya Penanganan Anak Jalanan di Kota 

Malang ( Studi Pada Dinas Sosial Kota Malang). 

B. Fokus Penelitian 

Di dalam penelitian kualitatif penulis memberikan batasan dalam 

penelitian yang dilakukan. Tujuan dari penetapan fokus penelitian dalam 

penelitian ini untuk membatasi ruang lingkup pembahasan yang dibahas 

dalam penelitian ini. Sekaligus untuk mengklarifikasi penelitian yang 
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ditemukan peneliti di lapangan dengan mengklarifikasikan pembahasan 

yang harus di bahas secara menyeluruh dan mendalam. Berdasarkan 

rumusan masalah diatas maka yang dijadikan fokus dalam penelitian ini 

diantaranya : 

1. Upaya penanganan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial 

Kota Malang yaitu : 

a. Upaya penanganan anak jalanan secara koreksional. 

b. Upaya penanganan anak jalanan secara rehabilitatif. 

c. Upaya penanganan anak jalanan dengan penjangkauan. 

d. Upaya penanganan anak jalanan dengan pencegahan atau 

preventif. 

2. Strategi penanganan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Malang 

yaitu : 

a. Penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan. 

b. Penanganan pendidikan dalam keterampilan. 

c. Penanganan pendidikan dalam hal sikap. 

d. Penanganan dalam hal perilaku. 

e. Penanganan  dalam hal kesehatan. 

3. Faktor- faktor penghambat pelaksanaan penanganan anak jalanan di 

Kota Malang, yaitu : 

a. Keterbatasan personil atau tenaga Kesejahteraan Sosial  

b. Kualitas sumber daya manusia yang belum maksimal dalam 

melaksanakan tugas pelayanan kesejahteraan sosial. 
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c. Sarana dan prasarana masih kurang. 

d. Rendahnya motivasi anak jalanan dan pola pikir anak jalanan 

yang sulit di rubah ke arah yang lebih baik. 

C. Lokasi dan Situs Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. 

Sedangkan situs penelitian adalah dimana peneliti dapat menangkap kondisi 

langsung subjek yang diamati. Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi 

penelitian di Kota Malang Provinsi Jawa Timur. Karena Kota Malang 

memiliki jumlah anak jalanan lebih tinggi dibandingkan dengan Kota 

Surabaya yaitu sebanyak 160 anak jalanan pada tahun 2014. Sedangkan 

Kota Surabaya sebagai ibu Kota Provinsi Jawa Timur dan merupakan kota 

terbesar kedua di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 

2.599.796 jiwa memiliki jumlah anak jalanan sebanyak 94 anak pada tahun 

2014.  

Dalam melakukan penelitian, situs merupakan hal yang harus 

diperhatikan, situs merupakan suatu tempat dimana peneliti dapat 

memperoleh data, informasi yaitu mempunyai kaitan dengan masalah yang 

akan diteliti. Situs dalam penelitian ini diantarannya : 

1. Dinas Sosial Kota Malang. 

2. Anak jalanan yang memperoleh penanganan. 

3. Anak jalanan asli Kota Malang yang masih berkeliaran di jalan. 
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D. Jenis dan Sumber Data 

Sugiyono ( 2014: 218- 219 ) berpendapat bahwa dalam penelitian 

kualitatif, jenis dan sumber data dipilih secara purposif sampling. Purposif 

sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut 

dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia 

sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek 

atau situs. Dalam penelitian terdapat 2 jenis data, yaitu: 

1.  Data Primer 

Data primer adalah  data yang diperoleh langsung dari lokasi 

penelitian dengan cara mengamati, mencatat dan menganalisis 

yang berhubungan dengan focus penelitian. Dalam penelitian ini 

yang dijadikan  sumber data primer adalah : 

a. Kepala Dinas Sosial. 

b. Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial. 

c. Kasubag Sungram, Kasi Rehabilitasi Anak & Lanjut Usia, 

Pekerja Sosial. 

d. Anak jalanan yang sudah mendapatkan pelatihan oleh 

Dinas Sosial Kota Malang. 

e. Anak jalanan asli Kota Malang yang masih berkeliaran di 

jalan.  
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data- data yang sudah tersedia dan dapat 

diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat, dan 

mendengarkan. Sehingga data dapat diperoleh dari dokumen- 

dokumen atau arsip- arsip, buku, jurnal, artikel, dan sumber 

referensi atau literatur lain yang terkait dengan judul penelitian ini. 

Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena 

dalam banyak hal dokumen dapat dimanfaatkan untuk menguji, 

memanfaatkan bahkan untuk prediksi suatu tindakan yang 

dilakukan. Data sekunder yang didapat berupa : 

a. Data Jumlah Anak Jalanan di Kota Malang Tahun 2012 

sampai Tahun 2016, Jumlah Anak Jalanan Berdasarkan 

Jenis Kelamin Pada Tahun 2012 samapai Tahun 2016. 

b. Data Jumlah Anak Jalanan Berdasarkan Hasil Identifikasi 

Razia Tahun 2016. 

c. Data Jumlah Anak Jalanan Berdasarkan Daerah Asal. 

d. Biaya Rencana Program Anggaran Dinas Sosial Kota 

Malang Bidang Rehabilitasi Sosial Tahun 2015. 

e. Data Bantuan Alat Kompresor Untuk Ank Jalanan. 

f.    Pegawai Dinas Sosial Kota Malang Menurut Pendidikan, 

Kepangkatan/ Golongan dan Penjenjangan. 
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g. Data Pekerja Sosial ( Peksos) dan Petugas Pendamping 

PKH, Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Dinas Sosial 

Kota Malang untuk Pelatihan pada Tahun 2014.  

Menurut Lofland dan Lofland sebagaimana dikutip oleh Moleong 

(2013 : 157 ) bahwa sumber utama data penelitian kualitatif ialah kata- kata 

dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti doumen dan lain- lain. 

Dalam penelitian ini karena menggunakan pendekatan kualitatif. Maka 

penelitian tidak menggunakan kuesioner, namun menggunakan metode 

wawancara dalam pengumpulan data primer, sehingga sumber data dalam 

penelitian ini disebut informan. Sedangkan untuk data sekunder peneliti 

langsung mendatangi situs penelitian dan melalui dokumen yang ada. 

Menurut Lofland dan Lofland sebagaimana dikutip oleh Moleong (2013 : 

157 ) membagi sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Informan 

Peneliti dalam menemukan informasi awal melakukan 

pengamatan terlebih dahulu, kemudian peneliti memilih informan 

secara purposive, pada subjek penelitian yang menjadi 

permasalahan yang diteliti baik pemerintahan maupun 

masyarakat. Kemudian untuk mendapatkan informan peneliti 

meminta kepada informan awal untuk menunjukkan aktor 

selanjutnya yang kompeten dan bisa memberikan informasi sesuai 

dengan fokus penelitian. 
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2. Dokumen 

Dokumen adalah teknik dokumentasi yang dipakai untuk 

memperoleh data melalui bahan- bahan tertulis berupa peraturan 

atau kebijakan- kebijakan yang lain yang berkaitan dengan 

penanganan anak jalanan. Selain itu peneliti juga mencari data 

yang berhubungan dengan profil lokasi yang diteliti. Teknik ini 

dilaksanakan dalam rangka melengkapi informasi penelitian dan 

untuk mendapatkan data yang akurat. Dalam penelitian ini 

dokumen yang di gunakan adalah data Dinas Sosial Kota Malang, 

data Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Daerah Kota 

Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, 

Gelandangan dan Pengemis. 

3. Tempat dan Peristiwa 

Tempat dan peristiwa sebagai sumber data tambahan yang 

dilakukan melalui kegiatan observasi langsung terhadap tempat 

dan peristiwa yang berkaitan dengan Upaya Penanganan Anak 

Jalanan di Kota Malang yang dilakukan Dinas Sosial Kota 

Malang. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 
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mendapatkan data memenuhi standar data ditetapkan. Menurut Sugiyono ( 

2014 : 225 ) macam- macam teknik pengumpulan data yaitu : 

a. Observasi 

Menurut Nasution ( dalam Sugiyono 2014 : 226 ) teknik 

pengumpulan data dengan observasi adalah dasar semua ilmu 

pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, 

yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui 

observasi. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi 

terhadap upaya penanganan anak jalanan yang dilakukan di Dinas 

Sosial Kota Malang, pelatihan anak jalanan yang dilakukan Dinas 

Sosial Kota Malang, dan observasi mengenai kehidupan anak 

jalanan yang belum mendapatkan pelatihan dari Dinas Sosial Kota 

Malang di jalan Sukarno Hatta sampai dengan jalan Dinoyo serta 

Pasar Besar Kota Malang. 

b. Wawancara atau Interview 

Esterberg ( dalam sugiyono 2014 : 231 ) mendefinisikan interview 

atau wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jadi dengan 

wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal- hal yang lebih 

mendalam tentang partisipasi dalam menginterprestasikan situasi 

dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan 

melalui observasi. Dalam penelitian in, peneliti melakukan 



49 
 

wawancara dengan Kepala Dinas Sosial, Kasi Rehabilitasi Sosial 

Penyandang Tuna Sosial, Kasubag Sungram, Kasi Rehabilitasi 

Anak & Lanjut Usia, Pekerja Sosial, Anak Jalanan yang sudah 

mendapatkan pelatihan oleh Dinas Sosial Kota Malang, dan Anak 

Jalanan asli Kota Malang yang masih berkeliaran di jalan.  

c. Dokumentasi 

Sugiyono ( 2014 : 240 ) mendefinisikan, dokumen adalah 

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya- karya monumental dari 

seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan 

harian, sejarah kehidupan, criteria, biografi, peraturan, kebijakan. 

Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, 

sket dan lain- lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya 

karya seni, yang dapat berupa gambar. Dalam penelitian ini 

dokumen diperoleh dari Dinas Sosial Kota Malang. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh 

peneliti dalam kegiatan mencari data. Dalam penelitian kualitatif penulis 

sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan data yang utama ( 

Moleong , 2007 : 135 ). Adapun instrumen penelitian yang digunakan untuk 

mengumpulkan data yang dipakai dalam membahas penelitian, yaitu : 
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1. Peneliti Sendiri 

Menurut Moleong ( 2007 : 9 ), penelitian sendiri yaitu dengan 

panca indera untuk melihat, mengamati dan merasaan kejadian- 

kejadian yang ada di apangan terbuka yang berhubungan dengan 

fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau 

dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data yang 

utama, karena hanya manusia sebagai alat yang dapat 

berhubungan dengan responden/ objek lainnya dan hanya 

manusialah yang mampu memahami kenyataan- kenyataan di 

lapangan. 

2. Pedoman Wawancara atau Interview Guide 

Pedoman wawancara atau interview guide yaitu beberapa daftar 

pertanyaan yang akan diajukan kepada informan dalam 

melakukan wawancara, hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat 

memperoleh informasi yang valid dan lengkap namun tidak 

menyebar kemana- mana sehingga pembahas terfokus pada pokok 

permasalahan yang ingin dipecahkan. Dalam penelitian ini data 

dan tanggapan yang dibutuhkan terhadap pihak- pihak terkait 

dengan penelitian adalah berbagai hal tentang Penanganan Anak 

Jalanan di Kota Malang. 

3. Catatan Lapangan ( Fields Note ) 

Catatan lapangan menurut Bogdan dan Biklen ( dalam Moleong 

2007: 209) yaitu catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, 
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dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan 

refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif. 

G. Teknik Analisis 

Analisis data menurut Gunawan ( 2013: 279 ) adalah menguraikan 

proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkip- transkip 

wawancara, catatan lapangan, bahan- bahan lain agar peneliti data 

menyajikan temuannya. Analisis data melibatkan pengerjaan, 

pengorganisasian, pemecahan, dan sintesis data, serta pencarian pola, 

pengungkapan hal yang penting, dan penentuan apa yang dilaporkan. Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan analisis Miles, Huberman dan Saldana 

( 2014 : 31 -33 ). Alasan penggunaan analisis ini dikarenakan alur dalam 

analisis lebih mudah dipahami. Adapun komponenya adalah sebagai berikut 

: 

1. Data Condentation ( Kondensasi Data ) 

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, 

menyederhanakan, mengabstrakkan, dan mentransformasikan 

data mendekati keseluruhan bagian dari catatan- catatan lapangan 

secara tertulis, transkip wawancara, dokumen- dokumen dan 

materi- materi empiris lainnya. 

2. Data Display ( Penyajian Data ) 

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari 

informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian 

data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk 
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melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau 

mengambil aksi berdasarkan pemahaman. 

3. Drawing / Verivication 

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan 

dan virifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang 

penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda- benda, mencatat 

keteraturan penjelasan, konfigurasi- konfigurasi yang mungkin, 

alur sebab- akibat, dan proposisi. Kesimpulan- kesimpulan akhir 

mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir. 

Tergantung pada besarnya kumpulan- kumpulan cattan lapangan, 

pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang 

digunakan. 

 
 

Gambar 3.1 Komponen Analisis Data: Model Interaktif 

( Miles, Huberman & Saldana 2014 : 14) 
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H. Keabsahan Data 

Dalam proposal perlu dikemukakan uji keabsahan data yang 

dipaparkan. Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data ( validasi 

internal ). Uji depenabulitas data, uji transferabilitas ( validitas eksternal/ 

generalisasi ), dan ( uji konformibillitas  objektivitas ). Namun yang paling 

utama adalah uji kredibilitas data. Dalam penelitian ini peneliti mengunakan 

uji kredibilitas yang dilakukan dengan triangulasi. Menurut Sugiyono ( 2014 

: 273 ) triagulai dalam penguji kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. 

Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik 

pengumpulan data. 

a. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data 

dilakkan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melaui 

beberapa sumber. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga 

menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan 

kesepakatan ( member check ) denngan tiga sumber data tersebut. 

b. Triangulasi Teknik  

Triangulasi teknik untuk menuji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, 

lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila  

dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, 



54 
 

menghasilkan data yang berbeda- beda, maka peneliti melakukan 

diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau 

yang lain, untuk memastikan data dimana yang dianggap benar. 

Atau mungkin semuannya benar, karena sudut pandangan yang 

berbeda- beda. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum dan Situs Penelitian 

Penelitian dalam sekipsi ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2016, 

metode pengupulan data yang digunakan adalah metode pengumpulan data 

dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode dokumentasi 

digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi maupun data 

dari berbagai arsip yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Malang. Observasi 

atau pengamatan digunakan untuk mengamati anak jalanan di dalam 

melakukan kegiatan pelatihan di Dinas Sosial Kota Malang dan anak jalanan 

asli Kota Malang yang masih berkeliaran di jalan. Pengumpulan data 

wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi dari narasumber yaitu 

Kepala Dinas Sosial, Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial, 

Kasubag Sungram, Pekerja Sosial, Anak Jalanan yang sudah mendapatkan 

pelatihan oleh Dinas Sosial Kota Malang dan Anak Jalanan asli Kota 

Malang yang masih berkeliaran di jalan. 

1. Profil Kota Malang. 

a. Kondisi Geografis 

Kota Malang terletak pada ketinggian antara 440- 667 meter diatas 

permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur 

karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada  
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di tengah- tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis 

terletak 112,06 derajat sampai 112,07 derajat Bujur Timur dan 7,06 derajat 

sampai 8.02 derajat Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut: 

1. Sebelah utara: Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso 

Kabupaten Malang. 

2. Sebelah timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang 

Kabupaten Malang. 

3. Sebelah selatan: Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji 

Kabupaten Malang. 

4. Sebelah barat: Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten 

Malang. 

Serta dikelilingi gunung- gunung : 

1. Gunung Arjuno di sebelah Utara. 

2. Gunung Semeru di sebelah Timur. 

3. Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat. 

4. Gunung Kelud di sebelah Selatan. 

Kota Malang mempunyai luas wilayah sebesar 110, 06 kilometer 

persegi yang dibagi dalam lima kecamatan  diantarannya: Kecamatan 

Kedungkandang, Kecamatan Sukun, Kecamatan Klojen, Kecamatan 

Blimbing dan Kecamatan Lowokwaru.  

Dengan letaknya yang cukup tiggi yaitu 440- 667 meter diatas 

permukaan air laut berdampak pada banyaknya potensi alam yang dimiliki. 
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Penggunungan Buring yang terletak di sebelah timur Kota Malang adalah 

salah satu lokasi yang paling tinggi. Dari atas puncak peggunungan Buring 

dapat terlihat denagan jelas keindahan pemandangannya. Dari arah barat 

dapat dilihat barisan Gunung Kawi dan Gunung Paderman, sebelah utara 

terdapat pemandangan Gunung Arjuno dan di bagian timur Gunung Semeru. 

b. Kondisi Iklim  

Kondisi iklim Kota Malang pada tahun 2014 rata- rata suhu udara 

mencapai kisaran atara 22,0 derajat Celsius sampai 24,8 derajat Celsius. 

Sedangkan untuk suhu maksimum bisa mencapai 31,4 darajat Celsius dan 

suhu minimum mencapai 17,2 derajat Celsius. Dengan kelembaban udara 

berkisar 66% sampai 83% dengan kelambaban maksimum mencapai 19%.  

Sama halnya dengan wilayah di Indonesia Kota Malang juga memiliki 

2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dimana Kota Malang 

mempunyai curah hujan yang relatif tinggi pada saat musim penghujan. 

Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari yang mencapai 385 mm. 

Dengan kecepatan maksimum angin yang terjadi pada bulan Januari dan 

februari. 

c. Kependudukan  

Menurut hasil proyeksi penduduk Sensus Penduduk 2010 jumlah 

penduduk Kota Malang Tahun 2014 sebanyak 845.973 jiwa yang terdiri dari 

penduduk laki- laki sebanyak 461.982 jiwa dan penduduk perempuan 

sebanyak 428.991 jiwa. dengan laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya 
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adalah 0,31%. Dilihat dari penyebaranya diantara 5 kecamatan yang ada, 

Kecamatan Lowokwaru memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu sebesar 

192,066 jiwa, Kecamatan Sukun 188.545 jiwa, Kecamatan Kedungkandang 

183.927 jiwa, Kecamatan Belimbing 176.845 jiwa dan Kecamatan Klojen 

104.590 jiwa. Sedangkan kepadatan penduduk tertinggi terjadi di wilayah 

Kecamatan Klojen yaitu mencapai 11.845 jiwa per kilometer persegi, 

sedangkan terendah di wilayah Kecamatan Kedungkandang sebesar 4.611 

jiwa per kilometer persegi. 

d. Tenaga Kerja 

Pada tahun 2014 jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 49 

orang pencari kerja laki- laki dan 35 pencari kerja perempuan. Berdasarkan 

survei ekonomi nasional untuk penduduk usia 15 tahun ke atas berdasarkan 

lapangan usaha tercatat banyak menyerap tenaga kerja adalah jasa sektor 

perdagangan, jasa- jasa dan industri masing- masing menyerap 36, 79% 

tenaga kerja, 28,23% tenaga kerja dan 20,32% tenaga kerja. 

e. Visi dan Misi Pemerintah Kota Malang 

Visi pemerintah Kota Malang : Menjadikan Kota Malang sebagai kota 

bermartabat. 

Misi pemerintah Kota Malang : 

1. Menciptakan masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik 

berdasarkan nilai- nilai spiritual yang agamis, toleran dan setara. ( 

visi: berbudaya, religius- toleran, tedidik dan aman). 
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2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, terukur dan 

akuntabel. ( visi: adil, berbudaya, bersih ). 

3. Mengembangkan potensi daerah yang berwawasan lingkungan 

yang berkesinambunagan, adil dan ekonomis. ( visi: terkemuka, 

asri, makmur, adil, terdidik). 

4. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Kota Malang 

sehingga bisa bersaing di era global. ( visi: terkemuka, terdidik). 

5. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kota Malang baik 

fisik, maupun mental untuk menjadi masyarakat yang produktif. ( 

visi : makmur, berbudaya, adil, religius- toleran). 

6. Membangun Kota Malang sebagai kota tujuan wisata yang aman, 

nyaman, dan berbudaya. ( visi: aman, berbudaya, bersih, 

terkemuka, makmur dan asri). 

7. Mendorong pelaku sektor informal agar lebih produktif dan 

kompetitif. ( visi: adil, terkemuka, makmur). 

8. Medorong produktivitas industri dan ekonomi skala besar yang 

berdaya saing, etis dan berwawasan lingkungan. ( visi: bersih, 

berbudaya, makmur, terkemuka, asri adil). 

9.  Mengembangkan sistem transportasi terpadu dan infrastruktur 

yang nyaman untuk meningakatkan kualitas hidup masyarakat. 

(visi : berbudaya, makmur, adil, terkemuka)  

f.   Program Pembangunan Kota Malang 
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Program pembangunan Kota Malang tahun 2013- 2018 yang mengacu 

pada misi Kota Malang tahun 2013 sampai 2018 adalah sebagai berikut: 

1. Menciptakan masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik 

berdasarkan nilai- nilai spiritual yang agamis, toleran dan setara. 

2. Pembinaan, peningkatan fasilitas penanganan dan kerjasama 

PMKS( Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) 

3. Pengentasan kemiskinan. 

4. Peningkatan keamanan lingkungan. 

5. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak serta peran serta 

keluarga. 

6. Pengembangan fasilitas keagamaan. 

7. Peningkatan pendidikan politik kewarganegaraan. 

8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, terukur dan 

akuntabel 

9. Peningkatan fasilitas, efektivitas dan efisiensi pelayanan, 

perluasan akses publik terhadap informasi publik. 

10.  Peningkatan pengelolaan keuangan dan kinerja daerah. 

11.  Optimalisasi sistem pengendalian intern pemerintah( SPIP). 

12.  Mengembangkan potensi daerah yang berwawasan lingkungan 

yang berkesinambungan, adil, dan ekonomis. 

13.  Pengelolaan ruang terbuka hijau ( RTH) serta pengelolaan 

sampah yang baik guna penghijauan Kota Malang. 
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14. Inventarisasi lahan aset daerah dan pengendalian pemanfaatan 

lahan aset daerah. 

15. Peningkatan daya dukung tata ruang kota. 

16. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Kota Malang 

sehingga bisa bersaing di era global 

17. Peningkatan kualitas dan relevasi pendidikan. 

18. Peningkatan kopetensi dan kualitas pemuda. 

19. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kota Malang baik 

fisik, maupun mental untuk menjadi masyarakat yang produktif 

20. Peningkatan kualitas dan layanan kesehatan serta pembinaan 

kesehatan keluarga melalui peningkatan program keluarga 

berencana. 

21. Membangun Kota Malang sebagi kota tujuan wisata yang aman, 

nyaman, dan berbudaya. 

22. Pengembangan destinasi wisata. 

23. Mendorong pelaku ekonomi sektor informal dan UKM agar lebih 

produktif dan komperatif. 

24. Peningkatan daya saing UKM. 

25. Pembangunan sentra- sentra PKL yang layak, yang berintegrasi 

dengan kawasan pengembangan kota. 

26. Mendorong produktivitas industri dan ekonomi sekala besar yang 

berdaya saing, etis dan berwawasan lingkungan. 
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27. Optimalisasi alih teknologi tepat guna (TTG) dalam pengolahan 

produk unggulan. 

28. Pengembangan kawasan industri kecil menengah terpadu. 

29. Mengembangkan sistem transportasi terpadu dan infrastruktur 

yang nyaman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

30. Peningkatan pengendalian pemanfaatan sektor transportasi dan 

perhubungan terutama penanganan persoalan kemacetan di 

berbagai ruas jalan. 

31. Penyedia infrastruktur dasar di wilayah miskin. 

2. Profil Dinas Sosial Kota Malang 

a. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Malang 

Dinas Sosial Kota Malang adalah instansi atau organisasi publik yang 

melakukan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan 

pemerintahan daerah di bidang sosial. Kantor Dinas Sosial Kota Malang ini 

berlokasi di Jl. Raya Sulfat No. 12, Bunulrejo, Blimbing Kota Malang, Jawa 

Timur Dalam melakukan tugasnya Dinas Sosial Kota Malang mempunyai 

fungsi : 

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sosial; 

2. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program di bidang sosial; 

3. Pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerja sama 

di bidang sosial; 

4. Pelaksanaan pemberdayaan fakir miskin dan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial ( PMKS) lainnya; 
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5. Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; 

6.    Pelaksanaan pembinaan anak anak terlantar, para penyandang 

cacat, panti asuhan/ panti jompo, eks penyandang penyakit sosial, 

eks narapidana, Pekerja Seks Komersial ( PSK), narkoba dan 

penyakit sosial lainnya; 

7. Pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan bagi gelandangan, 

pengemis, pemulung, anak jalanan, psikotik; 

8. Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial; 

9. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Karang Taruna, 

Karang Weda, Pekerja Sosial Masyarakat ( PSM) Tenaga Kerja 

Sosial Kecamatan ( TKSK), Wahan Kesejahteraan Sosial Berbasis 

Masyarakat ( WKSBM), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial 

( WPKS) Organisasi Sosial ( ORSOS); 

10. Pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan Loka Bina Karya ( 

LBK Pandanwangi, Barak Sukun, Taman Makam Pahlawan, 

Makam Pahlawan Trip; 

11. Pemberian rekomendasi klien ke Panti Sosial Bina Remaja ( 

PSBR), Panti Rehabilitasi Sosial( PRS), Panti Sosial ( PS), Panti 

Sosial Asuhan Anak ( PSAA), Panti Jompo dan Panti Balita; 

12. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Undian Gratis 

Berhadiah (UGB) Dan Pengumpulan Uang dan Barang ( PUB); 

13. Pelaksanaan kegiatan penanganan pengungsi akibat korban 

bencana; 
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14. Pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang sosial; 

15. Pemberian dan pencabutan perizinan di bidang sosial yang 

menjadi kewenangannya; 

16. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang 

sosial sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- Undangan; 

17. Pelaksanaaan pebelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap 

berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan 

tugas pokok dan fungsi; 

18. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan 

dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 

19. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang 

berada dalam penguasaannya; 

20. Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak; 

21. Pengelolaan administrasi umum melipti penyusunan program, 

ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah 

tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan; 

22. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal ( SPM); 

23. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik ( SPP ) 

dan Standar Operasional dan Prosedur ( SOP); 

24. Pelaksanaan pengukuran Ideks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/ 

atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggaran secara 

periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; 

25. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang sosial; 
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26. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya 

terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah 

Daerah; 

27. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; 

28. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional; 

29. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi; 

30. Pelasanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan 

bidang tugas dan fungsinya; 

b. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Malang 

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Kota 

Malang mempunyai visi dan misi. Visi dari Dinas Sosial adalah 

terwujudnya masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial yang 

sejahtera dan bermartabat. Sedangkan misinya adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat melalui 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 

2. Mendorong peningkatan dan perluasan pelaksanaan 

pembangunan kesejahteraan sosial oleh Pemerintah dan 

Masyarakat; 

3. Meningkatkan sistem informasi dan pelaporan bidang sosial; 

4. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang sosial. 
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c. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Malang 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Malang 
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Struktur organisasi Dinas Sosial terdiri dari : 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretariat,terdiri dari : 

a. Subbagian Penyusunan Program; 

b. Subbagian Keuangan; 

3. Subbagian Umum; 

a. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari : 

1. Seksi Rehabilitas Sosial Penyandang Tuna Sosial; 

2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat; 

3. Seksi Rehabiltasi Sosial Anak dan Lanjut Usia. 

b. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari : 

1. Seksi pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat dan 

Penyuluhan Sosial; 

2. Seksi pembinaan Kepahlawanan, Keperintisan dan 

Kesetiakawanan Sosial; 

3. Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin; 

c. Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial, terdiridari: 

1. Seksi Bantuan Sosial dan Bencana; 

2. Seksi Bantuan Advokasi dan Perlindunagan Sosial; 

3. Seksi Pengelompokan Sumber Dana Sosial dan 

Jaminan Sosial. 
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d. UPT; 

e. Kelompok Jabatan Fungsional 

d. Tugas dan Fungsi Bidang Rehabilitas Sosial 

Bidang Rehabilitasi Sosial melaksanakan tugas pokok 

penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial, cacat, 

anak, dan lanjut usia. Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang 

Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi : 

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang 

rehabilitasi sosial; 

2. Pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka perencanaan 

teknis penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna 

sosial, cacat, anak dan lanjut usia; 

3. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang 

penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial, 

cacat, anak dan lanjut usia; 

4. Pelaksanaan komunikas, konsultasi, koordinasi dan kerjasama di 

bidang rehabilitasi sosial; 

5. Pelaksanaan pembeerdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial ( PMKS); 

6. Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; 

7. Pelaksanaan pembinaan anak terlantar, para penyandang cacat, 

panti asuhan/ panti jompo, eks penyandang penyakit sosial, eks 
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narapidana, Pekerja Seks Komersial ( PSK ), narkoba dan penyakit 

sosial lainnya; 

8. Pelaksanann pembinaan, pemberdayaan bagi gelandanga, 

pengemis, Anak Jalanan, psikotik; 

9. Pemberian rekomendari klien ke Panti Sosial Bina Remaja ( PSBR 

), Panti Rehabilitasi Sosial ( PRS ), Panti Sosial ( PS), Panti Sosial 

Asuhan Anak ( PSAA), Panti Jompo dan Panti Balita; 

10. Pengendalian dan pengamatan teknis operasional di bidang 

rehabilitasi sosial; 

11. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA) dan 

Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran ( DPPA ); Penyiapan 

bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil 

pemeriksaan; 

12. Palaksanaan Standar Pelayanan Publik ( SPP) dan Standar 

Operasional Prosedur ( SOP); 

13. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern ( SPI ); 

14. Pelaksanan Standar Pelayanan Minimal ( SPM); 

15. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi; 

16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas pokoknya. 

Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari : 

1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial; 
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2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat; 

3) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia. 

Masing- Masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam 

melakukan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Bidang. 

1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial 

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial melaksanakan 

tugas pokok penyelenggarann  rehabilitasi Sosial bagi penyandang tuna 

sosial. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Rehabilitasi Sosial 

bagi Penyandang Tuna Sosial mempunayai fungsi : 

a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis 

bidang Rehabilitasi Sosial bagi penyandang tuna sosial; 

b) Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan 

program di bidang Rehabilitasi Sosial bagi penyandang tuna 

sosial; 

c) Penyiapan bahan pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi, 

dan kerjasama di bidang Rehabilitasi Sosial bagi penyandang tuna 

sosial; 

d) Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( 

PMKS) bagi penyandang tuna sosial; 

e) Pelaksanaan pelyananan dan rehabilitasi kesejahtaraan sosial bagi 

penyandang tuna sosial; 
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f) Pelaksanaan pembinaan eks penyandang penyakit sosial, eks 

narapidana, Pekerja Seks Komersial ( PSK ), narkoba dan penyakit 

sosial lainnya; 

g) Pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan bagi gelandangan, 

pengemis, pemulung dan psikotik; 

h) Pemberian rekomendasi klien ke Panti Rehabilitasi Sosial ( PRS), 

Panti Sosial (PS); 

i)  Penyiapan bahan pengendalian dan pengamanan teknis 

operasional di bidang rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna 

sosial dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS); 

j) Pembinaan dan rehabilitasi sosial tuna sosial ( tuna susila, 

gelandangan, pengemis, psikotik, bekas narapidana, pengidap 

HIV/ AIDS); 

k) Pembinaan dan rehabilitasi sosial daerah kumuh; 

l) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait 

dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna 

sosial, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS) dan 

daerah kumuh; 

m) Penyiapan bahan bimbingan dan pengedalian teknis 

penyelenggaraan sistem informasi potensi, profesi dan swadaya 

sosial bagi penyandang tuna sosial dan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial ( PMKS); 
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n) Penyiapan bahan- bahan bimbingan dan penyuluhan bidang sosial 

bagi penyandang tuna sosial dan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial ( PMKS); 

o) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) dan 

Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran ( DPPA); 

p) Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar 

Operasional Prosedur ( SOP ); 

q) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern ( SPI ); 

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal ( SPM); 

r) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi; 

s) Pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugas pokoknya. 

2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat  

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat melaksanakan tugas 

pokok penyelenggaraan rehabilitasi Sosial bagi penyandang cacat. Untuk 

melaksanakan  tugas pokok tersebut, Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang 

Cacat mempunyai fungsi : 

a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis 

bidang Rehabilitasi Sosaial bagi penyandang cacat; 

b) Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan 

program di bidang Rehabilitasi Sosial bagi penyandang cacat; 
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c) Penyiapana bahan pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi, 

kerjasama di bidang Rehabilitasi Sosial bagi penyandang cacat; 

d) Pelaksanaan pemberdayaan kesejahteraan sosial bagi penyandang 

cacat; 

e) Pelaksanaan pelyananan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi 

penyandang cacat; 

f) Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan bagi penyandang cacat; 

g) Pemberian rekomendasi klien ke Panti Asuhan Anak Cacat; 

h) Penyiapan bahan pengendalian dan pengamanan teknis operasional 

di bidang rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat; 

i) Penyiapan bahan pelaksanan koordinasi dengan instansi terkait 

dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial bagi 

penyandang cacat; 

j) Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis 

penyelenggaraan sistem informasi potensi, profesi, dan swadaya 

sosial bagi penyandang cacat; 

k) Penyiapan bahan bimbingan dan penyuluhan bidang sosial bagi 

penyandang cacat; 

l) Pembinaan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat ( cacat tubuh, 

tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, cacat mental dan bekas 

penderita penyakit kronis); 

m) Pelaksanaan rehabilitasi dan bimbingan sosial kapada penyandang 

cacat; 
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n) Penyiapan bahan penyususna rencana dan program pelayanan 

dalam dan luar panti dan rehabilitasi sosial penyandang cacat 

melaui Loka Binakarya; 

o) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPPA); 

p) Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik ( SPP) dan Standar 

Operasional Prosedur ( SOP); 

q) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern ( SPI ); 

r) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal ( SPM ); 

s) Pengevakuasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi; 

t) Pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugas pokoknya. 

3) Seksi Rehabitasi Sosial Penyandang Sosial Anak dan Lanjut Usia. 

Bidang Penyandang Sosial melaksanakan tugas pokok pembinaan dan 

pemberdayaan kesejahteraan sosial. Untuk melaksanakan tugas pokok 

tersebut bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi : 

a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang 

Pemberdayaan Sosial; 

b)  Pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka perencanaan 

teknis pembinaan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial; 

c) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang 

pembinaan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial; 
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d) Pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerjasama di 

bidang pemberdayaan kesejahteraan sosial; 

e) Pelaksanaan pemberdayaan Fakir Miskin; 

f) Pelaksanaan penanganan Fakir Miskin; 

g) Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial; 

h) Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Karang Taruna. Karang 

Werda, Pekerja Sosial Masyarakat ( PSM ), Tenaga Kerja Sosial 

Kecamatan ( TKSK ), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis 

Masyarakat ( WPKS), Organisasi Sosial ( Orsos), Lembaga 

Konsultasi Kesejahteraan Keluarga ( LK3), Dunia Usaha Pioner 

dan Taruna Siang Bencana ( TAGANA); 

i) Pemrosesan rekomendasi pemberian tanda kehormatan/ tunjangan 

pahlawan/ perintis kemerdekaan ; 

j) Pengalian, perumusan, pengembangan nilai- nilai keperintisan, 

kepahlawanan dan kunjungan serta nilai- nilai kesetiakawanan 

sosial dan masyarakat; 

k) Pengendalian, perumusan, pengembangan nilai- nilai keperintisan, 

kepahlawanan dan kejuangan serta nilai- nilai kesetiakawanan 

sosial dalam masyarakat; 

l) Pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang 

bimbingan sosial; 

m) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) dan 

Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran ( DPPA); 
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n) Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tidak lanjut hasil 

pemeriksaan; 

o) Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik ( SPP ) dan Standar 

Operasional Prosedur ( SOP ); 

p) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern ( SPI ); 

q) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal ( SPM ); 

r) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 

s) Pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas pokoknya. 

3. Profil Anak Jalanan di Kota Malang 

Anak jalanan di Kota Malang hidup dalam keprihatinan. Berdasarkan 

data yang kami peroleh dari Dinas Sosial Kota Malang didapatkan 7 ( tujuh 

) masalah. Pertama, masalah yang di hadapi anak jalanan adalah 

keterbatasan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya seperti tidak 

terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan. Umumnya mereka 

tinggal pada lingkungan kumuh, mereka tidur di emperan toko, bangku 

taman, bertempat tinggal di rumah semi permanen dan berpindah- pindah.  

Permasalahan kedua adalah buruknya tumbuh kembang mental dan 

sosial. Hal ini dikarenakan orang tua anak jalanan bekerja sebagai  buruh, 

kuli bangunan, tukang becak, buruh serabutan dan pengemis. Banyak dari 

orang tua anak jalanan di Kota Malang yang bekerja sebagai pengemis di 

lampu merah, pasar besar  ataupun di tempat- tempat umum lainnya. 

Kondisi seperti ini berakibat kepada tubuh kembang anak jalanan terutama 
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tumbuh kembang mental dan tumbuh kembang sosial yang tidak optimal. 

Tidak optimalnya tumbuh kembang mental dan sosial akan berdampak pada 

kapasitas kecerdasan anak jalanan yang rendah, sikap dan perilaku implusif, 

agresif, serta apabila mereka memasuki dunia dewasa mental mereka rapuh.  

Masalah ketiga yang harus dihadapi anak jalanan di Kota Malang 

adalah masalah partisipasi pendidikan yang rendah. Rendahnya partisipasi 

dalam bidang pendidikan ini di pengaruhi oleh ketidakmampuan anak 

jalanan untuk berpartispasi dan mengakses sistem pendidikan. Karena itu, 

sebagian dari  anak jalanan di Kota Malang berpendidikan rendah. Lulus 

SMP ( Sekolah Menengah Pertama), lulus SD ( Sekolah Dasar ),  dan tidak 

pernah mengenyam pendidikan. Sebenarnya anak- anak jalanan ini ingin 

bersekolah, tetapi kondisi ekonomi dan sosial keluarga tidak 

memungkinkan untuk mereka bersekolah. Namun masih ada beberapa anak 

jalanan yang turun ke jalan sembari bersekolah. Setelah pulang sekolah 

mereka akan turun ke jalan. Namun prestasi akademik mereka juga jelek, 

karena minimnya waktu untuk belajar. 

Masalah keempat adalah mengenai kondisi sosial, mental dan spiritual 

yang rapuh. Karena anak jalanan hidup dalam komunitasnya sendiri. 

Mereka tinggal di dalam wilayah yang kurang menyatu dengan daerah lain. 

Wilayah tempat tinggal anak jalanan relatif tertutup dari komunitas atau 

masyarakat luar. Didalam komunitas itu, anak- anak jalanan saling 

berkomunikasi dan bersosialissi berdasarkan nilai dan norma sosial yang 

berlaku di dalam komunitas atau lingkungan mereka. Berbicara kotor, dan 
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berperilaku menyimpang menjadi kebiasaan yang biasa di kalangan mereka. 

Seperti ngelem, merokok, atau menyalahi norma sosial lainnya. 

Proses sosialisasi dalam lingkungan komunitas anak jalanan yang 

berlangsung bertahun- tahun membuat anak jalanan mewarisi kebiasaan 

orang tuannya yang sebagian besar sebagai pengemis. Pada beberapa kasus, 

orang tua anak jalanan pada saat masih anak- anak juga pernah menjadi anak 

jalanan, mengamen dan mengemis. Proses sosialisasi tersebut membentuk 

pola pikir, sikap mental dan sepiritual mereka yang tidak sesuai dan bahkan 

bertentangan atau melangar aturan dan hukum yang berlaku. Oleh 

karenanya berkata jorok, kotor dan tidak santun yang menurut masyarakat 

pada umumnya tidak baik bagi mereka merupakan sesuatu yang baik dan 

benar.  

Hubungan anak jalanan dan orang tua anak jalanan yang berasal dari 

Kota Malang umumnya terjalin baik, sebagian besar anak jalanan akan 

kembali ke orang tuanya setelah melakukan aktivitas di jalanan.Umumnya 

mereka berangkat ngamen jam 07.00 WIB sampai 18.00 WIB setelah itu 

pulang ke rumah. Orang tua anak jalanan mengetahui dan mendukung 

kegiatan anaknya di jalanan. Bentuk dukungan itu dengan menyiapkan 

keperluan anak untuk melakukan aktivitas di jalanan.  

Permasalahan ke lima adalah tekanan dari orang tua. Ada beberapa 

anak jalanan yang mengalami tekanan psikis akibat perlakuan dari orang 

tuannya maupun orang dewasa lainya. Anak- anak jalanan ini mendapat 
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perlakuan salah, tindakan kekerasan, penelantaran dan eksploitasi secara 

ekonomi. Ditemukan kasus dimana anak jalanan ditargetkan setiap hari 

membawa uang dengan jumlah yang sudah di targetkan ketika mereka 

kembali ke rumah. Apabila uang yang mereka bawa pulang kurang dari 

target yang ditentukan, anak- anak jalanan ini akan mendapatkan hukuman. 

Anak- anak jalanan ini akan dimarahi, dipukul, tidak di berikan makan dan 

tidak diperbolehkan tidur di rumah. Bahkan ada anak jalanan yang disuruh 

untuk menanggung cicilan motor. 

Permasalahan keenam adalah usia anak yang rentan turun ke jalanan. 

Anak yang pada masa puber (usia 10-15 tahun) lebih rawan untuk turun ke 

jalanan. Remaja pada masa puber ini memiliki rasa keingintahuan yang 

besar akan hal- hal yang baru. Anak- anak jalanan ini ikut- ikutan temannya 

ikut turun ke jalanan. Untuk anak- anak jalanan yang sedari kecil sudah 

turun ke jalan pada usia puber ini lebih rawan untuk mencoba kebiasaan 

merokok, ngelem sampai seks bebas. 

Permasalahan ketujuh adalah rata- rata anak jalanan Kota Malang 

sudah tidak asing lagi dengan rokok, ngelem, mengkonsumsi alkohol, dan 

mengkonsumsi obat- obatan yang dapat memberikan efek halusinasi. Saat 

anak jalanan terkena efek dari penggunaan NAPZA mereka akan berbicara 

nglantur, dan mengalami kesulitan berpikir. Saat dalam kondisi seperti ini 

anak jalanan akan menjadi sangat brutal, mereka akan melakukan 

perkelahian, pencurian, dan pengrusakan. 
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B. Hasil Penelitian 

1. Upaya Penanganan Masalah Anak Jalanan oleh Dinas Sosial 

Kota Malang  

Berkenaan dengan banyaknya masalah yang dihadapi anak jalanan di 

Kota Malang dan komitmen Kementerian Sosial bahwa pada tahun 2017 

Indonesia bebas anak jalanan. Pemerintah Daerah Kota Malang melalui 

Dinas Sosial Kota Malang bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa 

Timur dalam penanganan Anak Jalanan. Kegiatan penanganan anak jalanan 

di Kota Malang didasarkan pada kebijakan Kementerian Sosial Republik 

Indonesia dalam upaya perlindungan atas kebutuhan dan hak- hak dasar 

anak, yang diterjemahkan dalam program pro- anak. Khusus program 

penanganan anak jalanan di Kota Malang, penanganannya dilakukan 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang 

penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. 

Untuk pelaksanaan pembinaan anak jalanan Dinas Sosial Kota 

Malang melakukan pembinaan sendiri dan juga bekerjasama dengan 

lembaga, dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Dinas Sosial Kota Malang 

dalam penanganan anak jalanan bekerjasama dengan 4 lembaga penanganan 

anak jalanan yaitu Lembaga Pemberdayaan Anak Jalanan Griya Baca yang 

beralamatkan di jl. Basuki  Rahmad II/ 793 Kota Malang, JKJT ( Jaringan 

Kemanusiaan Jawa Timur) beralamatkan di Jl. Blitar No. 12 Kota Malang, 

Lembaga Sahabat Anak yang beralamatkan di Jl. Bandulan No. 5 Kota 
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Malang, dan Lembaga Anak Negeri beralatkan di jl. Bandulan Gg. IV Kota 

Malang. 

Dalam upaya penanganan anak jalanan di Kota Malang, maka 

Pemerintah Daerah Kota Malang melalui Dinas Sosial Kota Malang 

berperan aktif melakukan tindakan upaya penanganan anak jalanan yaitu : 

a. Upaya Penanganan Anak Jalanan Secara Koreksional 

Upaya penanganan anak jalanan daengan metode penanganan 

masalah anak jalanan dengan metode koreksional di Dinas Sosial Kota 

Malang sudah dilakukan sejak lama bahkan bukan hanya anak jalanannya 

saja yang mendapat pendekatan tetapi orang tua anak jalanan juga.  Seperti 

diungkapkan oleh Bapak Kunaryo selaku Staf Bidang Penyandang Tuna 

Sosial bahwa:  

“ Dinas Sosial sudah melakukan pendekatan dan berusaha menjadi 

partner mereka, bahkan kami sampai turun ke dalam lingkungn 

mereka. Untuk yang masih mempunyai keluarga kami juga sudah 

berdialog dengan orang tua mereka. Dalam penanganan model 

koreksional ini Dinas Sosial bekerjasama dengan Dinas Sosial 

Provinsi Jawa Timur dengan memasukan mereka ke dalam panti 

sosial anak terlantar milik Dinas Sosial Propinsi  yang berlokasi di 

Surabaya atau melakukan pelatihan di Lembaga mitra Dinas Sosial 

Kota Malng maupun di Dalam Dinas Sosial Kota Malang sendiri. 

Kemarin kita mengirimkan anak jalanan binaan kita untuk mendapat 

pelatihan tambal ban dan dapat bantuan 2 kompresor dari Dinas Sosial 

Profinsi Jawa Timur. Tapi memang anak jalanan menganggap Dinas 

Sosial itu sebagai musuh bukan seorang mitra.” ( Rabu, 24 Agustus 

2016 ) 

Berikut Dokumen yang ada di Dinas Sosial Kota Malang 

menunjukkan bahwa Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur selain memberikan 

pelatihan juga memberikan bantuan berupa alat kepada anak jalanan yang 
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sudah mengikuti pelatihan di Dinas Sosial Jawa Timur. Alat yang diberikan 

oleh Dinas Sosial Jawa Timur berupa 2 buah alat kompresor untuk usaha 

tambal ban bagi Anak Jalanan yang ada di Kota Malang yang sudah 

mengikuti pelatihan tambal ban di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. 

Bantuan berupa 2 buah kompresor di berikan langsung kepada anak  jalanan 

melaui Dinas Sosial Kota Malang agar anak jalanan dapat hidup lebih 

sejahtera dan tidak lagi kembali ke jalan. Akan tetapi tidak disebutkan 

apakah bantuan ini berupa program atau proyek. 

 

Gambar 4.2 Pemberian Bantuan Tahap Satu Berupa 2 Buah Dari 

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Melaui Dinas Sosial Kota Malang 

( Malang, 5 Agustus 2015) 

Jadi kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa upaya 

penanganan anak jalanan secara koreksional yang dilakukan Dinas Sosial 

Kota Malang tidak hanya sebatas kepada anak jalanan yang diikutkan dalam 

penanganan pengetahuan, keterampilan, perilaku, sikap dan kesehatan. 

Akan tetapi Dinas Sosial juga memberikan pelatihan kepada orang tua anak 

jalanan yang mayoritas adalah PMKS ( Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial) juga. 
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b. Upaya Penanganan Anak Jalanan Secara Rehabilitatif 

Upaya penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Malang 

secara rehabilitatif dilakukan di dalam Dinas Sosial Kota Malang maupun 

diluar Dinas Sosial Kota Malang. Dalam usaha rehabilitatif ini, Dinas Sosial 

Kota Malang bermitra dengan Lembaga maupun Dinas Sosial Provinsi Jawa 

Timur. Seperti diungkapkan oleh Bapak Kunaryo selaku Staf Bidang 

Penyandang Tuna Sosial bahwa: 

“ Dinas Sosial Kota Malang melakukan upaya rehabilitasi di luar 

maupun di dalam Dinas Sosial Kota Malang. Untuk rehabilitasi di 

Dinas Sosial Kota Malang berupa rehabilitasi vokasional yaitu 

pemberinan pelatihan keterampilan bermusik dan dulu juga pihak kita 

pernah melakukan pelatihan otomotif melalui kerjasama dengan 

SMKN 6 Kota Malang. Untuk rehabilitasi di  luar Dinas Sosial Kota 

Malang kami bekerjasama dengan Lembaga Griya Baca, Sahabat 

Anak, Anak Negeri, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Kementerian 

Sosial. “ (  Rabu, 24 Agustus 2016 ) 

Jadi kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa upaya 

penanganan anak jalanan secara rehabilitatif dilakukan Dinas Sosial sendiri 

maupun dengan melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa 

Timur dan Lembaga. Untuk penanganan anak jalananan secara rehabilitatif 

di luar Dinas Sosial Kota Malang seperti pada Lembaga, Dinas Sosial Kota 

Malang hanya sebagai fasilitator dan lembaga yang menaungi. Sayangnya 

kami tidak mendapat informasi yang lebih dalam. 

c. Upaya Penanganan Anak Jalanan Dengan Penjangkauan 

Usaha penanganan anak jalanan dengan penjangkauan merupakan 

penanganan anak jalanan secara manusiawi atau persuatif dan menempatkan 
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anak jalanan di posisi yang bermartabat. Dalam upaya razia penjangkauan 

anak jalanan, pekerja sosial akan menjadi ujung tombak, sedangkan aparat 

di bidang ketertiban umum berada di posisi belakang sebagai pengaman. 

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Putri Lolita sebagai Pekerja Sosial 

Dinas Sosial Kota Malang bahwa : 

“ Karena minimnya sumber daya manusia ( Lihat tabel 4.5 dan 4.6 

halaman 117- 118), Dinas Sosial Kota Malang sering melakukan razia 

penjangkauan gabungan dengan Satpol PP ( Satuan Polisi Pamong 

Praja). Untuk pendekatan dalam razia penjangkauan anak jalanan, 

Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Malang yang menangani, namun 

ketika mereka melakukan tindakan berbahaya  maka Satpol PP ( 

Satuan Polisi Pamong Praja) yang bertindak. Yang kami utamakan 

melakukan pendekatan pribadi tiap anak jalanan sehingga dapat 

diketahui secara lebih jelas permasalahan yang dihadapi si anak. 

Untuk anak jalanan yang terjaring razia penghalauan secara periodik 

akan mendapatkan pembinaan. Tidak langsung melepas tanpa adanya 

pendampingan. Namun untuk anak jalanan yang ditemukan berasal 

dari luar Kota Malang akan langsung dipulangkan.” ( Jumat, 19 

Agustus 2016 ) 

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan Agus anak njalanan 

yang masih berkeliaran di jalan Kota Malang  tentang tanggapannya 

terhadap operasi tertib sosial bahwa : 

“ Kalau razia ya lari mbak. Sering dipentung kalau lagi ngamen di 

jalan kalau pas ada razia lari. Di pentung pakai tongkat pak satpam itu 

mbak.” ( Minggu, 4 September 2016 )  

Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa dalam usaha 

penanganan anak jalanan dengan penjangkauan dilakukan Dinas Sosial 

Kota Malang sendiri dan melalui kerjasama dengan Satpol PP ( Satuan 

Polisi Pamong Praja). Dalam operasi penjangkauan yang dilakukan oleh 

Dinas Sosial Kota Malang peran Pekerja Sosial melakukan pendekatan 

terhadap anak jalanan serta mengidentifikasi. Untuk operasi penjangkauan 
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yang dilakukan melalui kemitraan antara Dinas Sosial Kota Malang dengan 

Satpol PP ( Satuan Polisi Pamong Praja ). Peran Satpol PP adalah menjaring 

anak jalanan yang berkeliaran di jalanan yang kemudian dikumpulkan untuk 

diidentifikasi oleh Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Malang. Dalam razia 

gabungan ini banyak anak jalanan yang melawan dan berusaha meloloskan 

diri karena takut dengan Satpol PP karena ada beberapa anak jalanan yang 

dipukul dengan tongkat. 

Kegiatan razia penjangkauan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS) jalanan. PMKS  ( 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ) jalanan disini adalah anak 

jalanan, gelandangan dan pengemis khususnya di Kota Malang.Razia 

Penjangkauan dilakukan untuk mengetahui  identitas dan latar belakang 

para PMKS ( Penyandang Masalah Kesejahteraan Masyarakat ) jalanan 

serta alasan melakukan aktifitas di jalan. Selain itu, razia penjangkauan ini 

juga bertujuan untuk  memberikan bimbingan sosial bagi PMKS( 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Masyarakat) jalanan untuk tidak turun 

dijalan dan ikut serta berkerja sama dalam program bantuan yang 

diselenggarakan pemerintah Kota Malang untuk meningkatkan 

kesejahteraan sosial masyarakat Kota Malang. Berikut adalah foto razia 

penjangkauan gabungan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Malang yang 

bekerjasama dengan Satpol PP ( Satuan Polisi Pamong Praja ).  



86 
 

 

Gambar 4.3  Operasi Gabungan Dinas Sosial Kota Malang dengan 

Satpol PP( Satuan Polisi Pamong Praja) ( Malang, 22- 28 Februari 

2016 ) 

 

Gambar 4.4 Penjangkauan dan Identifikasi (Malang, 22- 28 Februari 

2016 ) 

Berdasarkan hasil razia penjangkauan dalam kurun waktu bulan 

Februari sampai bulan Juli 2016 ini jumlah anak jalanan di Kota Malang 

yang terjaring razia penjangkauan sebanyak 12 anak jalanan dan untuk anak 

punk sebanyak 19 anak yang semuannya berasal dari luar Kota Malang. 

Berikut adalah data anak jalanan berdasarkan hasil identifikasi tahun 2016 

yaitu : 
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Tabel 4.1  Anak Jalanan Berdasarkan Hasil Identifikasi Razia Tahun 

2016 

 

( Sumber: Dinas Sosial Kota Malang ) 

  Jadi kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa upaya 

penanganan anak jalanan secara penjangkauan yang dilakukan Dinas Sosial 

Kota Malang maupun melalui kerjasama dengan Satpol PP ( Satuan Polisi 

Pamong Praja ) dilakukan secara manusiawi. Dimana Dinas Sosial Kota 

Malang berperan sebagai ujung tombak dalam penanganan sedangkan 

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pengaman. Namun berdasarkan hasil 

observasi maupun wawancara dari salah satu anak jalanan yang masih 

berkeliaran di jalan Kota Malang Dinas Sosial Kota Malang belum 

melakukan penanganan penjangkauan secara manusiawi karena anak 

jalanan yang melawan akan dipukul oleh Satuan Polisi Pamong Praja. 

d. Upaya Penanganan Anak Jalanan Secara Pencegahan Atau 

Preventif 

Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan secara terorganisir 

untuk mencegah timbulnya anak jalanan dengan melakukan pencegahan 

Laki- Laki Perempuan Laki- Laki Perempuan Laki- Laki Perempuan Laki- laki Perempuan

Februari 1 1 0 0 0 0 0 0

Maret 6 0 0 0 0 0 17 2

April

Mei

Juni 1 3 0 0 0 0 0 0

Total 12 0 0 19

Bulan

Anak Jalanan Anak Punk

Kota Malang Kota MalangLuar Kota Malang Luar Kota Malang
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anak turun ke jalan. Berdasakan wawancara dengan Ibu Putri Lolita selaku 

Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Malang bahwa : 

 “ Upaya preventif yang dilakukan tidak langsung kepada anak jalanan 

tetapi melalui segala pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan 

anak jalanan atau stakeholder.” ( Jumat, 19 Agustus 2016) 

Upaya yang dilakukan dalam usaha penganan anak jalanan dengan 

usaha preventif adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, 

perguruan tinggi dan mahasiswa. Berdasakan wawancara dengan Ibu Putri 

Lolita sebagai Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Malang menyatakan bahwa 

: 

“ Dalam upaya penanggulangan anak jalanan, gelandangan, dan 

pengemis, Dinas Sosial melakukan penghimbauan kepada pengguna 

jalan agar tidak memberikan uang kepada pengemis, gelandangan, 

dan anak jalanan di tempat umum, jalan umum, pertigaan, dan 

perempatan jalan. Himbauan ini didasarkan kepada Peraturan Daerah 

Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang ketertiban umum dan 

lingkungan .” ( Jumat, 19 Agustus 2016 ) 

Seperti himbauan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Malang pada hari 

Minggu 15 Mei 2016. Dinas Sosial Kota Malang melakukan kegiatan 

louncing untuk tidak memberi uang kepada pengemis di event Car Free Day 

dan di perempatan atau lampu merah yang ada di Kota Malang. Dalam 

sosialisasi ini Dinas Sosial Kota Malang melakukan aksi kampanye dengan 

beberapa komunitas yang ada di Kota Malang, Karang Taruna, PSM 

(Pekerja Sosial Masyarakat), TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial 

Kecamatan) dan TAGANA ( Taruna Siaga Bencana). Berikut akan disajikan 

gambar saat Dinas Sosial Kota Malang melakukan kampanye agar tidak 

memberikan uang kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis: 
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Gambar 4.5 Dinas Sosial Kota Malang Melakukan Kampanye Agar Tidak 

Memberikan Uang Kepada Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis ( 

Malang, 15 Mei 2016 ) 

Selain melakukan kampanye mengenai Peraturan Daerah Kota 

Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan. 

Dinas Sosial Kota Malang juga sedang giat mengajak perguruan tinggi dari 

dosen dan mahasiwa untuk ikut dalam upaya penaganan anak jalanan di 

Kota Malang. Berdasakan wawancara dengan Ibu Putri Lolita sebagai 

Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Malang menyatakan bahwa  

“ Dinas Sosial Kota Malang sedang giat mengajak perguran tinggi, 

dari mahasiswa sampai dosen. Seperti meminta mahasiswa psikologi 

untuk mengabdikan diri sebagai pendamping. “ ( Jumat, 19 Agustus 

2016 ) 

Seperti pada tanggal 11 Mei 2016 dilakukan kegiatan pemantapan 

untuk sosialisasi Tidak Memberi Kepada  anak jalanan, gelandangan dan 

pengemis. 
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Gambar 4.6  Kegitan Sosialisasi untuk Tidak Memberi Kepada Anak 

Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. ( Malang, 11 Mei 2016 ) 

Jadi kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa upaya 

penanganan anak jalanan secara priventif atau pencegahan dialakukan Dinas 

Sosial Kota Malang melalui kampanye dan sosialisasi. Namun berdasarkan 

hasil observasi bahwa kegiatan sosialisasi dan kampanye baru dilakukan 

pertama kali oleh Dinas Sosial Kota Malang. Dalam kegiatan sosialisasi 

yang dilakukan pada tanggal 11 Mei 2016 yang bertempat di aula Dinas 

Sosial Kota Malang ini dihadiri oleh mahasiwa Universitas Muhamadiyah 

Malang jurusan psikologi yang di dampingi oleh pekerja sosial Dinas Sosial 

Kota Malang. Sosialisasi yang diberikan dirasa kurang cukup untuk 

memberikan sosialisasi agar tidak memberikan uang kepada anak jalanan, 

gelandangan dan pengemis. 

2. Strategi Penanganan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Kota 

Malang 

Dalam meningkatkan kesejahteraan anak jalanan asli Kota Malang  

yang sudah tidak mau di arahkan ke sekolah lagi maupun anak jalanan yang 
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tetap sekolah dan ingin mengikuti pelatihan asal pelatihan  tidak menggangu 

kegiatan sekolah. Dinas Sosial Kota Malang mengadakan program 

penaganan anak jalanan berbasis kekelurgaan dimana anak jalanan akan di 

tempatkan di aula milik Dinas Sosial Kota Malang. Setelah pelatihan selesai 

anak jalanan akan pulang ke rumah. Penerapan strategi penanganan anak 

jalanan berbasis kekeluargaan melalui program penanganan anak jalanan 

berupa penanganan dalam hal pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku 

dan kesehatan ini dikarenakan jumlah anak jalanan yang berasal dari Kota 

Malang lebih banyak di bandingkan jumlah anak jalanan yang berasal dari 

luar Kota Malang. Berikut akan disajikan data mengenai perbandingan 

jumlah anak jalanan asli Kota Malang dengan anak jalanan yang berasal dari 

luar Kota Malang pada tahun 2015  yaitu : 

Tabel 4.2 Jumlah Anak Jalanan Berdasakan Daerah Asal 

Daerah Asal 

Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki- Laki Perempuan 

Kota Malang 45 27 72 

Luar Kota Malang 9 5 14 

( Sumber : Dinas Sosial Kota Malang) 

Berdasarkan data anak jalanan hasil identifikasi razia tahun 2015 

dapat dilihat bahwa jumlah anak jalanan yang berasal dari daerah Kota 

Malang lebih banyak dibandingkan anak jalanan yang berasal dari daerah  

luar Kota Malang. Jumlah anak jalanan yang berasal dari Kota Malang 
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sebanyak 45 anak jalanan dan anak jalanan yang berasal dari luar Kota 

Malang sebanyak 14 anak jalanan. Di sini dapat dilihat selisih jauh jumlah 

anak jalanan yang berasal dari daerah Kota Malang dengan anak jalanan 

yang berasal dari daerah luar Kota Malang yaitu selisihnya sebanyak 31 

anak jalanan. 

Dengan banyaknya jumlah anak jalan di Kota Malang Dinas Sosial 

Kota Malang melakukan penanganan anak jalanan. Sebelum diikutkan 

program penanganan anak jalanan, Dinas Sosial Kota Malang melakukan 

seleksi berdasarkan minat dan bakat anak jalanan. Anak jalanan yang 

mengikuti program penanganan anak jalanan bukanlah anak jalanan yang 

semuannya adalah hasil razia penjangkauan Dinas Sosial Kota Malang. 

Seperti yang diungkapakan oleh ibu Putri Lolita selaku Pekerja Sosial Dinas 

Sosial Kota Malang bahwa: 

“ Yang mengikuti pelatihan di Dinas Sosial Kota Malang bukan hanya 

dari razia penjangkauan. Akan tetapi juga berdasarkan usukan LSM ( 

Lembaga Swadaya Masyarakat ) dan TKSK ( Tenaga Kesejahteraan 

Sosial Kecamatan). “  (Selasa, 29 Agustus 2016) 

Strategi penanganan anak jalanan berbasis kekeluargaan yang 

dilakukan Dinas Sosial Kota Malang melalui program penaganan anak 

jalanan diantaranya adalah : 

a. Penanganan Pendidikan Dalam Hal Pengetahuan 

Dalam penanganan anak jalanan belum ada penanganan pendidikan 

dalam hal pengetahuan untuk anak jalanan dari Dinas Sosial Kota Malang. 

Tetapi dalam penanganan pengetahuan pihak Dinas Sosial Kota Malang 
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memberikan surat rujukan Kepada Dinas Pendidikan Kota Malang. Seperti 

hasil wawancara dengan bapak Kunaryo selaku Staf Bidang Penyandang 

Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Malang bahwa : 

“ Dinas Sosial Kota Malang belum melakukan penanganan anak 

jalanan dalam hal pengetahun. Akan tetapi bagi anak jalanan yang 

ingin sekolah bisa diarahkan ke SKB ( Sanggar Kegitan Belajar) atau 

diarahkan ke sekolah formal kami akan bantu memberikan surat 

pengatar kepada Dinas Pendidikan Kota Malang atau pihak SKB ( 

Sanggar Kegiatan Belajar). “ (Rabu, 24 Agustus 2016 ) 

Surat pengantar Dari Dinas Sosial akan mempermudah Dinas 

Pendidikan untuk melakukan penanganan anak jalanan. Dalam hal ini Dinas 

Pendidikan Kota Malang sendiri menjamin wajib belajar 9 tahun bagi anak 

jalanan dan anak miskin. Untuk seluruh SD (Sekolah Dasar) dan  SMP 

(Sekolah Menengah Pertama) negeri  Sekota Malang juga diwajibkan 

mengkoordinasi pendaftaran bagi anak- anak jalanan dan anak miskin yang 

masih belum memiliki akte kelahiran. Berdasarkan wawancara dengan Ibu 

Sri Wahyuningtyas selaku kepala Dinas Sosial Kota Malang mengenai 

penganan anak jalanan dalam hal pengetahuan anak jalanan menyatakan : 

“ Dinas Sosial bekerjasama dengan JKJT ( Jaringan Kemanusiaan 

Jawa Timur), akan memonitoring seluruh sekolah negeri selama 

pendaftaran peserta didik baru tahun 2016 agar anak jalanan tidak 

dipersulit untuk daftar sekolah. Selain biaya pendidikan gratis pihak 

Dinas Pendidikan juga akan memberikan bantuan tas dan seragam 

gratis untuk anak jalanan. Bagi anak jalanan yang belum memiliki 

akte kelahiran Dinas Pendidikan akan mempermudah syarat anak 

jalanan yang ingin bersekolah. Tetapi tetap Dinas Sosial Kota Malang 

akan membantu anak jalanan dengan cara memberikan surat 

pengantar kepada Dinas Pendidikan untuk ditangani lebih lanjut.” 

(Rabu, 24 Agustus 2016 ) 

Untuk pelaksanaan penganan anak jalanan dalam hal pengetahuan 

pihak Dinas Sosial sebenarnya ingin melakukan penganan anak jalanan 
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dalam hal pengetahuan di Dinas Sosial Kota Malang. Seperti yang 

diungkapakan oleh bapak Kunaryo selaku Staf Bidang Penyandang Tunas 

Sosial saat wawancara bahwa : 

“ Dinas tetap mempunyai rasa berkeinginan untuk bisa melakukan 

penanganan dalam hal pengetahuan di Dinas Sosial Kota Malang. Namun 

terhalang soal anggaran. Akan tetapi masih ada bantuan dari Kementerian 

Sosial Sebesar 1.500.000 untuk anak jalanan bagi yang mengikuti pelatihan 

di Dinas Sosial Kota Malang. “ ( Rabu, 24 Agustus 2016 ) 

Jadi kesimpulan dalam hal penaganan pendidikan dalam hal 

pengetahuan yang diberikan untuk anak jalanan. Dinas Sosial Kota Malang 

belum bisa melakukan penanganan pendidikan anak jalanan dalam hal 

pengetahuan sendiri karena keterbatasan anggaran. Namun kedepanya 

Dinas Sosial Kota Malang akan melakukan upaya penanganan anak jalanan 

dalam hal pengetahuan tidak hanya dalam bidang pendidikan saja. Namun 

Dinas Sosial Kota Malang juga akan memberikan pendidikan dalam hal 

pengetahuan perilaku hidup bersih. 

b. Penanganan Pendidikan Dalam Hal Keterampilan 

Penanganan pendidikan dalam hal keterampilan yang diberikan oleh 

Dinas Sosial Kota Malang dalam hal ini yaitu berupa keterampilan 

vokasional. Keterampilan vokasional yang diberikan Dinas Sosial Kota 

Malang merupakan keterampilan vokasional yang berkaitan dengan bidang 
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pekerjaan tertentu ( basic vocational skill) dan keterampilan vokasional 

khusus ( occupational skill)  

Keterampilan vokasional dasar mencangkup dasar antara lain 

melakukan gerak dasar, menggunakan alat sederhana, menghasilkan 

teknologi sederhana berdasarkan aspek taat asas, presisi, akurasi, dan tepat 

waktu yang mengarahkan pada perilaku produktif. Keterampilan vokasional 

khusus berkaitan dengan bidang pekerjaan tertentu. Seperti hasil wawancara 

dengan Ibu Putri Lolita selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Malang 

mengatakan bahwa: 

“ Pelatihan yang diberikan kepada anak jalanan bimbingan Dinas 

Sosial Kota Malang adalah latihan vokasional. Pelatihan Vokasional 

ini dapat menjadi modal dalam bekerja atau pelatihan yang digunakan 

untuk langsung kerja.” ( Senin, 19  Agustus 2016 ) 

Dalam proses pelaksanaan penanganan dalam hal pelatihan anak 

jalanan ini dilakukan melalui seleksi yang diawali dengan melakukan razia 

penjangkauan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Putri Lolita selaku 

Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Malang bahwa: 

“ Anak jalanan asli Kota Malang yang terkena razia penjangkauan 

akan di peringatkan agar tidak kembali ke jalan dan akan di  data. 

Pendataan dilakukan agar anak jalanan dapat diikutkan program 

penanganan anak jalanan. Sedangkan anak jalanan yang berasal dari 

luar Kota Malang akan di kembalikan ke daerah asal.” ( Senin, 19 

Agustus 2016 ) 

Setelah anak jalanan yang terkena razia penjangkauan di data oleh 

pihak Dinas Sosial Kota Malang, selanjutnya Dinas Sosial Kota Malang 

akan melakukan seleksi dengan mengidentifikasi anak jalanan yang 

memang mempunyai minat dan bakat di bidangnya, setelah itu barulah di 
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ikutkan pelatihan yang sesuai. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Putri 

Lolita sebagai Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Malang bahwa: 

“ Keterampilan yang diberikan itu disesuaikan dengan minat atau 

keinginan anak jalanan, untuk anak jalanan laki- laki ataupun 

perempuan boleh mengikuti pelatihan bermusik. Sedangkan anak 

laki- laki akan kami ikutkan pelatihan otomotif  dan tambal ban yang 

tahun ini diselenggarakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Dulu 

Dinas Sosial Kota Malang juga pernah melakukan pelatihan otomotif 

yang bekerjasama dengan SMKN 6 Malang yang didanai anggaran 

Dinas Sosial Kota Malang yang merujuk pada Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah (APBD). “ (Senin, 19 Agustus 2016 ) 

Berikut adalah pelatihan keterampilan yang dilakukan Dinas Sosial Kota 

Malang dengan APBD Kota dan pelatihan keterampilan yang dilakukan atas 

kerjasama Dinas Sosial Kota Malang dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, 

yaitu : 

1. Pelatihan Bermusik 

Dinas Sosial Kota Malang mengadakan pelatihan dan pembinaan bagi 

anak jalanan yang berdomisili di Kota Malang dengana pelatihan bermusik 

yang di adakan satu minggu dua kali, pada hari Senin dan Kamis selama 

satu tahun. Yang dibiayai oleh biaya rencana  program anggaran Dinas Soial 

Kota Malang bidang Rehabilitasi Sosial yang merujuk pada Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang. yang dapat kita lihat 

pada data biaya rencana program anggaran Dinas Sosial Kota Malang 

Bidang Rehabilitasi Sosial Tahun 2015, yaitu : 
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Tabel 4. 3 Biaya Rencana  Program Anggaran Dinas Sosial Kota Malang Bidang 

Rehabilitasi Sosial Tahun 2015 

No. Kegiatan Anggaran Keterangan 

1. Program Pemberdayaan Fakir 

Miskin, Komunitas Adat  

Terpencil (KAT) dan 

Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial ( PMKS) 

lainnya. 

69.850.500,00 APBD 

2. Pembinaan, bimbingan sosial 

PMKS melalui keterampilan 

musik. 

69.850.500,00 APBD 

3. Program Pelayanan dan 

Rehabilitasi Kesejahteraan 

Sosial. 

508.037.000,00 APBD 

4. Operasi Loka Bina Karya 

Pandanwangi/Peningkatan 

menjadi LIPOSOS. 

72.089.500,00 APBD 

5. Operasional Penampungan 

TWK Sukun. 

66.823.500,00 APBD 

6 . Operasi kegiatan razia PMKS 

jalanan. 

132.798.000,00 APBD 

7.  Pembinaan dan Rehabilitasi 

Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial ( PMKS). 

 

55.500.000,00 APBD 

8.  Bimbingan Sosial orang dengan 

kecacatan berat ( ODKB) melaui 

pembinaan dan pelatihan 

penanganan bagi orang tua naka( 

Parenting Skill and Family 

Support) 

69.903.500,00 APBD 

9. Bimbingan sosial/ pembinaan/ 

bantuansosial pemenuhan 

kebutuhan pokok bagi lanjut usia 

terlantar/ tidak potensional. 

110.922.500,00 APBD 

 Jumlah 1.155.775.000,00 APBD 

 (Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Bidang Rehabilitasi 

Dari data biaya rencana  program anggaran Dinas Sosial Kota Malang 

Bidang Rehabilitasi Sosial tahun 2015 dapat dilihat bahwa anggaran yang 
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diberikan kepada Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Malang 

sebanyak Rp 1.155.775.000,00 yang berasal dari APBD Kota Malang. Yang 

mana dana itu digunakan untuk 7 program yang di tangani oleh Bidang 

Rehabilitasi Sosial dengan perincian dana sebesar Rp 69.850.500,00 

digunakan untuk program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat  

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS) 

lainnya. Rp 69.850.500,00 digunakan untuk pembinaan, bimbingan sosial 

PMKS melalui keterampilan musik. Rp 508.037.000,00 digunakan untuk 

program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. Rp 72.089.500,00 

digunakan untuk Operasi Loka Bina Karya Pandanwangi/Peningkatan 

menjadi LIPOSOS. Rp 66.823.500,00 digunakan untuk operasional 

penampungan TWK Sukun. Rp 132.798.000,00 digunakan untuk operasi 

kegiatan razia PMKS jalanan. Rp 55.500.000,00 digunakan untuk 

Pembinaan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( 

PMKS). Rp 69.903.500,00 digunakan untuk bimbingan sosial Orang 

Dengan Kecacatan Berat ( ODKB) melaui pembinaan dan pelatihan 

penaganan bagi orang tua naka( Parenting Skill and Family Support). Rp 

110.922.500,00 digunakan untuk bimbingan sosial/ pembinaan/ bantuan 

sosial pemenuhan kebutuhan pokok bagi lanjut usia terlantar/ tidak 

potensional.  

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa anggaran yang 

digunakan untuk pelatihan bermusik sebanyak Rp 69.850.500,00. 

Berdasarkan besaranya anggaran untuk pelatihan bermusik tahun 2015,  
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berikut dapat kita lihat gambar proses pelatian bermusik yang diadakan oleh 

Dinas Sosial Kota Malang di aula Dinas Sosial Kota Malang pada hari Senin 

26 Agustus 2016, yaitu : 

  

Gambar 4.7 Pelatihan Bermusik pada hari Senin 26 Agustus 2016 

Kegiatan pelihan bermusik yang dilakukan Dinas Sosial Kota Malang  

bermaksud memberikan tambahan keterampilan dan ajang penyalurkan 

bakat bermusik yang dimiliki anak jalanan. Serta memberikan kegiatan yang 

bermanfaat bagi masa depan mereka. Berdasarkan wawancara dengan 

bapak Kunaryo sealaku Staf Bidang Penyandang Tuna Sosial Dinas Sosial 

Kota Malang bahwa: 

“ Anak jalanan yang mengikuti pelatihan pada tahun 2016 ini ada 20 

anak dan dilatih oleh 2 pelatih musik dan pegawai dari Dinas Sosial 

Kota Malang. Dalam Pelatihan bermusik Dinas Sosial Kota Malang 

tidak mempunyai kendala apapun. “ ( Senin, 22 Agustus 2016 ) 
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Sedangkan menurut hasil wawancara dengan ibu Indras Sri Citowati 

selaku Kasubag Sungram Dinas Sosial Kota Malang yang sedang 

melakukan pelatihan bermusik bagi anak jalanan mengatakan bahwa: 

“Dalam pelatihan bermusik ini kendalanya adalah tidak ada 

kendaraan, seperti 3 anak jalanan yang tidak hadir dalam pelatihan ini 

karena tidak punya sepeda motor. “ ( Senin 26 Agustus 2016 ) 

Selain melakukan pelatihan bemusik setiap hari Senin dan Kamis, 

Dinas Sosial Kota Malang juga berupaya menumbuhkan kepercayaan diri 

anak jalanan dengan sering mengikut sertakan anak jalanan binaanya dalam 

acara- acara tertentu yang di adakan Pemerintah Kota Malang maupun 

Dinas Sosial Kota Malang Sendiri. Seperti ajang festifal musik yang 

diadakan dalam rangka memperingati Hari Kesetiakawanan SosiaL 

Nasional 2015 yang diadakan pada 3 Desember 2015. 

 

Gambar 4.8  Fesitifal Musik yang Diikuti Kalangan Pelajar, Anak 

Jalanan dan Difabel 

Jadi kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa 

pelatihan keterampilan bermusik yang diberikan Dinas Sosial Kota Malang 
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satu minggu dua kali dalam satu tahun dapat menumbuhkan rasa percaya 

diri anak jalanan. Karena anak jalanan yang mengikuti pelatihan akan 

diikutkan pentas musik untuk meningkatkan rasa percaya diri anak jalanan. 

Namun untuk anak jalanan yang mengikuti pelatihan bermusik, Dinas Sosial 

Kota Malang tidak memberikan bantuan berupa alat usaha kepada anak 

jalanan yang sudah dibina.  

2. Pelatihan Otomotif dan Tambal Ban  

Dalam pelalihan otomotif Dinas Sosial Kota Malang tidak melakukan 

pelatihan sendiri di dalam Dinas Sosial Kota Malang. Tetapi bermitra 

dengan SMKN 6 Kota Malang dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. 

Sedangkan pelatihan tambal ban Dinas Sosial Kota Malang bermitra dengan 

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Kemitraan ini dikarenakan Dinas Sosial 

Kota Malang tidak mempunyai dana yang cukup untuk sarana dan prasarana 

yang dibutuhkan dalam proses pelatihan otomotif dan tambal ban. 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kunaryo selaku Staf Bidang 

Penyandang Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Malang bahwa: 

“ Pihak Dinas Sosial Kota Malang bermitra dengan Dinas Sosial 

Provinsi Jawa Timur dalam pelatihan otomotif dan tambal ban dengan 

mengirim lima Anak Jalanan, dengan diberi keterampilan otomotif 

agar anak jalanan tersebut mendapatkan keterampilan yang dapat 

menciptakan pribadi yang siap kerja dan wirausaha.” ( Senin, 22 

Agustus 2016   ) 

Pelatihan otomotif yang dilakukan atas kemitraan Dinas Sosial Kota 

Malang dengan Provinsi Jawa Timur dilaksanakan pembukaan kegiatan 

pelatihan belajar otomotif  pada hari Rabu 27 Mei 2015, bertempat di ruang 
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aula sanggar kegiatan bersama, yang di ikuti oleh 20 peserta anak jalanan. 

Kegiatan ini akan di laksanakan selama 3 hari. Berikut adalah foto 

pembukaan kegiatan pelatihan anak jalanan pada hari Rabu 27 Mei 2015 di 

ruang aula sanggar kegiatan bersama : 

 

Gambar 4.9  Pembukaan dan Kegiatan Pelatihan Belajar Otomotif di 

Kota Surabaya ( Surabaya 9 Agustus 2016) 

 Setelah anak jalanan asal Kota Malang mengikuti pelatihan tambal 

ban  yang diselenggarakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Dinas Sosial 

Proinsi Jawa Timur memberikan bantuan alat kompresor untuk usaha 

tambal ban yang diberikan langsung kepada anak jalanan melalui Dinas 

Sosial Kota Malang. Pemberian bantuan ini dilakukan Dinas Sosial Provinsi 

Jawa Timur melalui 2 tahap yaitu pada tanggal 5 Agustus 2016 sebanyak 2 

kompresor dan pada tanggal 14 September 2016 sebanyak 5 kompresor. Hal 

tersebut dapat dilihat dari tabel berikut : 
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Tabel 4.4 Bantuan Alat Kompresor Untuk Anak Jalanan  Tahun 

2016 

No. Tahap Waktu Jumlah 

1. Satu Malang, 5 Agustus 2016 2 

2. 
Dua 

Malang, 14 Septembar 

2016 5 

  ( Sumber: Dinas Sosial Kota Malang) 

  Adapun dokumentasi berupa gambar saat penyerahan 2 kompresor 

pada tahap 1 dan 5 buah kompresor pada tahap 2 dari Dinas Sosial Provinsi 

Jawa Timur kepada Anak Jalanan yang mengikuti pelatihan tambal ban. 

Bantuan kompresor diberiakan langsung kepada anak jalanan melalui Dinas 

Sosial Kota Malang adalah sebagi berikut : 

 

Gambar 4.10 pemberian bantuan kompresor tahap 1 dan 2 kepada anak jalan 

oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur ( Malang, 14 September 2016 ).  

  Jadi kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa Dinas 

Sosial Kota Malang dalam melakukan pelatihan otomotif dan tambal ban 
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bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dengan 

mengirimkan lima anak jalanan binaanya. Setelah mendapatkan pelatihan 

tambal ban, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan berupa 

alat kompresor kepada anak jalanan melalui Dinas Sosial Kota Malang. 

c. Penanganan Pendidikan dalam Hal Sikap 

Berdasakan hasil penelitian yang didapat peneliti sikap anak jalanan 

cenderung cuek, acuh tak acuh, semaunya sendiri, dan lebih menyukai hal 

yang praktis, dan mudah. Hal ini sejalan dengan keterangan Bapak Kunaryo 

selaku Staf Bidang Penyandang Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Malang 

bahwa : 

“Kalau anak jalanan yang dibina Dinas Sosial Kota Malang sikapnya  

lebih terkontrol. Kalau untuk sikap semua  hampir sama. Mungkin 

kalau di jalan mereka cari uang kenak panas kehujanann tapi kalau 

ikut pelatihan mereka juga dapat uang transpot 50 ribu tiap hari untuk 

satu anak tiap kali mengikuti pelatihan. Jadi di jalan ataupun ikut 

pelatihan ya tetap sama- sama dapat uang. “ ( Senin,  22 Agustus 2016   

) 

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan Antok anak jalanan 

binaan Dinas Sosial Kota Malang yang sedang melakukan pelatihan 

bermusik mengatakan bahwa: 

“ Setiap kali latihan akan diberikan uang transpot sebesar Rp 20.000 

mbak .“ ( Senin, 26 Agustus 2016  ) 

Untuk sikap anak jalanan terhadap petugas SATPOL PP ( Satuan 

Polisi Paming Praja) dan Dinas Sosial cenderung negatif. Sikap yang 

ditunjukkan anak jalanan cenderung tidak bersahabat. Seperti pernyataan 

yang diberikan oleh Agus anak jalanan yang masih berkeliaran di jalan Kota 
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Malang saat diwawancarai  tentang tanggapannnya terhadap operasi tertib 

sosial bahwa : 

“ Kalau ada razia ya lari mbak. Sering dipentung kalau lagi ngamen 

di jalan kalau pas ada razia kita lari. Dipentung pakai tongkat pak 

satpam itu mbak. “ ( Minggu, 2 September 2016 ) 

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Kunaryo selaku Staf Bidang 

Penyandang Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Malang bahwa: 

“ Anak jalanan bisa dilihat dari cara mereka berpenampilan. Mereka 

cenderung urakan dan susah diatur. Hal ini dikarenakan sikap mereka 

yang telah terbentuk melaui proses adopsi dimana sejak lahir melihat 

dari kondisi orang tua yang sebagian juga bekerja di jalanan dan 

kondisi lingkungan yang mempengaruhi seorang anak dalam 

bersikap. Selanjutnya sikap mereka terhadap orang dari Satpol PP ( 

Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Kota Malang, sikap yang 

ditunjukkan oleh anak jalanan cenderung tidak bersahabat.  “ ( Senin,  

22 Agustus 2016   ) 

Untuk pendidikan dalam hal sikap Dinas Sosial Kota Malang lebih 

menekankan kepada pendidikan mental disiplin dan pendidikan semi 

militer. Sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Kunaryo selaku Staf 

Bidang Penyandang Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Malang tentang program 

penanganana pendidikan dalam hal sikap yang diberikan oleh Dinas Sosial 

Kota Malang. 

“ Program pendididkan mental disiplin dan pendidikan semi militer.” ( 

Senin, 22 Agustus 2016  ) 

Pendidikan mental disiplin dilakukan agar anak jalanan memiliki 

sikap yang lebih terkontrol, disiplin dan tidak anarki. Dikarenakan sikap 

mengarah kepada perasaan maupun pandangan yang disertai dengan 

kecenderunagan untuk bertindak sesuai dengan sikap dan objek. Sikap dan 

objek yang dimaksud adalah sikap dari orang- orang disekeliling anak 
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jalanan yang membentuk anak bersifat negatif. Dalam pendidikan mental 

didiplin Dinas Sosial Kota Malang bekerjasama dengan Kepolisian, Kodam 

dan Polda. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Kunaryo selaku 

Staf Bidang Penyandang Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Malang bahwa : 

“ Dalam pendidikan mental disiplin Dinas Sosial Kota Malang bekerja 

sama dengan Kepolisian, Kodam ( Komando Daerah Militer) dan 

Polda ( Kepolisian Daerah). Selain itu Dinas Sosial Kota Malang juga 

memberikan nasehat terhadap anak jalanan yang mengikuti 

pelatihan.” (Senin, 22 Agustus 2016 ) 

Untuk penanganan sikap terhadap anak jalanan binaanya Dinas Sosial 

Kota Malang sejauh ini baru memberikan berupa nasehat dan himbauan agar 

tidak kembali ke jalan.  Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak 

Kunaryo selaku Staf Bidang Penyandang Tuna Sosial Dinas Sosial Kota 

Malang bahwa: 

“ Kalau dari Pihak Dinas Sosial sendiri dalam penanganan sikap 

masih sebatas memberikan nasehat dan himbauan “ ( Senin, 22 

Agustus 2016  ) 

Jadi kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa 

penanganan anak jalanan yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Malang 

berupa pendidikan semi militer yang bekerjasama dengan pihak Kepolisian, 

Kodam ( Komando Daerah Militer) dan Polda ( Kepolisian Daerah. Hal ini 

dilakukan agar anak jalanan yang cenderung urakan bisa bersifat disiplin 

yang bekerjasama dengan.Untuk penanganan anak jalanan dalam hal 

perilaku Dinas Sosial Kota Malang memsih memberikan penanganan 

berupa nasehat dan himbauan itupun tidak rutin.  
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d. Penanganan Pendidikan dalam Hal Perilaku 

Untuk penagananan dalam hal perilaku dari Dinas Sosial Kota Malang 

memberikan pembinaaan mental dalam bentuk pendidikan mental sepiritual 

yang diadakan bekerjasama dengan kementerian agama untuk memberikan 

siraman rohani dan nasehat- nasehat kepada anak jalanan untuk 

memperbaiki kondisi kejiwaan mereka yang sudah terbentuk melalui 

perilaku mereka. Hal senada juga diungkapkan oleh ibu Puti Lolita selaku 

Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Malang bahwa : 

“ Untuk penanganan pendidikan dalam hal perilaku anak jalanan oleh 

Dinas Sosial Kota Malang lebih menekankan kepada pembinaan 

dalam bentuk pendidikan mental spiritual. Dalam penanganan anak 

jalanan dalam hal sikap, Dinas Sosial Kota Malang bekerjasama 

dengan Kementrian Agama untuk memberikan siraman rohani dan 

nasehat- nasehat .” ( Jumat, 19 Agustus 2016) 

Pihak Dinas Sosial Kota Malang dalam menaganai pengetahuan 

perilaku baru semacam nasehat dan motivasi. Namun kegiatan ini tidak rutin 

dilakukan  karena kerbatasan anggaran dan kurang mendukungnya sarana 

dan prasarana. Seperti hasil wawancara dengan ibu Putri Lolita selaku 

Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Malang bahwa : 

“ Pihak Dinas Sosial sendiri dalam usaha penanganan anak jalanan 

dalam hal perilaku masih sebatas memberikan semacam nasehat dan 

motivasi. Akan tetapi kegitan ini tidak bisa dilakukan secara rutun 

karena kerebatasan anggaran maupn sarana dan prasarana” ( Jumat, 

19 Agustus 2016 ) 

Pemberinan nasehat- nasehat dan siraman rohani kepada anak jalanan 

dilaksanakan untuk memperbaiki kondisi kejiwaan mereka yang sudah 

terbentuk melalui perilaku mereka. Namun kesadaran anak jalanan ini bisa 
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juga berubah tergantung pada kemauan anak jalanan untuk berubah menjadi 

positif.  Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kunaryo selaku Kasi 

Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna menyatakan bahwa: 

“ Untuk perilaku anak jalanan ya tergantung anaknya mau berubah 

jadi lebih baik atau tidak, kalau anak di Dinas Sosial saat ikut 

pelatihan ya baik. Cuman kadang sikapnya terkadang acuh tak acuh. 

Tapi tidak tahu nanti kalau sudah keluar. Kalau ikut pelatihan di Dinas 

Sosial satu  anak dapat uang saku Rp 50.000 perharinya untuk uang 

saku. Intinya mereka di jalan juga cari uang. Ikut pelatihan ya dapat 

uang. “ ( Senin, 22 Agustus 2016 ) 

Jadi kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa 

penanganan anak jalanan dalam hal sikap Dinas Sosial Kota Malang 

bekerjasama denga Kementerian Agama untuk memberikan siraman rohani 

kepada anak jalanan binaanya. Untuk kedepanya Dinas Sosial Kota Malang 

mempunyai keinginan untuk dapat memberikan penanganan sikap anak 

jalanan dalam bentuk siraman rohani maupun nasehat secara rutin. 

e. Penanganan Kesehatan 

Untuk saat ini penanganan kesehatan berupa kesehatan fisik untuk 

anak jalanan  dari Dinas Sosial Kota Malang belum ada. Tapi untuk 

penanganan kesehatan untuk rakyat miskin di Kota Malang sudah ada, 

Dinas Sosial Kota Malang hanya bisa membentu memberikan surat 

pengantar untuk di proses lehih lanjut oleh Dinas Kesehatan. Berdasarkan 

wawancara dengan Ibu Puti Lolita selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota 

Malang bahwa: 

“ Penanganan kesehatan anak jalanan bukan sepenuhnya tugas Dinas 

Sosial Kota Malang tetapi bermitra dengan Dinas Kesehatan. Dinas 
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Sosial hanya membantu memberikan surat pengantar pembuatan KIS 

( Kartu Indonesia Sehat ) BPJS Kesehatan ( Badan Penyelenggaraan 

Jaminan Sosial  Kesehatan) yang PBI, PKSA ( Program Kesejahteraan 

Sosial Anak) dari Kementerian, dan pembebasan biaya dengan 

Jamkesda ( Jaminan Kesehatan Daerah ).” ( Jumat, 19 Agustus 2016 

) 

Rencana kedepannya Dinas Sosial Kota Malang belum  akan 

melakukan penanganan dalam hal kesehatan karena bukan sepenuhnya 

penanganan anak jalananan menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kota 

Malang. Tetapi juga merupakan tugas Dinas Kesehatan Kota Malang 

Berdasarkan wawancara dengan bapak Kunaryo selaku Kasi Rehabilitasi 

Sosial Penyandang Tuna Sosial bahwa : 

“ Dinas Sosial belum bisa melakukan penanganan dalam kesehatan 

anak jalanan karena keterbatasan anggaran. Pihak Dinas Sosial juga 

harus memikirkan dana, dan perencanaan yang membutuhkan waktu 

cukup dan perencanaan yang matang.” ( Senin, 22 Agustus 2016) 

Sedangkan penanganan kesehatan berupa psikis anak jalanan yang 

berkenaan dengan kejiwaan. Dinas Sosial Kota Malang mengadakan 

pembinaan mental berupa siraman rohani yang dilakukan atas kerjasama 

dengan Kementerian Agama yang dalam hal ini juga diharapkan dapat 

memperbaiki kondisi kejiwaan anak jalanan yang meliputi sikap dan 

perilaku mereka. 

Jadi kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa 

penanganan anak jalanan dalam hal kesehatan Dinas Sosial Kota Malang 

belum melakukan penanganan kesehatan secara fisik namun bekerjasama 

dengan Dinas Kesehatan Kota Malang dengan memberikan surat pengantar. 

Untuk penanganan kesehatan psikis Dinas Sosial Kota Malang melakukan 
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kerjasama dengan Kementerian Agama dengan memberikan siraman rohani 

kepada anak jalanan. 

3. Faktor Penghambat dalam Penanganan Anak Jalanan 

Hambatan dalam penanganan anak jalanan yang dilakukan Dinas 

Sosial Kota Malang ada beranekaragam, diantaranya : 

a) Keterbatasan personil atau tenaga kerja kesejahteraan sosial. 

Dengan personil atau Pegawai Negeri Sipil ( PNS) berjumlah 32 

orang, 5 orang Pekerja Sosial ( Peksos ), dan tambahan 19 orang 

Petugas Pendamping Program Keluarga Harapan ( PKH). Yang 

dirasa masih kurang maksimal untuk melakukan pelayanan sosial 

yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Malang. 

berikut akan disajikan data mengenai jumlah personil dan Pegawai 

Negeri Sipil Dinas Sosial Kota Malang  ( PNS) : 
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Tabel 4.5  Pegawai Dinas Sosial Kota Malang Menurut 

Pendidikan, Kepangkatan/ Golongan dan Penjenjangan 

No. Golongan Jumlah Pendidikan Umum Pendidikan Penjangkauan  

    

Laki- 

laki Perempuan SD SMP SMA D3 S1 S2 Struktural 

Teknis/ 

Fungsional 

1. IV-d                 

PIM 

IV 

PIM 

III 

PIM 

II PPNS 

Lain-

lain 

  IV-c                           

  IV-b 1 1           2   1 1     

  IV-a 1 3         2 2   2       

2. III-d 3 3       1 5   6         

  III-c  1 4     1   2 2  4         

  III-b   1     1                 

  III-a   1         1             

3. II-d   1     1                 

  II-c 1       1                 

  II-b 4 1     5                 

  II-a 3       3                 

4. I-d 1  1           

 I-c 1   1          

 I-b  1            

 I-a              

Jumlah 16 15 1 12 1 10 6 10 3 1    

5. CPNS 1             

6. PTT              

Jumlah Total  17 15 1 12 1 10 6 10 3 1    

 ( Sumber :Renstra Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2013- 2018) 

Dari data pegawai Dinas Sosial Kota Malang menurut pendidikan, 

kepangkatan/ golongan dan penjenjangan dapat dilihat bahwa jumlah 

keseluruhan sebanyak 32 orang dengan jumlah laki- laki sebanyak 17 orang 

dan perempuan sebanyak 15 orang. Untuk golongan Iv-b sebanyak 2 orang, 

Iv-a sebanyak 4 orang, III-d sebanyak 6 orang, III-c sebanyak 5 orang,III-b 

sebanyak 1 orang, III-a sebanyak 1 orang, II-d sebanyak 1 orang, II-c 
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sebanyak 1 orang, II-b sebanyak 5 orang, II-a sebanyak 3 orang, I-d 

sebanyak 1 orang, I-c sebanyak 1 orang, I-b sebanyak 1 orang. Untuk 

pendidikan SD ada 1 orang, SMP ada 1 orang, SMA ada 12 orang, SI ada 

10 orang, S2 ada 6 orang. 

Selain Pegawai Negeri Sipil, Dinas Sosial Kota Malang dalam 

melaksanakan tugasnya juga dibantu oleh Pekerja Sosial ( Peksos) dan 

Petugas Pendamping PKH ( Program Keluarga Harapan). Untuk jumlah 

Pekerja Sosial sebanyak 5 orang dengan 1 laki- laki dan 4 perempuan  yang 

memiliki pendidikan SMA sebanyak 2 orang, D3 sebanyak 1 orang dan S1 

sebanyak 2 orang. Sedangkan untuk jumlah Petugas Pendamping PKH 

sebanyak 19 orang dengan pendidikan umum SI berjumlah 19. Berikut 

dapat dilihat tabel Pekerja Sosial( Peksos) dan Petugas Penfamping PKH, 

yaitu: 

Tabel  4.6 Pekerja Sosial ( Peksos) dan Petugas Pendamping PKH 

No

. 

Golongan 

Jumlah Pendidikan Umum 

Pendidikan 

Penjenjangan 

Laki-

laki 

Perempuan SD SMP SMA D3 S1 S2 

Teknis/ 

fungsional 

Lain- 

lain 

1. Peksos 1 4     2 1 2       

2. 
Pendamping 

PKH 
8 11         19       

  Jumlah Total 9 15         19       

    ( Sumber :Renstra Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2013- 2018) 

b) Kualitas sumber daya manusia yang belum maksimal sesuai dengan 

bidang tugas pelayanan sosial, dikarenakan belum adannya 

pembekalan terkait pelayanan kesejahteraan sosial. Hal ini 
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disebabkan masih terbatasnya peatihan atau pendidikan tentang 

kesejahteraan sosial. 

c) Sarana dan prasarana untuk melakukan penanganan anak jalanan 

masih kurang antara lain, masih belum tersediannya kendaraan 

operasional Dinas, yang mana dibutuhkan untuk kegiatan 

penjangkauan klien, pengiriman klien ke UPT- UPT rehabilitasi 

atau pemulangan klien hasil razia ke daerah asal. Kedua sarana 

tempat penampungan klien yang tersedia masih kurang memadai, 

misalnya LIPONSOS Berkapasitas 10 orang tidak cukup untuk 

menmpung anak jalanan hasil razia sebelum dipulangakan ke 

daerah asal. Ketiga adalah masalah kurangya sarana dan prasarana 

dalam melakukan pelatihan terhadap anak jalanan Dinas Sosial 

Hanya mempunyai 1 Guitar Bass Electrik, 1 Guitar Electrik, dan 1 

Guitar Yamaha untuk melakukan peatihan bermusik bagi anak 

jalanan. berikut akan disajikan data mengenai Sarana dan prasarana 

yang dimiliki Dinas Sosial Kota Malang : 
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Tabel 4.7 Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Dinas Sosial 

Kota Malang untuk Pelatihan pada Tahun 2014 

No. Uraian Satuan Jumlah Keterangan 

1. 

Mobil Toyota Avanza 

Tahun 2006 

Unit 1   

2. Komputer Buah 15 2 buah rusak 

3. Printer Buah 17 3 buah rusak 

4. OHP/ Proyektor  Unit 1   

5. Mesin jahit / obras Buah 22 

Di LBK 

Pandanwangi 

6. Mesin Bordir Buah 14   

7. Mesin bubut kayu Buah 1   

8. Guitar Bass Electrik Unit 1 Di Liposos 

9. Guitar Electrik Unit 1 Di Liposos 

10.  Guitar Yamaha Unit 1 Di Liposos 

  (Sumber Renstra Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2013- 2018) 

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Dinas Sosial Kota Malang pada 

tahun 2014 dalam melakukan pelatihan memiliki sarana dan prasarana 

diantarannya 1 unit mobil Toyota Avanza tahun 2006, 15 buah komputer 

dan dua diantarannya rusak, 17 printer dengan 3 diantarannya rusak, OHP 

atau proyektor sebanyak 1 unit, mesin jahit atau obras sebanyak 22 buah 

yang di tempaykan di LBK Pandanwangi, mesin bordir sebanyak 14 buah, 
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mesin bubut kay sebanyak 1 buah, guitar bass electrik sebanyak 1 unit, 

guitar electrik sebanyak 1 unit, guitar yamaha sebanyak 1 unit. 

d) Menurut wawancara dengan bapak Kunaryo selaku Staf Bidang 

Penyandang Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Malang bahwa : 

“ Masalah penanganan anak jalanan juga di pengaruhi oleh 

ketersediaan anggaran yang masih belum maksimal bagi 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sehingga program penaganan 

anak jalanan masih belum dapat menyeluruh secara optimal.” ( Senin,  

22 Agustus 2016   ) 

Namun berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan masalah 

ketersediaan anggaran tidak berpengaruh dalam penanganan anak jalanan 

dalam bermusik dari APBD Kota Malang sebanyak Rp 69.850.500,00 setiap 

tahunya. ( Terlampir ) Apalagi dalam penanganan keterampilan bermusik 

bagi anak jalanan hanya diikuti kurang dari 15 anak jalanan setiap kali 

latihan. 

e) Masih rendahnya motivasi pada anak jalanan yang dikarenakan 

rendahnya tingkat pendidikannya. Maupun pola pikir anak jalanan 

yang selalu ingin kembali ke jalan, sikap dan perilaku anak jalanan 

yang sulit diatur, lebih suka kebebasan, merasa mudah dan 

gampang mencari uang di jalan tanpa mempunyai keahlian dan 

pendidikan yang tinggi. 

B. Pembahasan  

Pembahasan dalam skripsi ini meliputi pembahasan tentang upaya 

penanganan masalah anak jalanan binaan Dinas Sosial Kota Malang  yang 
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meliputi penanganan anak jalanan dengan  upaya penanganan secara 

koreksional, upaya penanganan secara rehabilitatif, upaya penanganan 

dengan penjangkauan dan upaya penanganan dengan pencegahan atau 

preventif. Serta strategi penanganan anak jalanan yang berbasis 

kekeluargaan yang dimplementasikan berupa program yang dilakukan 

Dinas Sosial Kota Malang melalui strategi penanganan  keterampilan, sikap, 

perilaku dan kesehatan.  

1. Upaya Penanganan Anak Jalanan yang dilakukan Dinas 

Sosial Kota Malang 

Berdasarkan hasil penyajian data, anak jalanan yang mengikuti 

pelatihan bermusik di Dinas Sosial Kota Malang tidak sesuai dengan 

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan 

Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Hal ini didasarkan pada cara 

mereka berpakaian yang rapi dan tidak kusam. Dalam pemenuhan 

kebutuhan makan mereka masih makan 3 kali sehari. Sementara Peraturan 

Daerah Kota Malang No 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, 

Gelandangan dan Pengemis mendefinisikan bahwa anak jalanan adalah 

anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan 

kegiatan hidupnya dijalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di 

jalan atau tempat- tempat umum lainya yang mempunyai ciri- ciri berusia 

5-18 tahun melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalan, penampilannya 

kebanyakan kusam, pakaian tidak terurus dan mobilitas tinggi. 
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Sejalan dengan teori Suryanto ( 185 : 2010 ), anak jalanan adalah 

anak- anak yang tersisih, marjinal dan teraliensi dari perlakuan kasih sayang 

karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus berhadapan 

dengan lingkungan kota yang keras dan bahkan sangat tidak bersahabat. Hal 

ini berbeda dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa anak jalanan di 

Kota Malang sebagian besar mendapatkan kasih sayang. Hal ini dibuktikan 

dengan anak jalanan di dukung penuh oleh orang tuannya untuk bekerja di 

jalan. Bentuk dukungan itu dengan membuatkan bekal setiap harinya. Ada 

juga anak jalanan yang merasa bangga terhadap orang tua yang sebagian 

besar berprofesi sebagai pengemis. Menurut mereka pekerjaan itu dilakukan 

orang tuannya sebagai wujud kasih sayang. 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa anak jalanan yang 

dilatih oleh Dinas Sosial Kota Malang bukan hanya dari hasil seleksi razia 

penjangkauan saja. Ada juga yang merupakan usulan dari LSM ( Lembaga 

Swadaya Masyarakat ) dan TKSK ( Tenaga Kesejahteraan Sosial 

Kecamatan ). Ayu Agustin salah satunya, ia mengikuti pelatihan bukan 

karena terkena razia penjangkauan akan tetapi melalui usulan TKSK ( 

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ). Berdasarkan hasil wawancara, 

Ayu Agustin bukanlah anak jalanan yang bekerja meminta- minta maupun 

mengamen di jalanan. Akan tetapi Ayu Agustin adalah anak yang kurang 

mampu dan ia membantu orang tuannya dengan berjualan gorengan setelah 

pulang sekolah. Hasil wawancara ini berbeda dengan penanganan anak 

jalanan menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Pasal 
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6 Ayat 1 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis 

bahwa anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang terkena penertiban 

ditampung dalam penampungan untuk diidentifikasi dan diseleksi. Hal 

senada juga dungkapkan oleh Ibu Putri Lolita Selaku Pekerja Dinas Sosial 

Kota Malang bahwa anak jalanan yang terkena razia penjangkauan akan 

diidentifikasi dan diseleksi untuk diikutkan program lanjutan. 

Berdasarkan hasil penelitian Adi, Ayu Agustin dan Antok termasuk 

kedalam kelompok anak jalanan yang bekerja di jalanan dengan kriteria 

mereka masih pulang kerumah, tinggal bersama orang tua atau saudarannya. 

Sebagian dari mereka masih sekolah, Ayu Agustin salah satunya ia masih 

bersekolah di SMA Panjura jl. Kelut Nomor 1- 9 Kota Malang. Waktu 

setelah pulang sekolah di manfaatkan untuk mencari uang di jalanan dengan 

berjualan gorengan. Menurut Supartono ( 2004 : 10 ) anak jalanan di Kota 

Malang merupakan anak jalanan yang masuk dalam kategori anak  bekerja 

di jalanan yang meliputi anak yang masih memiliki hubungan dengan orang 

tua dan hanya menjadikan jalanan sebagai lahan bekerja. Terkadang anak 

jalanan dalam kategori ini masih duduk di bangku sekolah. 

Selain itu menurut  Surbakti dalam Suryono ( 41: 2002 ) kelompok  

anak jalanan seperti ini termasuk ke dalam kategori Children On The Street. 

Dimana anak- anak jalanan ini mempunyai kegiatan ekonomi sebagai 

pekerja anak di jalan, namun mempunyai hubungan kuat dengan orang tua 

mereka. Fungsi anak jalanan dalam kategori ini adalah membantu 

memperkuat penyangga ekonomi keluargannya karena beban atau tekanan 
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kemiskinan yang harus ditanggung dan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh 

orangtuannya. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa orang tua 

anak jalanan juga membantu menyiapkan bekal untuk anaknya turun ke 

jalan. 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, penyebab  mengapa si anak 

turu ke jalan karena orang tua anak jalanan pada saat masih anak- anak juga 

pernah menjadi anak jalanan, mengamen dan mengemis. Proses sosialisasi 

tersebut membentuk pola pikir, sikap mental dan sepiritual mereka yang 

tidak sesuai dan bahkan bertentangan atau melangar aturan dan hukum yang 

berlaku. Faktor penyebab anak jalanan Di Kota Malang turun ke jalan 

karena  adanya Faktor keluarga. Karena keluarga adalah unit terkecil dalam 

masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anak, atau ibu dan anaknya. 

Dimana keluarga ini merupakan faktor yang paling penting sangat berperan 

dalam pola dasar anak. Menurut Amelia masalah paling mendasar yang 

dialami oleh anak jalanan adalah kecilnya kemungkinan untuk mendapatkan 

kesempatan di bidang pendidikan yang layak. Hal ini disebabkan karena 

faktor kekurangan biaya, keterbatasan waktu, rendahnya kemampuan untuk 

belajar, apatisme terhadap pendidikan, dan tidak berjalannya fingsi kontrol 

keluarga, masyarakat dan pemerintah.  (Amelia 2015 : 26 ) 

Untuk anak jalanan di Kota Malang faktor mendasar yang 

mempengaruhi mereka untuk turun ke jalan adalah karena ketiadaan biaya, 

karena sebagian anak jalanan berasal dari keluraga dengan strata ekonomi 

yang sangat rendah. Antok salah satunya ia turun ke jalan karena igin 
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menyendiri sembari ngamen di jalan dari jam 08.00- jam 18.00 WIB. Dalam 

waktu satu hari Antok mendapat uang sebesar Rp 30.000. Hal ini Antok 

lakukan karena pendapatan orang tuannya sebagai tukang becak tidak cukup 

untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya. Banyak dari orang tua anak 

jalanan bekerja sebagai  buruh, kuli bangunan dengan penghasilan Rp 

50.000,00- Rp 60.000,00 ribu per hari itupun tidak menentu, tukang becak, 

buruh serabutan dan pengemis. Sehingga biaya pendidikan yang seharusnya 

disediakan oleh keluarga tidak tersedia sama sekali. 

Mengingat anak jalanan juga merupakan penerus bangsa yang juga 

harus mendapatkan hak yang sama Dinas Sosial Kota Malang melakukan 

upaya penaganan anak jalanan untuk meningkatkan kesejahteraan anak. 

Yaitu dengan melakukan upaya penanganan masalah anak jalanan, yaitu : 

a. Upaya Penanganan Anak Jalanan Secara Koreksional 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan usaha penanganan 

anak jalanan dengan metode koreksional sudah dilakukan Dinas Sosial Kota 

Malang. Seperti dalam upaya penjangkauan, Dinas Sosial Kota Malang 

akan mendata dan mengidentifikasi anak jalanan untuk selanjutnya akan 

diikutkan progam penanganan anak jalanan lanjutan. Untuk mengikuti 

program penanganan anak jalanan lanjutan, anak jalanan harus memenuhi 

kriteria. Salah satu kriteria yang di pertimbangkan Dinas Sosial Kota 

Malang adalah harus ada kemauan yang kuat dari anak jalanan dalam 

mengikuti pelatihan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Malang. Selain itu, 
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untuk anak jalanan yang masih bersekolah diperbolehkan mengikuti 

program pelatihan lanjutan. Tentunya program penaganan lanjutan yang 

dilakukan Dinas Sosial Kota Malang tidak menggangu kegiatan belajar di 

sekolah. 

Selain melakukan upaya koreksional terhadap anak jalanan, Dinas 

Sosial Kota Malang juga berdialog dengan orang tua anak jalan mengenai 

penyebab si anak turun ke jalan. Setelah identifikasi dilakukan terhadap 

orang tua anak jalanan, orang tua anak jalanan yang masuk kriteria PMKS ( 

penyandang Kesejahteraan Sosial ) juga akan diikutkan pelatihan khusus 

bagi PMKS oleh Dinas Sosial Kota Malang. 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pada saat dilakukan 

proses penanganan anak jalanan berupa penanganan pendidikan 

keterampilan bermusik ditemukan bahwa salah satu tenaga pengajar dari 

Dinas Sosial Kota Malang merokok di dalam aula sembari memberikan 

pelatihan bermusik. Temuan ini bertentangan dengan usaha penanganan 

anak jalanan secara koreksional yang dikemukakan Lusk dalam Khaizu ( 

2009 :  55 ) usaha penaganan anak jalanan koreksional menempatkan anak 

jalanan untuk mendidik kembali dan mengadaptasikan perilaku 

menyimpang agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di dalam 

masyarakat. Sebab itu intervensi yang cocok adalah dengan memindahkan 

anak dari jalanan dan memperbaiki perilaku mereka. Usaha penganan anak 

jalanan dengan koreksional ini menempatkan pentingnya mendidik kembali 
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( ‘adapt’ the deviant behaviour ) agar sesuai dengan norma yang berlaku 

dalam masyarakat. 

b. Upaya Penanganan Anak Jalanan Secara Rehabilitatif 

Tindakan yang dilakukan Dinas Sosial dalam upaya penanganan 

anak jalanan secara rehabilitatif masih sebatas memberikan pelatihan- 

pelatihan kepada anak jalanan seperti pelatihan bermusik, otomotif dan 

tambal ban. Namun dalam usaha tindak lanjut setelah anak jalanan selesai 

mengikuti pelatihan,  Dinas Sosial Kota Malang belum bisa mengawasi 

secara keseluruhan.  

Ditemukan kasus bahwa sebagian anak jalanan yang mendapatkan 

pelatihan keterampilan masih sering kembali turun ke jalan. Hal ini juga 

dapat dilatarbelakangi karena Dinas Sosial Kota Malang memberikan uang 

transpot kepada anak jalanan sebesar Rp 50.000,00 menurut wawancara 

dengan bapak Kunaryo dan Rp 20.000,00 ribu rupiah menurut wawancara 

dengan anak jalanan yang mengikuti pelatihan bermusik yaitu Antok. 

Kemungkinan besar hal tersebut yang berpengaruh terhadap anak jalanan 

untuk kembali ke jalan setelah mengikuti pelatihan.  

Upaya penaganan anak jalanan secara rehabilitasi tersebut sangatlah 

berbeda dengan yang diataur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 

9 tahun 2013 tentang Penaganana Anak Jalanan, Gelandang dan Pengemis, 

menurutnya usaha rehabilitatif merupakan : 
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“Usaha – usaha terorganisir meliputi usaha – usaha penyantunan, 

pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan 

penyaluran kembali baik ke daerah- daerah pemukiman baru melaui 

transnsmigrasi maupun ke tengah- tengah masyarakat, pengawasan 

serta pembinaan lanjut. Sehingga anak jalanan, gelandangan dan 

pengemis, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak 

sesuai dengan martabat manusia sebagai warga negara republik 

Indonesia. “ ( PERDA Kota Malang No. 9 Tahun 2013 tentang 

Penanganan Anak Jalanan dan Pengemis ). 

c. Upaya Penanganan Anak Jalanan dengan Penjangkauan 

Penanganan anak jalanan dengan model penjangkauan yang dilakukan 

atas kerjasama  Dinas Sosial Kota Malang dengan pihak Satpol PP ( Satuan 

Polisi Pamong Praja)  masih menimbulkan trauma kepada anak jalanan. Hal 

ini dikarenakan anak jalanan memandang Dinas Sosial Kota Malang dan 

Satpol PP ( Satuan Polisi Pamong Praja ) bukan sebagai partner tetapi lebih 

sebagai musuh, karena anak jalanan sering mendapatkan perlakuan kurang 

manusiawi dari Satpol PP ( Satuan Polisi Pamong Praja) saat mengamen. 

Anak jalanan merasa mereka dalam keadaan terancam karena berdasarkan 

wawancara dengan salah satu anak jalan yang masih berkeliaan di jalan Kota 

Malang yaitu Agus bahwa mereka seringkali dipentung oleh Satpol PP ( 

Satuan Polisi Pamong Praja )  ketika mereka mengamen di jalan. Dari 

pengakuan si anak, dapat disimpulkan bahwa anak jalanan ini mengalami 

trauma terhadap petugas dari Dinas Sosial Kota Malang dan Satpol PP ( 

Satuan Polisi Pamong Praja ). Hasil observasi ini bertentangan dengan 

Peraturan Darah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Bab III Pasal 2 tentang 
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Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis bahwa pembinaan 

anak jalanan, gelandangan dan pengemis berdasarkan: 

1. Asas Pengayoman. 

2. Asas Kemanusiaan. 

3. Asas Kekeluargaan. 

4. Asas Keadilan. 

5. Asas Ketertiban. 

Razia penjangkauan yang kurang manusiawi ini  yang menurut 

peneliti menjadi kendala dalam melakukan pendekatan berbasis jalanan. 

Seharusnya anak jalanan merasa nyaman dengan Pekerja Sosial dari Dinas 

Sosial Kota Malang dan dapat mengungkapkan sejujur- jujurnya mengenai 

apa yang menjadi latar belakang masalah mereka malah menjadi momok 

tersendiri.  

Hal ini tidaklah sejalan dengan teori penaganan anak jalanan secara 

penjangkauan yang dikemukakan Luks dalam Khaizu (2009: 54). 

Menurutnya pendekatan penaganan anak jalanan dengan penjangkaauan  

mengasumsikan bahwa cara terbaik untuk menaggulani masalah anak 

jalanan adalah dengan mendidik dan memberdayakan anak. Para pendidik 

jalanan yakin akan kesenjangan struktur sosial merupakan penyebab dari 

masalah ini. Menurut mereka anak merupakan individu normal yang 

didorong oleh kesenjangan kondisi masyarakat yang hidup dibawah tekanan 

yang sulit. Dalam melibatkan partisipasi dari anak jalanan itu sendri, maka 
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dapat dipelajari tentang situasi mereka dan mengikutsertakan dalam aksi 

bursa guna menemukan pemecahan dari masalah bersama. Bentuk kegiatan 

dari pandangan pendidikan jalanan pada saat ini lebih dikenal dengan nama 

program yang terpusat dijalanan atau street based program. 

Street based adalah program yang berusaha untuk memberikan hak- 

hak anak jalanan, khususnya mereka yng memiliki hubungan tidak teratur 

dengan orang tua ataupun kelurga. Program ini menghendaki, mengenal 

terlebih dahulu kebutuhan anak untuk mempertahankan hidup dan 

pendapatnya. Jadi bukan untuk mendorong anak untuk kembali pada 

keluarga atau mengirim mereka ke lembaga ( pusat pelayanan ). Melalui 

program ini, dampak negatif dari kehidupan jalanan bagi anak dikurangi 

dengan kegiatan yang memungkinkan bakat dan minat anak untuk tampil.  

d. Upaya Penanganan Anak Jalanan Dengan Pencegahan atau 

Priventif 

Dinas Sosial Kota Malang melakukan usaha preventif dengan 

melakukan sosialisasi kepada universitas dari dosen sampai mahasiswa 

untuk tidak memberi uang maupun barang kepada anak jalanan, 

gelandangan dan pengemis serta mengajak mahasiwa psikologi untuk turut 

ikut membantu dalam upaya penanganan anak jalanan dengan ikut turun 

ambil bagian dalam pengawasan anak jalanan ataupun dalam proses 

pelatihan. 
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Selain melakukan sosialisasi kepada dosen maupun mahasiswa, 

Dinas Sosial Kota Malang juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat 

untuk tidak memberi kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis 

dengan melakukan sosialisasi di Car Free Day maupun laman resmi Dinas 

Sosial Kota Malang. Sosialisasi ini terkait himbauan kepada masyarakat 

agar tidak memeberi uang kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis 

yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 

tentang ketertiban umum dan lingkungan  pasal 16 ayat 1 bahwa masyarakat 

dapat berperan serta dalam penaganan anak jalanan, gelandangan dan 

pengemis dengan tidak memberikan sesuatu baik berupa uang maupun 

barang di jalananan. 

Berdasarkan uraian diatas penaganan anak jalanan secara preventif 

yang dilakukan Dinas Sosial sudah baik. Menurut Luks dalam Khaizu  ( 

2009: 54) upaya penanganan anak jalanan dengan preventif memandang 

penyebab dari masalah anak adalah dorongan dari masyarakat itu sendiri. 

Strategi pecegahan berusaha memberikan pendidikan dan pembelaan ( 

sdvocacy)  serta mencoba menemukan penyelesaian dari apa yang 

diperkirakan menjadi penyebab permasalahannya. Yaitu dengan cara 

berusaha menghentikan kemunculan anak jalanan yang dijadikan fokus 

untuk dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat, mengingat masyarakat 

sendiri terus mengalami perubahan sesuai dengan pembangunan yang 

berlangsung. 
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Hal senada juga diungkapkan dalam Peraturan Daerah  Kota Malang 

Nomor 9 tahun 2013 tentang penanganan Anak Jalanan Gelandangan dan 

Pengemis. Bahwa usaha preventif adalah usaha secara terorganisisr untuk 

mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis dalam masyarakat yang 

meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian 

bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang 

ada hubungannya dengan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. 

2. Strategi Penanganan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota 

Malang 

Anak adalah generasi penerus bangsa yang didalamnya melekat 

harkat, martabat dan hak- hak sebagai manusia yang harus diberikan 

bimbingan dan pembinaan agar dapat berkembang sebagimana anak yang 

sehat dan cerdas. Anak jalanan juga mempunyai hak yang sama sebagimana 

anak- anak pada umunya. Anak jalanan berhak untuk tumbuh kembang 

secara wajar serta memperoleh perawatan, pelayanan, asuhan dan 

perlindungan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraannya. 

Dalam meningkatkan kesejahteraan anak jalanan, Pemerintah Kota 

Malang melalui Dinas Sosial Kota Malang berupaya untuk meningkatkan 

kesejahteraan anak jalanan yang sudah tidak mau lagi untuk diarahkan ke 

sekolah dengan menerapkan strategi penanganan anak jalanan berbasis 

kekeluargaan yang mana anak jalanan ditempatkan di aula Dinas Sosial 

Kota Malang yang selanjutnya akan diberikan penanganan berupa program 
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penanganan anak jalanan  dalam hal pengetahuan, keterampilan, sikap, 

perilaku dalan kesehatan. Strategi penanganan anak jalanan yang dilakukan 

Dinas Sosial Kota Malang sejalan dengan pendapat Endah ( 2013 : 31). 

Menurutnya strategi penaganan anak jalanan berbasis kekeluargaan 

merupakan strategi penanganan dimana anak jalanan sebagai penerima 

pelayanan ditempatkan pada suatu center atau pusat kegiatan dalam jangka 

waktu singkat dan anak jalanan tidak tinggal menetap seperti pada strategi 

penanganan berbasis panti. Setelah mendapatkan penanganan anak jalanan 

akan pulang ke rumah. 

Dalam program penanganan yang diselenggarakan Dinas Sosial Kota 

Malang, anak punk tidak dapat mengikuti program penanganan yang 

dilakukan Dinas Sosial Kota Malang. Menurut hasil wawancara dengan 

Bapak Kunaryo pada 22 Agustus 2016 bahwa anak punk berbeda dengan 

anak jalanan. Hal ini didasarkan anak punk turun ke jalan karena gaya hidup 

dan komunitas, sedangkan anak jalan turun ke jalan karena faktor ekonomi. 

Namun hasil wawancara ini berbeda dengan pengertian anak jalanan dalam 

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan 

Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Anak jalanan adalah anak yang 

menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan 

hidupnya dijalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan atau 

tempat- tempat umum lainya yang mempunyai ciri- ciri berusia 5- 18 tahun 

melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalan, penampilannya kebanyakan 

kusam, pakaian tidak terurus dan  mobilitas tinggi. 
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Dengan melihat hasil wawancara dan pengertian anak jalanan 

menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013. Dapat 

disimpulkan bahwa anak punk termasuk anak jalanan. Kesimpulan ini 

diambil dengan alasan bahwa anak punk hanya memiliki 2 stel pakaian yang 

lusuh dan tidak terurus. Berpenampilan kusam karena mandi 2 hari satu kali. 

Mempunyai mobilitas tinggi karena mereka tidak memiliki tempat tinggal, 

mereka umumnya tidur di emperan toko maupun bangku taman. Strategi 

penanganan anak jalanan berbasis kekeluargaan melalui program 

penanganan anak jalanan yang di lakukan Dinas Sosial Kota Malang 

diantarannya: 

a. Penanganan Pendidikan dalam Hal Pengetahuan 

Dinas Sosial Kota Malang belum memberikan pendidikan dalam hal 

pengetahuan. Namun untuk anak jalanan yang ingin sekolah akan diarahkan 

ke Sanggar Kegitan Belajar dan ke sekolah formal lainnya dengan bantuan 

Dinas Pendidikan. Dinas Sosial Kota Malang hanya memberikan surat 

pengantar yang akan mempermudah Dinas Pendidikan Kota Malang untuk 

melakukan penanganan anak jalanan. 

 Dinas Pendidikan Kota Malang sendiri menjamin wajib belajar 9 

tahun bagi anak jalanan dan anak miskin. SD (Sekolah Dasar) dan  SMP 

(Sekolah Menengah Pertama) negeri juga diwajibkan mengkoordinasi 

pendaftaran bagi anak- anak jalanan dan anak miskin yang masih belum 

memiliki akte kelahiran. 
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Dinas Sosial Kota Malang bekerjasama dengan JKJT ( Jaringan 

Kemanusiaan Jawa Timur), akan memotoring seluruh sekolah negeri selama 

pendaftaran peserta didik baru tahun 2016 agar anak jalanan tidak dipersulit 

untuk daftar sekolah. Selain biaya pendidikan gratis pihak Dinas Pendidikan 

juga akan memberikan bantuan tas dan seragam gratis untuk anak jalanan. 

Untuk pelaksanaan penanganan anak jalanan dalam hal pengetahuan 

pihak Dinas Sosial belum bisa melakukananya karena minimnya anggaran. 

Dan berpendapat. Padahal kalau dilihat pelatihan dalam hal pengetahuan ini 

seharusnya bisa diterapkan di Dinas Sosial Kota Malang. Contonya saja 

pelatihan pendidikan pengetahuan dalam komputer karena di Dinas Sosial 

sendiri tersedia 15 komputer yang bisa di gunakan. Pelatihan komputer ini 

bisa digunakan untuk membantu anak jalanan dalam memasarkan hasil 

produksi atau  jasa yang mereka tawarkan secara online. 

b. Penanganan Pendidikan Dalam Hal Keterampilan  

Penanganan pendidikan keterampilan yang diberikan Dinas Sosial 

Kota Malang dalam hal ini berupa keterampilan yang lebih mengarah 

kepada keterampilan vokasional yang berkaitan dengan bidang pekerjaan 

tertentu di masyarakat. Keterampilan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota 

Malang berupa pelatihan bermusik. Untuk pelatihan otomotif dan tambal 

ban dilakukan atas kerjasama Dinas Sosial Kota Malang dengan Dinas 

Sosial Provinsi Jawa Timur. 
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Menurut Endah ( 2013: 31 ) keterampilan vokasional terdiri dari dua 

bagian yaitu keterampilan vokasional dasar ( basic vocational skill) dan 

keterampilan vokasional khusus ( occupational skill). Keterampilan 

vokasional dasar mencangkup antara lain melakukan gerak dasar, 

menggunakan alat sederhana, menghasilkan teknologi sederhanan 

berdasarkan apek taat asas, presisi, akurasi, dan tempat waktu yang 

mengarah pada perilaku produktif. Keterampilan vokasional khusus 

berkaitan dengan bidang pekerjaan tertentu.  

Setelah dibandingkan antara hasil observasi dan teori yang di 

kemukakan oleh Endah 2013 ( 31) dapat diketahui bahwa peatihan yang 

diberikan Dinas Sosial Kota Malang tidaklah efektif karena Dinas Sosial 

Kota Malang memberikan pelatihan bermusik yang menurut peneliti 

bukanlah pelatihan vokasional. Akan tetapi pelatihan bermusik hanya 

sebatas untuk menyalurkan hobby dari anak jalanan. Untuk pelatihan 

otomotif dan tambal ban yang dilakukan atas kerjasama Dinas Sosial Kota 

Malang dengan Sosial Provinsi Jawa Timur merupakan pelatihan 

vokasional karena anak jalanan yang sudah memperoleh pelatihan ini bisa 

langsung bekerja dengan mengandalkan bekal ilmu yang diperoleh. 

Menurut Endah ( 2013: 31 ) keterampilan vokasional merupakan 

keterampilan membuat sebuah produk yang berkaitan dengan bidang 

pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat. 

 Pelatihan keterampilan ini dilakukan dengan rencana program 

anggaran Dinas Sosial Kota Malang bidang Rehabilitas Sosial yang merujuk 
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pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Malang. Untuk pelatihan 

otomotif dan tambal ban yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi 

menggunakan Anggaran Daerah Provinsi.  

Proses pelaksanaannya sendiri melalui seleksi. Jadi dalam hal ini anak 

jalanan yang ada di Kota Malang yang terjaring razia penjangkauan yang 

diadakan atas kerjasama Dinas Sosial Kota Malang dengan pihak Satpol PP 

( Satuan Polisi Pamong Praja) akan didata. Dari data tersebut diambil data 

yang terdiri dari anak jalanan yang merupakan anak jalanan yang 

berdomisili asli Kota Malang untuk diurus lebih lanjut melaui kelurahan dan 

kecamatan masing- masing tempat anak jalanan Kota Malang itu berasal.  

Biasanya dalam pendataan ini Dinas Sosial Kota Malang bekerjasama 

dengan tiap kelurahan dan kecamatan. Setelah dilakukan pendataan di buat 

proposal rencana kegiatan. Untuk anak jalanan yang  berasal dari luar Kota 

Malang akan dikembalikan ke kota asalnya masing- masing. 

Setelah itu baru diadakan pelatihan oleh Dinas Sosial Kota Malang 

yang dibantu oleh tenaga ahli. Contonya dalam pelatihan otomotif hasil 

kemitraan Dinas Sosial Kota Malang dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa 

Timur mengirim anak jalanan binaannya ke Surabaya.  Pelatihan otomotif 

ini  hanya berlangsung selama 3 hari dan dilatih oleh Dinas Sosial Provinsi 

Jawa Timur Beserta perlengkapannya. 

Sedangkan untuk penanganan anak jalanan di Dinas Sosial Kota 

Malang melakukaan pelatihan keterampilan berupa pelatihan bermusik. 
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Dalam pelatihan ini pihak Dinas Sosial Kota Malang menggunakan tenaga 

ahli dari Dinas Sosial Kota Malang sendiri dan dibantu Pekerja Sosial Dinas 

Sosial Kota Malang. Untuk anggaran pelatihan di Dinas Sosial Kota Malang 

dari Anggran Belanja Daerah Kota Malang. 

Selain itu, anak jalanan binaan Dinas Sosial Kota Malang yang 

mengikuti peatihan tambal ban  mendapatkan bantuan  modal usaha dan 

pengembangana  usaha berupa alat yang diberikan oleh Dinas Sosial 

Provinsi Jawa Timur berupa 2 buah kompresor pada penyaluran tahap 1 dan 

5 kompresor pada penyaluran bantuan berupa alat tahap 2. Untuk anak 

jalanan yang mengikuti peatihan bermusik Dinas Sosial Kota Malang tidak 

memberikan bantuan berupa peralatan yang dibutuhkan dalam menjalankan 

usaha namun hanya sebatas memberikan bantuan berupa keterampilan. Hal 

ini bersebrangan dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 

2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Pasal 

8 Ayat 2 bahwa usaha rehabilitatif meliputi usaha: 

1. Penampungan. 

2. Seleksi. 

3. Penyaluran. 

4. Penyantunan. 

5. Tindak lanjut. 

Sedangkan untuk anak- anak jalanan yang kerjanya bagus saat 

pemagangan biasanya akan diambil untuk dipekerjakan di tempat 
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pemagangan. Untuk anak jalanan yang mendapat pelataihan otomotif dan 

kerjanya bagus akan diambil bengkel tempat mereka melakukan 

pemagangan. Namun hal tersebut tidaklah terlepas dari kendala perilaku 

anak jalanan yang sering tidur saat di jalan maupun perilaku mereka yang 

susah diatur terkadang menyusahkan bengkel tempat mereka bekerja.  

c. Penanganan Anak Jalanan Dalam Hal Sikap 

Sikap disini adalah pandangan atau perasaan yang disertai 

kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap objek. Jadi sikap 

senantiasa terarah terhadap sesuatu hal, suatu objek , tindak ada sikap yang 

tanpa objek manusia dapat mempunyai sikap terhadap bermacam- macam 

hal. Sikap mungkin terarah terhadap benda- benda, orang- orang tetapi juga 

peristiwa- peristiwa, pandangan- pandangan, lembaga- lembaga, terhadap 

norma- norma, nilai- nilai dan lain- lain. Ciri- ciri sikap adalah bukan 

dibawa sejak lahir, dapat berubah- ubah, tidak berdiri sendiri. Objek sikap 

itu dapat merupakan suatu hal tertentu, tetapi dapat juga merupakan 

motivasi dan segi- segi perasaan. Sifat inilah yang membedakan segi 

motivasi dan segi- segi perasaan. Sifat inilah yang membedakan sikap dari 

kecakapan- kecakapan atau pengetahuan- pengetahuan yang dimiliki orang. 

Sikap ini dapat bersifat positif dan dapat pula bersifat negatif. Dalam 

sikap positif, kecenderungan tindakan adalah mendekati, menyenagi, 

menharapkan objek tertentu. Dalam kehidupan masyarakat, sikap ini 



135 
 

penting sekali. Sikap dapat dibentuk atau berubah menjadi emapat macam 

cara: 

1. Adopsi : kejadian- kejadian dan peristiwa- peristiwa yang terjadi 

berulang dan terus- menerus, lama kelamaan secara bertahap 

diserap ke dalam diri individu dan mempengaruhi terbentuknya 

suatu sikap. 

2. Diferensiasi: dengan berkemabangnya intelegensi, bertambahnya 

pengalaman, sejalan dengan bertambahnya usia maka ada hal- hal 

yang tadinya dianggap sejenis, sekarang dipandang tersendiri 

lepas dari jenisnya sendiri pula. 

3. Integrasi: pembentukan sikap disini terjadi secara bertahap, 

dimulai dengan berbagai pengalaman yang berhubungan dengan 

suatu hal tertentu. 

4. Trauma: adalah pengalaman yang tiba- tiba, mengejutkan, yang 

meninggalkan kesan mendalam pada jiwa orang bersangakutan. 

Pengalaman- pengalaman yang traumatis dapat juga 

menyebabkan terbentuknya sikap. 

Pembentukan sikap tidak terjadi demikian saja melainkan melalaui 

suatu proses tertentu, melaui kontak sosial terus- menerus anatra individu 

dengan individu yang lain di sekitarnya ( Purwanto  1999: 62- 66) 

Berdasarkan dengan teori tentang sikap menurut Purwanto yang peneliti 

amati pada penelitian sini sikap anak jalanan terbentuk karena empat faktor 

yang berkenaan dengan adopsi, diferensiasi, interegesi, dan trauma. Sikap 
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anak jalanan cenderung semaunnya sendiri. Bisa terlihat dari cara mereka 

bekerja saat sedudah mendapat bimbingan mereka sering tidur di saat jam 

kerja dan tata bahasa mereka yang kurang sopan. Hal ini dikarenakan sikap 

mereka yang telah terbentuk melaui proses adopsi dimana mereka sejak 

lahir melihat dari kondisi orang tua yang sebagian juga bekerja di jalan dan 

kondisi lingkungan yang mempengaruhi seorang anak dalam bersikap. 

Selanjutnya sikap mereka terhdap petugas dari Satpol PP ( Satuan 

Polisi Pamong Praja) dan Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Malang sikap 

yang ditunjukkan oleh anak jalanan cenderung tidak bersahabat. Untuk 

penanganan pendidikan dalam hal sikap anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota 

Malang lebih menekankan kepada pendidikan mental, disiplin, dan 

pendidikan semi militer. 

Pendidikan mental disiplin dilakukan agar anak jalanan memiliki 

sikap yang lebih terkontrol, disiplin dan tidak anarki. Dikarenakan sikap 

mengarah pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk 

betindak sesuai dengan sikap objek. Sikap dan objek yang dimaksud adalah 

sikap dari orang- orang disekeliling anak jalanan yang membentuk anak 

bersikap negatif. Dalam pendidikan mental disiplin Dinas Sosial Kota 

Malang bekerjasama dengnan kepolisian, Kodam, dan Polda.  

Untuk Dinas Sosial Kota Malang sendiri dalam penanganan sikap 

anak jalanan binaanya sajauh ini baru berupa nasehat dan himbauan. Serta 

pengarahan terhadap sikap anak jalanan binaanya. Pendidikan sikap ini 
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diberikan untuk memperbaiki perilaku anak jalanan di tengah masyarakat 

dan agar mereka mengurangi atau bahkan tidak turun ke jalan lagi.  

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemui bahwa ada salah satu 

pegawai wanita Dinas Sosial Kota Malang merokok dihadapan anak jalanan 

yang sedang beliau latih dalam pelatihan bermusik. Sikap seperti inilah yang 

menjadi kendala dalam memperbaiki sikap anak jalanan yang cenderung 

negatif dengan merehabilitasi mereka agar mereka mempunyai sikap yang 

baik namun di tempat rehabilitasipun masih di suguhi dengan sikap negatif 

dari salah satu pegawai Dinas Sosial Kota Malang yang dengan santai 

merokok di hadapan anak- anak jalanan yang ia latih. 

d. Penanganan Anak Jalanann Dalam Hal Perilaku 

Perilaku manusia berasal dari dorongan yang ada dalam diri manusia, 

sedangkan dorongan merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan yang 

ada dalam diri manusia. Dalam kehidupan sehari- hari manusia selalu 

berperilaku dalam segala aktivitas, banyak hal yang menharuskan 

berperilaku. Faktor yang mempengaruhi perilaku manusia berasal dari 

keturunan, lingkungan, dan pengaruh keturunan dan lingkungan terhadap 

ciri- ciri perilaku individu. 

Ada yang berpendapat perkembangan individu semata- mata 

ditentukan oleh pembawaan dari lahir. Pendapat ini disebut aliran navitisme 

dengan tokoh utamannya Schopenhauer. Aliran ini juga menyebabkan 
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muncul pendapat bahwa sifat dan nasib seseorang sudah ditentukan sejak 

lahir. Oleh sebab itu aliran nativisme disebut juga aliran pesimisme. 

Di lain pihak ada pendapat bertentangan dengan aliran nativisme yang 

mengemukakan bahwa perkembangan semata- mata tergantung pada faktor 

lingkungan dan tidak mengakui adanya pembawaan yang dibawa sejak 

lahir. John Lock tokoh empirisme mengemukakan teori tersebutnya tabula 

rasa yaitu jiwa manusia yang bau lahir itu adalah seperti meja atau papan 

lilin yang belum tergores. Akan menjadi bayi itu kelak sepenuhnya 

tergantung pada penalaman- pengalaman apa yang memenuhi jiwa anak 

tersebut. Aliran ini disebut juga aliran optimisme. 

Kedua aliran ini ada benarnya, baik faktor pembawaan maupun faktor 

lingkungan keduannya ada pengaruhnya terhadap perkembangan manusia 

yang tidak dapat diterima adalah pembawaan atau faktor lingkungan jadi 

salah satu mutlak menentukan perkembangan hidup manusia. William Sten 

menengahi keduaaliran tersebut denagn teori konsvergensi. Teori tersebut 

menemukan bahwa faktor pembawaan dan faktor lingkungan kedua- 

duannya turut menentukan perkembangan seseorang artinya, perilaku, 

kepribadian seseorang dibentuk oleh kedua fektor tersebut ( Purwanto 1999: 

10 ). 

Teori Wiliam Stren tentang perilaku manusia sejalan dengan 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap anak jalanan di Kota 

Malang. Kebanyakan anak jalaanan muncul sebagai anak jalanan karena 
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fektor pembawaan yang bersal dari keturunan yang memiliki ekonomi 

rendah, dan memiliki keterunan yang juga hidup di jalan. Faktor lingkungan 

yang mempengaruhi mereka muncul sebagai anak jalanan adalah 

lingkungan pergaulan komunitasnya. 

Untuk pengananan pendidikan dalam hal perilaku anaka jalanan,

 Dinas Sosial Kota Malang masih dalam pemberian nasehat, dan motivasi 

tetapi pelaksanaannya tidak rutin. Hal ini dikarenakan keterbatasan 

anggaran dan kurang mendukungnya sarana dan prasarana. Padahal 

menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Ayat 11 Pasal 

1 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis bahwa 

usaha penyaluran ditujukan untuk mengubah sikap mental anak jalanan, 

gelandangan dan pengemis dari keadaan non produktif menjadi produktif 

melalui: 

1. Bimbingan fisik. 

2. Bimbingan mental. 

3. Bimbingan sosial . 

4. Bimbingan keterampilan. 

e. Penanganan Anak Jalanan Dalam Hal Kesehatan 

Untuk saat ini penanganan kesehatan fisik untuk anak jalanan oleh 

Dinas Sosial Kota Malang belum ada. Tapi untuk penanganan kesehatan 

untuk rakyat miskin di Kota malang  sudah ada yaitu berupa jaminan 

kesehatan masyarakat ( jamkesmas ). Untuk Penaganan Kesehatan anak 
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jalanan Dinas Sosial Kota Malang bermitra dengan Dinas Kesehatan. Dinas 

Sosial hanya membantu memberikan surat pengantar pembuatan KIS ( 

Kartu Indonesia Sehat ) BPJS Kesehatan ( Badan Penyelenggaraan Jaminan 

Sosial  Kesehatan) yang PBI, PKSA ( Program Kesejahteraan Sosial Anak) 

dari Kementerian, dan pembebasan biaya dengan Jamkesda ( Jaminan 

Kesehatan Daerah ). 

Rencana kedepannya Dinas Sosial Kota Malang belum  akan 

melakukan penanganan dalam hal kesehatan karena bukan sepenuhnya 

penanganan anak jalananan menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kota 

Malang. Tetapi Dinas Sosial Kota Malang bermitra dengan Dinas Kesehatan 

Kota Malang. Padahal dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 

Tahun 2013 Pasal 5 Ayat 2 bahwa usaha preventif yang dilakukan antara 

lain melalui: 

1. Penyaluran dan bimbingan sosial. 

2. Pembinaan sosial. 

3. Bantuan sosial. 

4. Perluasan kesempatan kerja. 

5. Pemukiman lokal. 

6. Peningkatan derajat kesehatan. 

7. Peningkatan derajat pendidikan. 

Sedangakan penanganan kesehatan berupa psikis anak jalanan yang 

berkenaan dengan kejiwaan. Dinas Sosial Kota Malang mengadakan 
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pembinaan mental yang dalam hal ini juga diharapkan dapat  

 memperbaiki kondisi kejiwaan anak jalanan yang meliputi sikap dan 

perilaku mereka. 

3. Faktor Penghambat dalam Penanganan Anak Jalanan 

Hambatan dalam penanganan anak jalanan yang dilakukan Dinas 

Sosial Kota Malang ada beraneka ragam. Pertama keterbatasan pesonil 

dalam penanganan anak jalanan. Dinas Sosial Kota Malang hanya memiliki 

32 orang PNS, 5 orang Pekerja Sosial dan 19 orang Petugas Pendamping 

PKH. Berdasarkan hasil  penelitian lapangan Dinas Sosial Kota Malang 

melakukan kerjasama dengan Satpol PP, Lembaga dan Dinas Sosial 

Provinsi Jawa Timur maupun melakukan sosialisasi kepada masyarakat, 

Dosen dan Mahasiswa untuk membantu dalam penanganan anak jalanan di 

Kota Malang. 

Faktor pengahambat kedua datang dari sarana dan prasaran dimanan 

Dinas Sosial Kota Malang hanya mempunyai 1 Guitar Bass Electrik, 1 

Guitar Electrik, dan 1 Guitar Yamaha untuk melakukan peatihan bermusik 

bagi anak jalanan. Jumlah alat yang digunakan dalam pelatihan bermusik 

tidaklah efektif untuk melakukan peatihan bermusik dengan peserta 20 anak 

jalanan. Keterbatasan sarana dan prasarana ini disiasati oleh Dinas Sosial 

Kota Malang dengan melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial Jawa 

Timur dengan mengirim anak jalanan binaanya agar dapat mendapatkan 

pelatihan otomotif dan tambal ban yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial 



142 
 

Jawa Timur. Selain menjalin kerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa 

Timur, Dinas Sosial Kota  Malang juga pernah melakukankerjasama dengan 

SMKN 6 Kota Malang dalam pelatihan otomotif. Dalam hal ini SMKN 6 

Kota Malang memberikan fasilitas maupun tenaga ahli dalam pelatihan 

otomotif. 

Faktor penghambat  ketiga datang dari anak jalanan itu sendiri, 

masih rendahnya motivasi untuk hidup sejahtera maupun pola pikir anak 

jalanan yang selalu ingin kembali ke jalan. Hal ini dikarenakan anak jalanan 

sudah merasa senang hidup di jalan karena merasa mudah mencari uang 

tanpa harus mempunyai keahlian dan pendidikan yang tinggi. 
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BAB  V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarakan hasil pengamatan, dokumentasi dan pembahasan, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Upaya penanganan anak jalanan yang dilakukan Dinas Sosial 

Kota Malang belum terlaksana secara efektif karena penanganan 

anak jalanan dalam penjangkauan gabungan dengan Satuan 

Polisi Pamong Praja masih bersifat represif dimana Polisi 

Pamong Praja menjadi ujung tombak, sedangkan Dinas Sosial 

Kota Malang berada di posisi belakang untuk melakukan 

pendataan. 

2. Strategi penanganan anak jalanan berbasis kekeluargaan yang 

dilakukan Dinas Sosial Kota Malang dengan melakukan 

program penanganan pendidikan, keterampilan, sikap dan 

perilaku belum terlaksana secara maksimal karena dalam 

melakukan program penanganan keterampilan bermusik Dinas 

Sosial Kota Malang hanya memberikan pelatihan program tanpa 

memberikan bantuan berupa alat. Hal ini didasarkan karena 

pelatihan bermusik bukan merupakan pelatihan vokasional dan 

dalam pelatihan bermusik Dinas Sosial Kota Malang hanya 

memberikan bantuan berupa pelatihan saja. Selain itu untuk 

pelatihan yang berada di lembaga maupun  
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Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial Kota Malang hanya 

sebagai fasilitator dengan memberikan surat rujukan untuk di proses 

lebih lanjut. 

3. Hambatan dalam penanganan anak jalanan yang dilakukan Dinas Sosial 

Kota Malang ada beraneka ragam. Pertama keterbatasan pesonil dalam 

penanganan anak jalanan. Dinas Sosial Kota Malang hanya memiliki 32 

orang PNS, 5 orang Pekerja Sosial dan 19 orang Petugas Pendamping 

PKH. Kedua dalam hal saran dan prasarana yang kurang mendukung 

penanganan anak jalanan. Ketiga rendahnya motivasi dan pola pikir 

anak jalanan yang selalu ingin kembali ke jalan. 

B. Saran 

1. Seharusnya penanganan anak jalanan dalam penjangkauan dirubah 

dari yang bersifat represif atau penarikan paksa menjadi pendekatan 

yang manusiawi (persuasif) serta menempatkan anak di dalam posisi 

yang bermartabat. Dalam upaya penjangkauan anak jalanan, pekerja 

sosial akan menjadi ujung tombak, sedangkan aparat Satuan Polisi 

Pamong Praja berada di posisi belakang sebagai pengaman. 

Selanjutnya, penjangkauan dilakukan lebih personal, pendekatan 

pribadi tiap anak lebih diutamakan sehingga dapat diketahui secara 

lebih jelas permasalahan yang dihadapi setiap anak jalanan. 

2. Seharusnya pelaksanakan strategi penanganan anak jalanan berbasis 

kekelurgaan untuk penanganan anak jalanan dalam keterampilan 
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diberikan bukan sekedar hobi dari anak jalanan tersebut tetapi harus 

dilihat pengauruh pendidikan keterampilan yang diberikan  apakah 

berdampak pada meningkatnya kesejahteraan atau sebaliknya. Dalam 

pelaksanaan strategi penanganan anak jalanan juga seharusnya bantuan 

tidak hanya berupa program tetapi juga berupa alat. 

3. Untuk penanganan anak jalanan di luar Dinas Sosial Kota Malang 

sebaiknya Dinas Sosial Kota Malang tidak hanya sebgai fasilitator saja 

akan tetapi juga ikut ambil bagian dengan memberikan penyuluhan 

kepada anak jalanan mengenai hidup sehat, dan bahaya merokok, seks 

bebas maupun narkoba kepada anak jalanan. Hal ini dilakukan karena 

anak jalanan lebih rentan untuk merokok, memakai narkoba maupun 

melakukan seks bebas. 

4. Dalam mensiasati keterbatasan personel untuk melakukan penanganan 

anak jalanan Dinas Sosial Kota Malang bisa melakukan kerjasama 

dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, lembaga pemberdayaan 

anak jalanan di Kota Malang seperti lembaga pemberdayaan Griya 

Baca dan Sahabat Anak maupun pihak swasta. 

5. Untuk mengatasi minimnya sarana dan prasarana Dinas Sosial Kota 

Malang bisa melakukan kerjasama dengan SMK di Kota Malang. 

6. Untuk menumbuhkan motivasi dan merubah pola pikir anak jalanan 

agar tidak kembali ke jalan. Dinas Sosial Kota Malang selain merapkan 

strategi penanganan anak jalanan berbasis kekeluargaan juga harus 
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menerapkan strategi penanganan anak jalanan berbasis keluarga. Hal 

ini dikarenakan dalam pelaksanaan strategi penanganan anak jalanan 

yang berbasis keluarga, keluarga anak jalanan diarahkan pada 

pemberdayaan sehingga dapat membantu agar anak tidak melakukan  

kegiatan di jalanan. Kegiatan pemberdayaan keluarga, misalnya, dapat 

berbentuk bimbingan pada keluarga, misalnya mengenai pola 

pengasuhan keluarga yang baik, pengembangan usaha keluarga dan 

meningkatkan kemampuan keluarga untuk mengakses sumber- sumber 

yang ada dilingkungan. 
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Lampiran 1 

  



 

Lampiran 2 



 

Lampiran 3 

Pedoman Wawancara dalam penelitian “ Upaya Penanganan Anak Jalanan di 

Kota Malang  (Studi Dinas Sosial Kota Malang )” 

Pedoman Wawawancara ditujukan untuk: 

A. Ditujukan kepada Dinas Sosial Kota Malang 

Daftar Pertanyaaya Indikator : Profil Dinas Sosial dan Profil Bidang 

Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Malang. 

1. Bagaimananakah gambaran umum dari Dinas Sosial Kota Malang ? 

2. Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Malang terdiri dari kasi 

apa saja? 

3. Apa saja tugas masing- masing kasi bidang Rehabilitasi Sosial Dinas 

Sosial Kota Malang ? 

4. Apa saja fungsi kasi bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota 

Malang ? 

Daftar Pertanyaan Indokator : Kondisi Anak Jalanan di Kota Malang. 

1. Bagimanakah kondisi Anak Jalanan di Kota Malang ? 

2. Permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Anak Jalanan di Kota Malang 

? 

3. Apa saja faktor penyebab anak jalanan turun ke jalan ? 

Daftar Pertanyaan Idikator : Usaha Penaganan Anak Jalanan Secara 

Koreksional  



 

1. Apakah Dinas Sosial Kota Malang melakukan usaha penganan secara 

koreksional terhadap Anak Jalanan ? 

2. Usaha koreksional seperti apa saja yang sudah Dinas Sosial Kota 

Malang lakukan? 

3. Dalam penanganan Anak Jalanan secara koreksional Dinas Sosial Kota 

Malang bekerjasama dengan pihak mana saja ? 

Indikator : Usaha Penaganan Anak Jalanan denagan Rehhabilitatif 

1. Apakah Dinas Sosial Kota Malang melakukan usaha penaganan Anak 

Jalanan secara rehabilitatif ? 

2. Apa saja penganan Anak Jalanan yang menjadi program Dinas Sosial 

Kota Malang ? 

a. Program penanganan dalam hal pengetahuan 

1. Apakah Dinas Sosial melakukan program penanganan 

Anak Jalanan dalam hal pengetahuan ? 

2. Apakah ada rencana dari Dinas Sosial Kota Malang 

untuk melakukan program penanganan dalam hal 

pengetahuan ? 

3. Utuk saat ini Dinas Sosial Kota Malang bekerjasama 

dengan pihak mana saja dalam program penaganan Anak 

Jalanan dalam hal pengetahuan? 

b. Program penanganan dalam hal keterampilan 

1. Apakah Dinas Sosial Kota Malang melakukan program 

penaganan Anak Jalanan dalam hal keterampilan? 



 

2. Apa saja program keterampilan yang diajarkan Dinas 

Sosial Kota Malang ? 

3. Apakah hambatan dalam penanganan Anak Jalanan 

dalam hal keterampilan ? 

4. Apakah Dinas Sosial Kota Malang bekerjasama dengan 

pihak lain? Dan dengan pihak mana saja? 

5. Kerjasama dalam hal keterampilan apa saja ? 

6. Apa saja dampak program penganan dalam hal 

keterampilan bagi Anak Jalanan ? 

c. Program penanganan dalam hal sikap 

1. Apakah Dinas Sosial Kota Malang melakukan 

penanganan Anak Jalanan dalam hal sikap? 

2. Apa saja program penanganan Anak Jalanan dalam hal 

sikap yang dilakukan Dinas Sosial ? 

3. Untuk saat ini Dinas Sosial Kota Malang bekerjasama 

dengan pihak mana saja dalam program penaganan sikap 

? 

4. Apa saja dampak program penaganan Anak Jalanan 

dalam hal sikap bagi Anak Jalanan ? 

d. Program penanganan dalam hal perilaku 

1. Apakah Dinas Sosial Kota Malang melakukan 

penanganan Anak Jalanan dalam hal perilaku ? 



 

2. Apa saja program penanganan Anak Jalanan dalam hal 

perilaku yang dilakukan Dinas Sosial ? 

e. Program penanganan dalam hal kesehatan 

1. Apakah Dinas Sosial Kota Malang melakukan 

penanganan Anak Jalanan dalam hal kesehatan ? 

2. Apakah ada rencana dari Dinas Sosial Kota Malang 

untuk melaksanakan program penanganan dalam hal 

kesehatan ? 

3. Dalam usaha penganan Anak Jalanan secara rehabilitatif Dinas Sosial 

Kota Malang bekerjasama dengan pihak mana saja? 

Indikator : Usaha Penanganan Anak Jalanan dengan Penjangkauan 

1. Apakah Dinas Sosial Kota Malang melakukan usaha penanganan Anak 

Jalanan  dengan razia penjangkauan ? 

2. Dalam razia penjangkauan Dinas Sosial Kota Malang bekerjasama 

dengana pihak mana saja? 

Indikator : Usaha Penanganan Anak Jalanan Secara Priventif. 

1. Apakah Dinas Sosial Kota Malang melakukan usaha penganan Anak 

Jalanan secara preventif ? 

2. Usaha priventif apa saja yang sudah Dinas Sosial laksanakan? 

B. Anak Jalanan yang sudah mendapatkan pelatihan oleh Dinas Sosial Kota 

Malang 

1. Saat ini usia Anda berapa ? 



 

2. Apakah Anda masih bersekolah ? 

3. Sejak kapan Anda menjadi Anak Jalanan ? 

4. Apa alasanan turun ke jalan ? 

5. Apa pekerjaan orang tua anada? 

6. Berapa pendapatan perhari ? 

7. Setelah mendapatkan pelatihan apa yang Anda lakukan ? 

8. Apakah Anda mendapat uang transpot saat mengikuti sekali pelatihan ? 

berapa ? 

9. Apakah kendala dalam pelatihan ini ? 

10. Bagaimanakah hubungan Anda dengan keluarga ? 

11. Apakah sering pulan ke rumah ? seberapa sering ? 

12. Alamat tempat tinggal di mana ? 

13. Apakah pendapat Anda tentang razia ? 

C. Anak Jalanan yang asli Kota Malang yang masih melakukan aktifitasnya 

di jalanan 

1. Saat ini usia Anda berapa ? 

2. Apakah anda masih bersekolah ? 

3. Sejak kapan anda menjadi anak jalanan ? 

4. Apa alasanan turun ke jalan ? 

5. Berapa pendapatan perhari ? 

6. Apa profesi orang tua anda ? 

7. Bagaimanakah hubunganan Anda dengan orang tua anda? 

8. Apakah sering pulan ke rumah ? seberapa sering ? 



 

9. Alamat tempat tinggal di mana ? 

10. Apakah pendapat Anda tentang razia ? 

11. Apakah Anda pernah terjaring razia ? 

12. Apakah Anda pernah mendapat perlakuan buruk dari petugas Dinas Sosial 

maupun Satuan Polisi Pamong Praja ? 

13. Perlakuan buruk seperti apa yang Anda terima ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 4 

SALINAN 

NOMOR 4/2014 

 

 

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG 

NOMOR   9   TAHUN 2013 

TENTANG 

PENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MALANG, 

Menimbang : 

a. Bahwa mengingat keberadaan anak jalanan, gelandangan dan 

pengemis cenderung membahayakan  dirinya sendiri dan/ atau 

orang lain dan ketentraman  ditempat umum serta memungkinkan 

mereka menjadi  sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan, 

sehingga perlu segera dilakukan penanganan secara komprehensif, 

terpadu dan berkesinambungan;  

b. Bahwa terhadap pengaturan pembinaan anak jalanan, 

gelandangan, dan pengemis yang ada dipandang sudah tidak 

memadai lagi  

 



 

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, 

huruf b dan  huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota 

Malang tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan 

Pengemis;  

Mengingat : 

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 

ayat (6);  

2.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timr, 

Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 551);  

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3143);  

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia (Lembaran Negara Tahu n 1999 Nomor 66 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3843);   

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 

76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);  



 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 

109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4235);  

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 

Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);   

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4967);    

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234);  



 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan 

Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3177);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan 

Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3354);.  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);  

14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 

Penanganan Kemiskinan;  

15.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang 

Tim Koordinasi Penanganan Kemiskinan Provinsi dan 

Kabupaten/Kota;  

16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 

Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);  



 

17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Ketertiban Umum dan Lingkungan (Lembaran Daerah Kota 

Malang Tahun 2012 Nomor 2);   

18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Malang Tahun 2012 Nomor 6); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG 

dan 

WALIKOTA MALANG 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 

 

: 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN ANAK 

JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 



 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kota Malang.  

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.  

3. Walikota adalah Walikota Malang.  

4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Malang. 

5. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan  sosial 

baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa  keselamatan, 

kesusilaan dan ketenteraman lahir batin, yang  memungkinkan bagi setiap 

warga negara mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, 

rohaniah yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga dan masyarakat dengan 

menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta tanggung jawab sosial.  

6. Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya 

untuk melakukan kegiatan hidupnya dijalanan, baik untuk mencari nafkah 

atau berkeliaran di jalan atau ditempat-tempat umum lainnya yang  

mempunyai ciri-ciri : berusia   antara  5-18 tahun melakukan kegiatan atau 

berkeliaran dijalan, penampilannya kebanyakan kusam, pakaian tidak 

terurus, mobilitasnya tinggi.   

7. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 

anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara 

optimal sesuai dengan harkat dan martabat, kemanusiaan serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan ekploitasi yang mempunyai 

masalah di jalanan.  



 

8. Pembinaan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh 

Pemerintah dan/ atau masyarakat untuk mengatasi masalah anak jalanan, 

gelandangan, pengemis dan keluarganya supaya dapat hidup dan mencari 

nafkah dengan tetap mengutamakan hak- hak dasar bagi kemanusiaan. 

9. Eksploitasi adalah memanfaatkan, memperalat dan memeras orang lain 

untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau lembaga baik material  maupun  

non material.  

10. Pelaku eksploitasi adalah seseorang atau kelompok yang memperalat, 

memanfaatkan atau memeras seseorang untuk memperoleh keuntungan 

pribadi, keluarga atau golongan orang yang memanfaatkan tenaga manusia 

secara tidak manusiawi. 

11. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai 

dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak 

mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan 

hidup mengembara di tempat-tempat umum.  

12. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan 

meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara baik berupa 

mengamen dan alasan lainnya untuk mengharapkan  belas  kasihan  dari 

orang lain. 

13. Usaha preventif adalah usaha secara terorganisir untuk mencegah timbulnya 

gelandangan dan pengemis didalam masyarakat yang meliputi penyulu han, 

bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta 



 

pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan 

pergelandangan dan pengemisan;  

14. Usaha represif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga 

maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan 

pengemisan,  serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.   

15. Usaha rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi   usaha-

usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan,  pemulihan  

kemampuan dan  penyaluran  kembali  baik  ke  daerah-daerah  pemukiman 

baru  melalui  transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, 

pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para 

gelandangan dan pengemis, kembali memiliki kemampuan untuk hidup 

secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga negara 

Republik Indonesia 

BAB II 

AZAS DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dilakukan berdasarkan:  

a. Asas Pengayoman;   

b. Asas Kemanusiaan;  

c. Asas Kekeluargaan;  

d. Asas Keadilan;  

e. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum;   

 



 

Pasal 3 

Penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis, bertujuan:  

a. Mencegah dan mengantisipasi meningkatnya komunitas anak jalanan, 

gelandangan dan pengemis;  

b. Mencegah penyalahgunaan komunitas anak jalanan, gelandangan dan 

pengemis dari eksploitasi pihak-pihak tertentu;  

c. Mendidik komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis agar dapat 

hidup secara layak dan normal sebagaimana kehidupan masyarakat 

umumnya;  

d. Memberdayakan para anak jalanan, gelandangan  dan pengemis untuk 

dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial; dan  

e. Meningkatkan peran serta dan kesadaran Pemerintah Daerah, dunia usaha 

dan elemen masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam penanganan 

anak jalanan, gelandangan dan pengemis.    

BAB III 

PENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS 

Pasal 4 

1. Penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilaksanakan secara 

terpadu oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan dunia usaha dan elemen 

masyarakat lainnya. 

2. Penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada azas dan tujuan sebagaimana 



 

dimaksud dalam Pasal 2, dan dilaksanakan secara terpadu melalui usaha 

preventif, represif  dan rehabilitatif. 

Pasal 5 

1. Dalam rangka mencegah berkembangnya anak jalanan, gelandangan dan 

pengemis, maka Pemerintah Daerah berperan aktif melakukan   tindakan  

usaha  preventif, usaha represif dan usaha rehabilitative dimaksud pada Pasal 

4 ayat (2).  

2. Usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan  antara lain 

melalui :  

a. Penyuluhan dan bimbingan sosial;   

b. Pembinaan sosial;  

c. Bantuan sosial;  

d. Perluasan kesempatan kerja;  

e. Pemukiman lokal;  

f. Peningkatan derajat kesehatan; dan/atau  

g. Peningkatan pendidikan.  

3. Pelaksanaan usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Walikota. 

4. Usaha represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :  

a. Razia;  

b. Penampungan sementara untuk diseleksi;  

c. Pelimpahan. 



 

Pasal 6 

1. Anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang terkena penertiban 

ditampung dalam penampungan sementara untuk diidentifikasi dan 

diseleksi.  

2. Kegiatan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk 

kualifikasi para anak jalanan, gelandangan dan pengemis sebagai dasar 

dalam menetapkan tindakan selanjutnya  yang  terdiri  dari :  

a. Dilepaskan dengan syarat;  

b. Dimasukkan dalam panti sosial;  

c. Dikembalikan kepada orang tua / wali / keluarga / kampung 

halamannya;  

d. Dijadikan pekerja sosial sebagai penyapu jalanan dengan diberi 

imbalan;  

e. Diberikan pelayanan kesehatan.   

Pasal   7 

Dalam hal seseorang anak jalanan, gelandangan dan pengemis dikembalikan ke 

keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, 

diberikan bantuan sosial yang jenis dan jumlahnya ditetapkan dengan Keputusan 

Walikota. 

Pasal   8 

1. Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan usaha rehabilitasi terhadap 

para anak jalanan, gelandangan dan pengemis.  



 

2.  Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada  ayat (1), meliputi :  

a. Usaha penampungan; 

b. Usaha seleksi;  

c. Usaha penyantunan;  

d. Usaha penyaluran; dan  

e. Usaha tindak lanjut 

Pasal   9 

Usaha penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, 

bertujuan untuk identifikasi anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang 

dimasukkan dalam Panti Sosial. 

Pasal 10 

Usaha seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, bertujuan 

untuk menentukan kualifikasi pelayanan sosial yang akan diberikan. 

Pasal 11 

1. Usaha penyantunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, 

ditujukan untuk mengubah sikap mental anak jalanan, gelandangan dan 

pengemis dari keadaan yang non produktif  menjadi  keadaan yang produktif 

melalui :  

a. Bimbingan fisik;  

b. Bimbingan mental;  

c. Bimbingan sosial;  

d. Bimbingan keterampilan.  



 

2. Tata cara penyantunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Walikota.   

Pasal 12 

1. Usaha penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)  huruf d, 

terutama terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang telah 

mendapat bimbingan, pendidikan, pelatihan dan keterampilan kerja 

diarahkan agar dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat.  

2. Tata cara pelaksanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.   

Pasal   13 

1. Usaha tindak lanjut terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan :   

a. Meningkatkan kesadaran berswadaya;  

b. Meningkatkan kemampuan sosial ekonomi; dan  

c. Menumbuhkan kesadaran hidup bermasyarakat.  

2. Tata cara pelaksanaan usaha tindak lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1), 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.    

 

 

 

 



 

BAB IV 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 14 

Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Daerah berkewajiban melakukan 

pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan penanganan anak jalanan, 

gelandangan dan pengemis.   

Pasal 15 

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dalam rangka 

mencegah dan menanggu langi meluasnya aktifitas anak jalanan, gelandangan dan 

pengemis di  wilayah Kota Malang.   

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 16 

1. Masyarakat dapat berperan serta dalam penanganan anak jalanan, gelandangan 

dan pengemis dengan cara tidak memberi sesuatu baik berupa uang maupun 

barang dijalanan. 

2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan 

oleh perorangan atau organisasi.  

3. Tata cara penyampaian peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat diatur 

lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.  

 

   



 

BAB VI 

SUMBER DANA 

Pasal 17 

Beban biaya untuk penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis, 

bersumber dari :  

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;   

b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesu ai dengan ketentuan  

peraturan perundang-undangan.       

    

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang 

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang. 

   Ditetapkan di Malang pada tanggal   30   Desember   2013            

     WALIKOTA MALANG,  

      ttd.  

 

     MOCH. ANTON  
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